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PELA YANAN ADMINISTRASI TERP ADU KECAMA TAN (PA TEN) DI 
KECAMATAN BINTANG 

(StudilmplementasiKebijakanPeraturanBupati Aceh Tengab Nomor 88 
Tahun 2017 TentaogStandarPelayananAdministrasiTerpaduKecamatan 

(PATEN) di Kabupaten Aceb Tengah) 

ABSTRAK 

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN) dibentuk dengan 
maksud untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan 
menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di 
kabupatenlkota. Sedangkan tujuan didirikan PATEN yaitu untuk meningkatkan 
kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan penyelenggara 
PA TEN adalah pihak kecamatan. Penerapan PA TEN di kecamatan merupakan 
pendelegasian sebagian kewenangan pemerintah di bidang perizinan dan non 
perizinan yang diatur melalui peraturan yang meliputi tugas secara substanti( 
administratif, dan teknis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menganalisis implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 
(PA TEN) di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dan untuk mengetahui 
dan mengidentifikasikan fak:tor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi 
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PA TEN) di Kecamatan Bintang 
Kabupaten Aceh Tengah tidak maksimaJ. Metode yang digunak:an pada penelitian 
ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data, 
menggunakan wawancara, observasi, dan dokwnentasi. Sedangkan untuk teknik 
analisis data, penulis melakukan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan babwa Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PA TEN) Di Kecamatan Bintang sesuai dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi 
Terpadu Kecamatan di Kecamatan Bintang belum berjalan maksimal. Hal ini 
disebabkan karena lambatnya implementasi kebijakan Peraturan Bupati Aceh 
Tengah Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PA TEN) di Kabupaten Aceh Tengah dan belum terpenuhinya salah 
satu persyaratan utama PATEN yaitu syarat teknis. Selain itu, faktor komunikasi, 
sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi juga turut mempengaruhi penerapan 
PA TEN di Kecamatan Bintang. Peneliti iai menyarankan, agar Pemerintah 
Kecamatan Bintang segera mensosialisasikan Peraturan Bupati Aceh Tengah 
Nomor 88 Tabun 2017, memenuhi persyaratan Telalis PATEN dengan cara 
menyediakan fasilitas dan sarana dan prasarana, mengalokasikan Anggaran 
PA TEN dengan perencanaan yang baik dan terarah dan melihat skala prioritas, 
mengusulkan penambahan pegawai ASN ke Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Tengah dan 
memberikan pelatihan bagi pegawai kecamatan terkait PA TEN, melakukan 
koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap pelaksanaan PATEN secara berkesinambungan guna 
mewujudkan kecamatan sebagai penyelenggara PATEN yang berkualitas. 

Kata Kunci :Implementasik Kebijakan, PA TEN 



INT'EGRATED ADMINISTRATIVE SERVICE (PATEN) AT BINI'ANG 
SUBDISTRJCTOFCEN'FRALACEH 

(study on the implementation of Regent Decree No. 8812017 on The standard of 
subdistrict integrated administrative service in Central Aceh) 

Abstract 

Subdistrict Integrated administrative services is established to actuabze the 
subdistrict as a center for community services and tier for state integrated 
services agency in the district/municipality. While the aim of creating PATEN is to 
improve the service quality and make PATEN provider, which is subdistrict, 
closer to the community. The implementation of the PATEN is conducted by 
delegating part of government authority in Licensing and non-licensing that are 
detailed in a certain regulation consisting substantive, administrative and 
technical assignments. This research is qualitative descriptive that aims, firstly, to 
know and analyze the implementation of sub-district integrated administrative 
services (PATEN) at Bintang sub-district of Central Aceh. Secondly, it aims to 
know and identify constraining factors to the implementation of the PATEN. The 
data of the research is collected from interview, observation, and documentation. 
The data then is verified, deducted and presented for further analysis. This 
research shows that the PATEN at the subdistrict of Bintang, which is congruent 
with Ministry of Internal Affairs regulation No. 412010 on Guidance for 
subdistrict integrated services, is not yet applied satisfyingly. The unsatisfactory 
achievement is caused sluggish implementation of the regent regulation No. 
8812017 on Standard integrated services at subdistrict in Central Aceh. It is 
caused by, mainly, the absent of technical requirement, which is among PATEN 
requirements. Other factors such as communication, resources, disposition, and 
bureaucratic structure also contribute to the invectiveness of the implementation. 
Thus, this research suggests comprehensive approach for the improvement of the 
PATEN. The government at the subdistrict level should socialize the regent 
regulation No.8812017, fulfil technical requirement by developing infrastntcture 
and facilities that are essential lo support the implementation, allocate budget 
based on good, focus and prioritized workplans. The subdistrict government also 
should propose staff recruitment to district office for state official and Human 
resources Development (BKPSDM) of Central Aceh and facilitate more training 
for those who involved in the PATEN. Jn addition to improving the communication 
and coordination with other relevant state agencies, the subdistrict office should 
supervise and monitor the implementation of PATEN constantly to achieve the 
subdistrict as qualified PATEN implementor. 

Ke}'Words: Implementation Policy, PATEN 
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A. Latar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pelayanan merupakan tugas utarna yang hakiki dari sosok aparatur, 

sebagai abdi negara dan abdi rnasyarakat, togas ini telah jelas digariskan dalam 

pernbukaan UUD 1945 alenia keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan 

pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umwn, 

rnencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadi1an sosial. 

Pelayanan merupakan suatu usaha bantuan yang diberikan kepada 

masyarakat dilakukan oleh seseorang atau kelompok atau birokrasi dalam rangka 

mencapai suatu tujuan tertenht Karena pelayanan merupakan bagian hal yang 

penting dalam sendi kehidupan masyarakat, maka sebagai pelaksana kebijakan 

yang melayani masyarakat dituntut untuk mampu rnelaksanakan fungsi pelayanan 

secara maksimal melalui penerapan sistem yang marnpu diakses selunth lapisan 

masyarakat. Sebagai pengguna layanan publik, setiap masyarakat mengharapkan 

pelayanan yang baik: dari pemerintal1. Begitu penting dan strategisnya fungsi 

pelayanan Wltuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat, maka 

pemerintah selaku pengambil kebijakan dituntut untuk terns meningkatk.an 

kualitas pelayanan publik ten1tama bagi instansi yang terkait langsung dengan 

penerima pelayanan publik dala1n hal ini adalah masyarakat. Baik buruknya 
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persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan instansi terkait, 

tidak hanya berdampak pada minat masyarakat untuk 1nemanfaatkan layanan yang 

diberikan, akan tetapi dapat juga 1nemberikan variasi pada persepsi 1nasyarakat 

pada kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara 

umum. Karenanya, pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan publik dituntut untuk rnampu memenuhi harapan 

masyarakat melalui pelayanan yang diberikan. 

Pelayanan sepatutnya dapat memenuhi kepuasaan objek yang dilayani, 

karena tingkat kepuasan objek yang dilayani menjadi salah satu tolok ukur bahwa 

pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar normatif yang diharapkan 

masyarakat. Pelayanan merupakan proses pe1nenuhan kebutuhan aktivitas secara 

langsung yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga 

masyarakat 1nendapatkan kepuasaan. ·r erlebih lagi, apabila pelayanan itu telah 

menerapkan sistem yang canggih dengan alat teknologi yang me1nadai. Dengan 

demikian, waktu pelayanan berjalan efektif dan efisien, dilengkapi dengan sarana 

dan prasarana yang memadai sehingga pelayanan dapat dilakukan secara 

maksimal. 

Sa1ah satu harapan masyarakat dalam kaitannya dengan pelayanan adalah 

pelayanan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah sesuai dengan perkembangan 

zaman dan perubahan sosial dan dinamikanya. Dalrun konteks i.:ni, pelayanan 

menjadi kewajiban dan tanggung jawab birokasi da1am mengadopsi perubahan 

beragam kebutuhan sosial berdasarkan kinerja profesiona1. 
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Hal yang dilematis terjadi ketika kebutuhan masyarakat terhadap 

pelayanan publik meningkat, tetapi tidak disertai dengan peningkatan keahlian 

dan ketera1npilan pegawai dalatn me1nberikan pelayanan, misalnya pcgawai yang 

belwn memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer, gagap teknologi, 

tidak 1nengenal internet dan lain-lain yang mendukung modernisasi manajerial 

pelayanan publik. Masih sering dijumpai pelayanan dengan prosedur berbelit­

belit, kurang transparan, lamban, sikap dan tindakan aparat kurang ramah, 

arogan, fasilitas pelayanan yang kurang me1nuaskan bahkan sering terjadi adanya 

pungutan liar, sehingga pelayanan yang dilakukan tidak adil dan tidak 

mencerminkan profesionalisme. 

Fenomena-fenomena ini yang kerap 1newamai proses hubungan antara 

pemerintah dan 1nasyarakat. Di zaman yang serba modem melalui perketnbangan 

ihnu teknologi dengan 1nemanfaatkan media sosial menjadi jembatan bagi 

masyarakat untuk menyarnpaikan keluh kesahnya jika merasa tidak puas dengan 

pelayanan yang diterima sehingga berita yang disarnpaikan akan menjadi 

konswnsi publik secara luas, akibatnya bisa berdampak tidak baik, jika dilihat 

dari sisi pe1nerinta11 ini akan akan 1ne1npengaruhi kewibawaan birokrasi dan jika 

dipandang dari sisi masyarakat akan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap 

pemerintah. 

Untuk itu Pemerintah berupaya keras dan terus-menen1s tiada henti 

melakukan inovasi dan perubahan pelayanan kearah yang lebih baik, ini dilakukan 

agar kewibawaan birokrasi pcmerintahan tetap terjaga dan kcpercayaan 

masyarakat tidak luntur terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, salah 
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satu inovasi pelayanan publik yang diterapkan pemerintah adalah diterbitkannya 

Peratman Menteri Dalam Negeri No1nor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecrunatan atau lebih dikenal dengan singkatan 

PATEN. 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dibentuk sebagai 

salah satu solusi menjawab keluh kesa.11 masyarakat terhadap rendahnya kualitas 

pelayanan publik yang selama ini menjadi pennasalahan. PATEN sendiri 

merupakan suatu sistem pendekatan pelayanan kepada masyarakat melalui satu 

meja pelayanan, dimana seluruh proses tahapan pelayanan dilakukan dalam satu 

tempat dengan mengedepankan azas-azas pelayanan publik. Mengapa kecamatan 

dijadikan sebagai obejk pelayanan .. ?, karena kecarnatan merupakan salah satu 

unit organisasi pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena 

berada di garis depan (front line) yang berhadapan langsung dengan masyarakat 

dengan berbagai macam latar belakang, kebutuhan dan hmnitan yang selalu 

berubah dan berkembang. Pemerintah kecamatan sebagai perpanjangan tangan 

pemerintah kabupaten dan pusat pelayanan bagi masyarakat menjadi motor 

penggerak pelayanan publik. Baik buruknya pemerintah kecamatan dalam 

menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) akan 

berpengaruh terhadap nama baik pemerintah atasan dalam hal ini adalah 

pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat. 

Dalam menyelenggarakan PATEN, pemerintah kecamatan dituntut untuk 

meinberikan pelayanan secara maksimal berpedoman kepada standar pelayanan 

yang telah ditetapkan sehingga dipastikan pelayanan yang diberikan terukur, cepat 
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dan tepat serta transparan yang dilakukan secara professional olel1 petugas yang 

memiliki ketnampuan tidak hanya dalam bekerja tetapi juga memiliki etika dan 

adab dalam melayani masyarakat sebagai penerima layanan publik. 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecrunatan (PATEN) dibentuk bemrjuan 

untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 

PATEN diselenggarakan oleh pihak kecamatan yang terdiri dari camat, sekretaris 

camat beserta kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi yang didasari 

oleh adanya pendelegasian kewenru1gan dari bupati kepada camat. Kewenangan 

camat untuk melaksanakan pelayanan publik diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ditegaskan bahwa tugas camat bahwa 

meliputi antara lain melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada 

masyarakat di kecamatan dan melakukan percepatan pencapaian standar 

pelayanan minimal di wilayahnya, dimana camat menerima pelimpahan sebagian 

wewenang Bupati/Wa1ikota unruk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 

Tujuan pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada camat adalah 

untuk memangkas birokrasi.sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kepada 

masyarakat. Dalam ha1 ini komiunen Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 

terhadap pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten kepada kecamatan 

dibuktikan dengan telah diterbitkannya Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 

141n64/T APEM/2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Aceh 

T engah Kepada Camat dalam Kabupaten Aceh T engah. 

Penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Aceh Tengah mulai dilaksanakan 

pada tal1un 2014 kepada seluruh kecamatan yang berada dala1n wilayah 
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Kabupaten Aceh T engah dengan jumlah kecamatan sebanyak 14 (em pat be las) 

kecrunatan. Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kabupaten 

Aceh Tengah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 

2010 tentang Pelaksana Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan dan Keputusan Menteri Da1am Negeri Nomor 238 - 270 tentang 

Peb.Jnjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. 

Dalam tahapan sosialisasi awal, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 

bekerja sama dengan Local Governance innovation For Communities Jn Aceh 

Phase 2 (LOGJC'A2) yaitu sebuah lembaga dunia bantuan Pemerintah Australia 

dalam rangka pemulihan tatanan pemerintahan di Aceh pasca tsunami yang 

rnenitikberatkan kepada sektor pelayanan publik yang rncnjadi prioritas salah 

satunya adalah sektor pemerintahan melalui progrrun pelaksanaan PATEN. 

Peran I,()G/CA2 sebagai fasilitator dalam tahapan awal sosialisasi PATEN 

berdampak baik terhadap kelangsungan penyelenggaraan PA TEN di Kabupaten 

Aceh Tengah, pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Aceh mengalokasikan 

anggaran kepada seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah untuk 

mendukung pelaksanaan PATEN. Alokasi dana PATEN yang bersumber dari 

Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2015 

dialokasikan penggunaannya untuk menyediakan sarana clan prasana penunjang 

PATEN dan operasional dalam penyelenggaraan PATEN. Pengalokasian 

anggaran untuk kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan 

PATEN di Kabupaten Aceh Tengah kearah yang lebih baik sesuai dengan 

harapan masyarakat. 
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Kecamatan Bintang men1pakan sa1ah satu kecamatan yang telah 

menyelenggarakan PATEN sejak tahun 2014. Kurun waktu tersebut terdapat 

berbagai pennasalahan yang dihadapi dalan1 imple1nentasi kebijakan PATEN. 

Pennasalahan yang terjadi adalah komitmen pegawai dalam melaksanakan 

PATEN belum maksimal menunit azas-Azas PATEN dan komponen standar 

pelayanan PATEN, kurangnya informasi yang diterirna masyarakat selaku 

penerima PATEN tentang standar pelayanan PATEN, kapasitas dan kuantitas 

pegawai dalam melaksanakan PATEN belum sesuai harapan, kurang tanggapnya 

pegawai dalam penyelenggaraan PATEN, sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan PATEN belum memadai. 

Oleh karena itu peneliti akan n1embahas hal-hal yang berkaitan dengan 

implementasi kebijakan PATEN tennasuk membahas faktor-faktor yang 

menyebabkan implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Bintang tidak 

maksimal. Atas dasar tersebut penulis mengambil juduJ tentang "Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (Implementasi Kebijakan Peraturan 

Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tabun 2017 Tentang Standar Pelayanan 

Administrasi Kecamatan) di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah". 

B. Perumusan Masalah 

Yang 1nenjacli perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN) di Kecarnatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. 
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2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecarnatan Bintang Kabupaten 

Aceh Tengah tidak maksimal. 

C. Tujuan Penelitian. 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. 

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasikan faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkan implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN) di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah tidak 1naksimal. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk menerapkan konsep­

konsep teori yang selama ini diperoleh dalam perkttliahan serta meningkatkan 

wawasan ilmu pengetahuan melalui berbagai temuan di lapangan yang 

sebelwnnya belum terungkap khususnya tentang Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bagian dari pelayanan publik 

dengan tujuan unntk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung kepada 

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah k11ususnya dalam upaya peningkatan 

kualitas pelayanan publik terutama Pelayanan Administrasi Terpadu 
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Kecamatan di Kecarnatan Bintang dan di 13 (tiga) belas kecamatan lainnya 

yang ada dalam wilayah Kabupaten Acel1 Tengah. kegunaan yang lebih luas 

lagi adalah terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) melalui 

pelayanan publik yang baik (good public service) untuk mendorong 

pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan. 



A. Kajian Teori. 

BABll 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

Mengenai defenisi kebijakan publik, sangat banyak ragamnya karena 

kebijakan publik tumbuh clan timbul dari kebutuhan masyarakat. Kebutuhan 

tersebut dianalisis oleh para pengambil kebijakan yaitu oleh para politis di 

legislatif dan eksekutif melalui serangkaian proses politik yang bermuara pada 

basil berupa produk hukum dalam bentuk form11la kebijakan publik. Hasil 

Kebijakan berupa produk hukum dii1nplementasikan oleh pihak eksekutif yaitu 

pemerintal1. Thomas R Dye (sebagai1nana dikutip dala1n Abidin 2012:5-6) yang 

menyatakan : " Kebijakan publik sebagai is whatever government choose to do or 

no to do (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan atau tidak 

dilakukan)". Pengertian atau defenisi tersebtit menekankan bahwa kebijakan 

publik yakni mengenai perwujudan tindakan dan bukan men1pakan pemyataan 

keinginan pemerintah atau pejabat publik semata, sehingga disamping itu pilihan 

pemerintah untuk tidak 1nelakukan sesuatu juga men1pakan kebijakan publik 

karena mempunyai pengaruh/dampak yang sama dengan pilihan pemerintah 

meJakukan sesuatu. Sedangkan menurut George Edwards III (sebagaimana 

dikutip dalam Winarno 2013:177) menyatakan bahwa," Implementasi kebijakan 

adalah satu tahap kebijakan publik, antara pe1nbentukan kebijakan dan 

konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya". 

IO 
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Menurut Nugroho (sebagaimana dikutip dalam Hiplunudin 2017:25) 

menjelaskan bahwa :" ada dua kharakteristik dari kebijakan publik yaitu : (a). 

kebijakan publik men1pakan sesuatu yang 1nudah untuk dipahami, karena 

maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasionaL (b ). 

Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas 

yakni sejauhmana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh". Dari pendapat 

tersebut kharakteristik kebijakan publik pada dasamya tidak terlalu nunit karena 

terdapat indikator-indikator yang terukur sebagai pedoman dalam pengambilan 

kebijakan oleh pemerintah. 

Sedangkan menun1t Agustino (sebagaimana dikutip dalam Hiplunudin 

2017:25) 1nenyatakan bahwa ada beberapa kharakteristik utama dalam suatu 

defenisi kebijakan publik yaitu : " 

a. Pad.a urnumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan 
yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang 
berubah atau acak. 

b. Kebijakan publik pada dasamya mengandung bagian atau pola kegiatan 
yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang 
terpisah-pisah, misalnya s11atu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan 
untu.k mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya 
yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaanya. 

c. Kebijakan publik merupakan apa yang seswigguhnya yang dikerjakan 
oleh pemerintah dalam 1nengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau 
menawarkan perumahan rakyat, bukan maksud apa yang dikerjakan. 
Jika legislatif mengeluarkan suatu regulasi yang mengharuskan para 
pengusaha membayar tidak kurang upah minimu1n yang telah 
dikerjakan, tapi tidak ada yang dikerjakan untuk melaksanakan hukum 
tersebut, maka akibatnya tidak terjadi perubahan pada perilaku ekonomi, 
sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam conioh ini 
sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak ada diatur 
perundang-tmdangan. Ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan 
apa yang kemudian akan atau terjadi setelah kebijakan itu di 
llnplementasikan. 

d. Kebijakan publik dapat berbenhlk positifmaupun negatif Secara positif, 
kebijakan melibatkan beberapa tindakan pe1nerintah yang jelas dalarn 
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1nenangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat 
melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan 
suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks 
tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. 

e. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan 
merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Berdasarkan pendapat 
berbagai ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh 
pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan 
masalah-masaJah publik atau de1ni kepentingan publik. Kebijakan untuk 
melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau 
peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah 
sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa ". 

Menurut Wahab (sebagaimana dikutip dalam Hiplunudin 2017: 26), 

menyatakan bahwa ada beberapa pedoman untuk memahami kebijakan publik 

sebagai berikut : 

"(a). Kebijakan harus dibedakan dari keputusan; (b). Kebijakan sebenarnya 
tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi; (c). Kebijakan 
mencakup perilaku dan harapan-harapan; (d). Kebijakan mencakup 
ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan; (e). Kebijakan biasanya 
mempunyai basil akhir yang akan dicapai; (f). Setiap kebijakan memiliki 
tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit rnaupun implisit; (g). Kebijakan 
muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu; (h). Kebijakan 
meJiputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang 
bersifat intra organisasi; (i). Kebijakan publik inesk.i tidak eksklusif 
menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah, dan; (j). Kebijakan 
itu dirumuskan atau didefenisikan secara objektif'. 

Pengimplementasiannya, kebijakan publik pada hakikatnya diturunkan 

dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku dalam 

birokrasi pemerintahan yang ujungnya akan melahirkan suatu standar pelayanan 

publik bertujuan memberikan kepuasan kepada masyarakat karena 1nasyarakat 

merupakan objek dari pelayanan publik. 
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2. Tahapao Kebijakan Publik 

Salah satu tujuan studi kebijakan publik yaitu untuk 1nenganalisis 

bagaimana tahapan demi tahapan proses pembentukan kebijakan publik tersebut 

sehingga teIWUjudlah suatu kebijakan publik tertentu, misalnya meningkatkan 

indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik dengan cara melakukan 

pelayanan prima. Tahapan demi tahapan tersebut terangkwn sebagai suatu proses 

siklus pembuatan kebijakan publik. Setiap tahapan dalam proses pembentukan 

kebijakan publik mengandung berbagai langkah dan rnetode, meiniliki berbagai 

manfaat serta konsekuensi sendiri-sendiri dari proses kebijakan, khususnya bagi 

para aktor pembuat kebijakan publik. Tahapan-tahapan kebijakan publik inenun1t 

Dunn (sebagaimana dikutip dalam Hiplunudin 2017: 52) sebagai berikut: 

"(l ). Penyusunan Agenda ( Agenda Setting) adalah sebuah fase dan proses 
yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Pembuat kebijakan 
menyusun agenda dengan memilah masalah-masalah apa saja yang akan 
dijadikan prioritas untuk dibal1as, (2). Fonnulasi Kebijakan (Policy 
Formulating), masalah-masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan 
kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut 
didefenisikan untuk selanjutnya dicari formttla pemecahan masalah yang 
terbaik dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. (3). 
Adopsi/Legitimasi Kebijakan (Policy Adoption), tujuan legitimasi adalab 
untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan 
legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga 
negara akan mengikuti arahan pemerintahan. (4). Implementasi Kebijakan 
(policy Implementation), pad a tahapan ini hasil atau altematif pemecahan 
masalah yang telah disepakati tersebut dilaksanakan. Kebijakan yang telah 
melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam 
implementasi, dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalatn 
implementasi kebijakan, perlu dilak:ukan langkah-langkah untuk mengatasi 
kendala-kendala yang menjadi pengbambat sedini mungkin. (5). 
Penilaian/Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation). Secara umum evaluasi 
dapat dikatakan sebagai kegiatan yang 1nenyangkut estimasi atau penilaian 
kebijakan yang rnencakup substansi, implementasi dan dampak. Dala1n hal 
ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional, artinya evaluasi 
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kebijakan tidak hanya dilakukan pada akhir saja, melainkan dilakukan 
dalarn proses kebijakan". 

Dari penjelasan tahapan-tahapan kebijakan publik yang dismnpaikan oleh 

Dlllln diatas dapat disi1npulkan bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya 

dimulai dari adanya masalah-masalah yang terjadi. Masalah-masalah yang telah 

dipilih dan dianalisis menjadi prioritas bagi pengambil kebijakan untuk dibahas 

dan mencari formula pemecaban masalah yang terbaik dari pilihan atau altematif 

kebijakan yang ada. Kebijakan sebagai sebuah produk l1ukum maka kebijakan 

tersebut harus memiliki legitimasi yang bertujuan agar memberikan otorisasi bagi 

pemerintah sehingga kebijakan yang telah ditetapkan memiliki payung hukum 

yang jelas. Kebijakan telah disusun dan ditetapkan ke1nudian diimplementasikan 

kepada masyarakat, tentwiya dalam proses implementasi kebijakan terdapat 

hambatan-hambatan yang terjadi, pembuat kebijakan perlu mengambil langkah-

langkah antisipasi sedini mungkin terhadap hambatan-hambatan yang dapat atau 

tidak dapat diperkirakan sebelu1nnya. Evaluasi terhadap proses implcmentasi 

kebijakan harus dilakukan secara kontinyue sehingga hambatan-hambatan yang 

terjadi dapat terdeteksi dan dapat segera ditangani sehingga kebijakan yang telah 

dijalankan dapat memberikan yang terbaik dan berhasil guna. 

3. Imp1ementasi Kebijakan Publik 

Mengenai pengimplementasian kebijakan publik, menurut Meter dan Horn 

(sebagaimana dikutip dalam Winamo 2013: 149) menyatakan bahwa yang 

menjadi persoalannya adalah bagaimana hubungan antara imple1nentasi kebijakan 

dengan tujuan kebijakan dengan menyatakan bahwa, " i1nplen1entasi kebijakan 
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sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok­

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan dalain keputusan-keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya". 

Dari pendapat diatas huboogan antara impletnentasi kcbijakan dengan 

tujuan kebijakan sangat menentukan arah dari tujuan organisasi. Hasil keputusan 

yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam 1nelakukan tindakan-tindakan 

dengan tidak mengabaikan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi dan tujuan 

kebijakan harus selaras dan sejalan dengan begitu tujuan organisasi dapat dicapai. 

Selanjutnya tv1erilee S. Grindle (sebagaimana dikutip dalarn Hiflunudin 

2017: 37) menyatakan bahwa, "implementasi kebijakan bukanlah sckedar 

bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam 

prosedur rutin Jewat birokrasi lebih dari itu menyangkut masalah politik, 

keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan". 

Implementasi kebijakan yang kemukakan oleh Merilee S. Grindle tersebut 

merupakan baglan dari proses politik, dimana dalam tahapan penetapan keputusan 

melalui proses negosiasi atau tawar menawar, artinya setiap basil keputusan dapat 

mengakomodir kepentingan semua pihak yang terlibat karena berkaitan dengan 

jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada perilaku 

semua. Kebijakan publik tersebut tidak hanya didasarkan pada prinsip·prinsip 

ekonomi, efisiensi dan administratif tetapi juga terdapat unsur konsekuensi etika 

dru.1 moral menjadi taruhan dalam merefleksikan perilaku aparatur dalarn 

hubungannya dengan kepentingan masyarakat. 



16 

Dalam mengimplementasikan kebijakan tidak serta merta berhasil 

dilaksanakan bahkan sering terjadi kegagalan. Biasanya kegagalan implementasi 

kebijakan ini disebabkan oleh faktor pelaksanaan yang jelek (bad execution) atau 

kebijakannya sendiri yang memang jelek (had poliCJ'). Menurut Wahab 

(sebagaimana dikutip dalam Hiplunudin 2017:38) menjabarkan bahwa kegagalan 

suatu implementasi kebijakan karena : 

a. Teori yang menjadi dasar kebijakan tidak tepat. Dalam hal demikian, 
maka harus dilakukan reformulation terhadap kebijaksanaan pemerintah 
itu. 

b. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif. 
c. Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 
d. Isi dari kebijaksanaan itu bersifat samar-samar. 
e. Ketidakpastian faktor intern dan/atau faktor ekstem. 
f. Kebijaksanaan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang. 
g. Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis. 
h. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pe1nbantu (waktu, 

uang dan Sltmber daya manusia)." 

Untuk meminimalisasi kegagalan-kegagalan tersebut 1naka dalam setiap 

mengimplementasikan k.ebijak.an harus betul-betul direncanakan secara matang 

dengan mempertimbangkan faktor-faktor penunjang kebijakan itu sendiri. 

Pergunakan teori yang sesuai dan tinier dengan basil dari kebijakan yang akan 

diimplementasikan. memahami sarana yang dipilih untuk kernanfaatannya. isi dari 

kebijakan tegas dan jelas dan dalam pelaksanaanya harus melihat faktor intern dan 

ekstern serta kebijakan itu sendiri han1s difasilitasi dengan ketersediaan materi 

dan sumber daya manusia yang memadai. 

Dapat disimpulkan bahwa implernentasi kebijak:an adalah dinamika kegiatan 

yang merupak:an pelak:sanaan dari keputusan politik da1am bentuk produk hukum 
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dan atau progra1n-program dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat, 

dengan kapasitas pemerintah sebagai pemberi kebijakan dan masyarakat sebagai 

penerima kebijakan yang bertujuan untuk tercapainya kepentingan bersama. 

Teori Implementasi setiap kebijakan adalah sebuah proses dinamis, yang 

meliputi interaksi berbagai variabel. Satu bah memliki dua tujuan : untuk melihat 

bagaimana faktor yang se<lang dibicarakan ini rnempengaruhi implementasi dan 

menjelaskan mengapa faktor ini muncul sebagai suatu rintangan terhadap 

irnplementasi kebijakan atau mendukungnya. 

4. Model lmplementasi Kebijakao 

Implementasi kebijakan mernilik.i beberapa model yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli. Perkembangan model implementasi kebijakan mengalami 

perubahan artinya irnplementasi kebijakan bersifat statis tidak bersifat baku. 

Berikut ini beberapa model implementasi yang berkembang antara lain : 

a. Model Donald Van Meterdan Carl Van Horn. 

Model ini diperkenalkan oleh Van Meter dan Van Horn pada Tahun 1975. 

Inti dari pemikiran model ini adalah terdapat dua hal yang perlu diperhatikan 

didalam mengembangkan tipologi kebijakan publik yaitu : pertama, implementasi 

yang efektif akan tergantung kepada ripe kebijakan yang dipertimbangkan. Kedua, 

terdapat faktor-faktor tertentu yang 1nendorong realisasi dan non realisasi tujuan­

tujuan program akan berbeda dari tipe kebijakan yang satu dengan kebijakan yang 

lain. 
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Model ini menawarkan enam variabel yang membentuk ikatan (linkage) 

antara kebijakan (policy) dan pencapaian (peiformance). Selain menentukan 

hubllllgan antara variabel-variabel bebas dan terikat terhadap kepentingan-

kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan antara variabel-variabel bebas. 

Keenam varabel tersebut yaitu : ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber 

kebijakan, karakteristik dan agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap 

para pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. 

Gambar2.l 
Model lmplementasi Van Meterdan Van Hon1 

KomWlikasi antara 
organisasi dan kegiatan 

Ukurandan 
Tujuan 

I 
Kharakteristik Sikap para 

Prestasi 

organisasi -I 
pelaksana 

,__, kerja 

Sumber-sumber i 
kebijaksanaan 

Lingkungan Ekonomi 
Sosial dan Politik 

Sumber: (Wmamo:2002) 

b. Model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun 

Model ini diperkenalkan oleh Hoogwood dan Gun pada tahWl 1978 dan 

diberi label "HG". Dalam model ini dikemukakan beberapa persayaratan dalam 

imple1nentasi kebijakan yaitu : tersedianya smnber daya yang me1nadai, adanya 

jaminan kondisi ekstema1 yang dihadapi sehingga da1am pelaksanaannya tidak 

terjadi pennasalahan, kebijakan yang akan diirnplementasikan dapat 

rnenyelesaikan 1nasalah yang dihadapi, suatu kebijakan yang 1ne1npunya1 
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hubungan kasualitas yang kompeks akan menurunkan efektivitas implementasi 

kebijakan, tingkat hubungan saling ketergantungan yang kecil, adanya 

pemaharnan yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, tugas dan prioritas 

yang jelas dan ditempatkan dalam porsi yang benar menjadi kunci efektivitas 

implementasi kebijakan, komunikasi dan koordinasi yang baik dan bersinergi, 

hams ada otoritas dari pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan. 

c. Model Mazmanian dan A. Sabatier 

Mazmanian dan A. Sabatier me1nperkenalkan model implementasi 

kebijakan pada tahun 1983. Pemikiran yang disampaikan dalam model ini 

terdapat tiga kategori variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan 

fonnal pada keseluruhan proses implementasi yakni ; (1). Variabel independen, 

mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan dengan mengglUlakan 

indikator kesukaran tehnis, keragaman perilaku target group, prosentase target 

group di banding jumlah penduduk, ruang lingkup perilaku yang diinginkan. (2 ). 

Variabel intervening yaitu, kemampuan keputtisan kebijakan untuk menstruktur 

secara tepat proses implementasi, kejelasan dan konsistensi tujtian, ketepatan 

alokasi somber dana, digunal>.an teori kausal yang memadai, keterpaduan hirarki 

dalam lembaga pelaksana, kemampuan dan komitmen pejabat pelaksana dan 

dukungan publik (3). Variabel dependen, pemahaman dari lembaga atau badan 

pelaksana dalam penyusunan kebijakan, kepatuhan objek, basil nyata, penerimaan 

atas basil nyata tersebut yang pada akhirnya mengarah kepada revisi atas 

kebijakanjika masih terjadi kelemahan dan kemudian dilaksanakan. 
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Gambar 2.2 
Model Implementasi Mazinanian dan A Sabatier 
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antara lembaga pelaksana Komitmen dan kemampuan 
Aturan-aturan keputusan dari badan Kepemimpinan pejabat-pejabat 
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Output Keputusan Dampak nyata Dampak output 
kebijakan dari kelompok output sasaran KebiJakan 
Perbaikan _, badan-badan -+ terhadap ---+ ---+ &lam 
Pelaksana mendasar sebagaimana Undang 
Undang output 
Dipersepsi kebijakan 

Sumber : (Sub=ono:2005) 

d. Model Merilee s. Grindle 

Model yang diperkenalkan oleh Merilee S. Grindle. I1npe1ernentasi 

kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of policy) yang dan lingkt1ngan 

imple1nentasi (contexs of implementation). Isi kebijakan meliputi : (1). Sejauh 

mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups tennuat dalam isi 

kebijakan. (2). Jenis manfaat yang diterima oleh target groups. (3). Sejauh mana 

perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. (4). Apakah letak sebuah 

program sudah tepat. (5). Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan 
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implementatomya dengan rinci. (6). Apakah sebuah program didukung oleh 

swnber daya yang memadai. Sementara variabel lingkungan itnplementasi 

mencakup : (1 ). Seberapa besar kekuasaan, kcpcntingan dan strategi aktor yang 

terlibat dalam implementasi kebijakan. (2). Kharakteristik institusi dan penguasa. 

(3). Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 

Gambar2.3 
Model Implementasi Merilee S. Grindle 
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e. Model George Edward Ill 

Model ini diperkenalkan oleh George Edward III pada Tahun 1980. Edward 

III 1nengemukakan terdapat dua pertanyaan pokok dalarn iinplementasi kebijakan 

yaitu : pertama, hal-hal apa saja yang merupakan prasayarat bagi sebuah 

implementasi dikatakan berhasil; kedua, apa saja yang merupakan penghambat 

utama terhadap berhasilnya suatu implementasi. Berdasarkan dua pertanyaan 

tersebut maka dirwnuskan terdapat empat variabel atau faktor-faktor yang 

merupakan syarat-syarat yang dianggap penting untuk berhasilnya suatu proses 

implementasi. Keempat faktor itu ialah ko1nunikasi, sumberdaya, disposisi dan 

struktur organisasi. Menurut Edward III keempat faktot tersebut sangat 

berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yang bekerja secara stimulan dan 

sating beriterkasi antara satu dengan yang lain untuk membantu dan menghambat 

implementasi kebijakan. 

Gambar2.4 
Model Jmplementasi George Edward III 
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Sumber: (Winarno:2015) 
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Dari beberapa model itnplementasi yang telah disebutkan, dalam penelitian 

ini penulis menggi_makan 1nodel implementasi yang dike1nukakan oleh George 

Edward III. Dasar pemikiran penulis menggunakan pendekatan model 

disampaikan oleh Edward III karena keberhasilan suatu impelementasi kebijakan 

yang berkaitan dengan pelayanan publik sangat ditentukan oleh keempat faktor 

yang telah disebutkan oleh Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi 

dan struktur organisasi. 

5. Pengertian Pelayanan Publik. 

Dizarnan yang sen1akin berkembang dan maju seperti saat ini, salah satu hal 

yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia adalah pelayanan. Jika kita 

berhadapan dengan kasir pada sebuah bank, resepsionis sebuah hotel, penjual 

dalam suatu toko, maka yang terbersit dalam benak kita adalah pelayanan. Begitu 

juga jika berhubungan dengan birokrasi pemerintah, 1naka hal yang paling 

mendasar dan terpatri dalam benak kita ada1ah timbulnya suatu pertanyaan; 

bagaimana pelayanan yang diberikan oleh birokrat itu?. oleh karenanya 

pelayanan begitu penting dan sering kita rasakan dalru.n kehidupan kita sehari­

hari. 

Pelayanan publik menurut Rana (2009:21) mengemukakan bahwa, 

" Pela)'anan publik merupakan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat, bukan 

apa yang diinginkan pemerintah". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

sesungguhnya fungsi utama pemerintah adalah menye1enggarakan dan 

mendistribusikan pelayanan publik. Baik bun1knya pelayanan akan menjadi 
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tanggung jawab pemeri11ta11 selaku pelaksana pelayanan yang dilaksanakan oleh 

aparatur yang terlibat dalatn menjalanan fungsi pelayanan publik. 

Hal senada juga disampaikan oleh Dwiyanto (2011: 14) yang mengatakan 

bahwa, "pelayanan publik adaJah pelayanan yang diselenggarakan oleh 

pemerintab". Ratminto & Atik (2012: 5), mengatakan bahwa, "pelayanan publik 

adalah sega1a bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk harang publik maupun 

jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh 

instansi pemerintahan di pusat, di daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD, 

dalam rangk:a upaya pemenuhan kebutuhan 1nasyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan". 

Selanjutnya daJam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pedoman U1nu1n Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik adalah "segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya petnenuhan kebutuhan penerima pelayanan 

maupllll pelaksanaan ketentuan perundang-undang" . 

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disirnpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan peJayanan publik adalah pelayanan prima kepada masyarakat 

yang diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pemerintah serta dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang-lllldangan yang bertujuan unruk me1nberikan 

kepuasan kepada masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good 

Governance) 
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6. Konscp Pelayanan Publik. 

Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah hendaknya selalu 

berorientasi kepada masyarakat, dengan rnenerapkan konsep pelayanan yang 

berwawasan masyarakat (C'ommunity-based Service). Sianipar (2006:14) 

mengatakan yang dimaksud dengan konsep pelayanan yang berwawasan 

masyarakat adalah, " suatu pemikiran, perencanaan dan pelaksanaaan tugas dan 

fungsi pemerintah yang berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan, keperluan 

dan kepentingan masyarakat sebagai penerima pelayanan". 

Konsep ini diterapkan karena adanya kecenderungan bahwa pelayanan 

publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah yang seyogyanya adalah 

pelayan masyarakat tetapi dalam kenyataannya masih terjadi penyelewengan 

terhadap tugasnya selaku pelayan masyarakat Bahkan, aparatur pemerintah sering 

bertindak sebagai orang yang dilayani bukan yang melayani. Mengutarnakan 

kepentingan pribadi atau golongan tertentu, ketidakadilan dalam pelayanan. Maka 

dari itu seiring dengan beipindahnya pola manajemen pemerintahan hendaknya 

dijadikan sebagai landasan bagi pemerintah unhtk mewujudkan pelayanan publik 

yang baik didalam pengelolaan birokrasi yang efisien dan efektif. 

Pelayanan yang menjadi dambaan masyarakat menurut Moenir 

( sebagaimana dikutip dalam Hiplunudin 2017: 107) adalah pelayanan seperti : 

"(a). Kemudahan dalam pengurusan kepentingan, (b). Mendapatkan pelayanan 

yang wajar, (c). Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih, (d). 

Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terns terang". Keempat unsur tersebut 
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merupakan indikator pelayanan publik yang baik yang pada akhimya berdampak 

kepada kepuasan yang dirasakan masyarakat. 

Mcnurut Sinambela dkk (2011 :6) 1nenyatakan bahwa, " secara teoritis 

tujuan pelayanan pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat". untuk n1encapai 

kepuasan tersebut dituntut kualitas pelayanan prima yang tercennin dari : 

a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat 
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 
memadai serta mudah dimengerti; 

b. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan berpegang pada 
prinsip efisiensi dan efektivitas; 

d. Partisipasif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta 
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 
memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat; 

e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakuk.an diksriminasi 
dilihat dari aspek apapt1n khususnya suku, ras, aga1na, golongan, status 
social dan lain-lain; 

f. Keseitnbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 
mernpertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 
pelayanan publik. 

Faktor-faktor yang rnenentukan kualitas pelayanan publik ini akan dapat 

terwujud jika ditangani oleh sumber daya manusia yang merniliki keterampilan 

dan bekerja secara profesional, difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang 

me1nadai serta memiliki standar pelayanan yang dapat menjadi tolak ukur dalam 

memuaskan masyarakat sebagaj penerima pelayanan. Pelayanan pri1na yang 

notabene diterapkan oleh bisnis antara manaje1nen pelayanan swasta terutama di 

dwlla perbankan sekiranya dapat diadopsi oleh birokrasi pemerintahan dalrun 

mewujudkan pelayanan publik yang pri111a. 
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7. Jenis-Jenis Pelayanan Publik 

Peningkatan kualitas pelayanan publik mengandung 1nakna adanya 

perubahan rnutu, kondisi dari keadaan sekarang ke mutu yang lebih baik. Jadi bisa 

dikatakan bahwa kualitas dalam pelayanan bersifut dinamis menyesuaikan dengan 

perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor 36 Tahun 2004 tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, mengelompokkan tiga jenis 

pelayanan dari instansi pemerintahan BUMN/BUMD. Pengelompokkan jenis 

pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri sifat kegiatan serta produk pelayanan 

yang dihasilkan. 

a. Pelayanan Administrasi 

Menurut Kepmenpan Nomor 36 Tahun 2004, pelayanan administrasi adalah 

jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, 

pengambilan keputusan, dokumentasi dan kcgiatan tata usaha lainnya yang secara 

keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat 

tanah, Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, Ijazah, Surat Rekomendasi dan 

lain sebagainya. 

b. Pelayanan Barang 

Pelayanan Barang menurut Kepmenpan Nomor 36 Tahun 2004, Pelayanan 

Barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pe11yediaan 

dan atau pengolahan barang berwujud fisik tennasuk distribusi dan disampaikan 

kepada konsumen Jangsung (dala1n hal 1ni secara individu atau unit/organisasi) 
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dalam suatu sistem. Kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berbentuk fisik 

yang dirnanfaatkan Wituk 1nenunjang kebutuhan hidup manusia, misalnya 

pelayanan air bersih, pelayananjaringan listrik, pelayananjaringan komunikasi. 

c. Pelayanan Jasa 

Sedangkan menurut Kepmenpan No1nor 63 tahun 2004, pelayanan Jasa 

adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan 

prasarana serta penunjannya. Prociuk akhir dari pelayanan ini berupa jasa yang 

memberikan kemanfaatan bagi pemakainya secara langsung dan memiliki masa 

pakai akan ha.bis dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan pemadam 

kebakaran, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, 

pelayanan biro jasa dan sebagainya. 

Kesimpulannya terdapat tiga jenis pelayanan publik yang diberikan dan 

disediak:an oleh pemerintah kepada masyarakat, yaitu pelayanan administratif 

pelayanan berupa pelayanan yang diberikan berupa catatan, pelayanan barang 

yaitu pelayanan berupa fisik penunjang kebutuhan hidup masyarakat, pelayanan 

jasa yaitu pelayanan berupa fisik memiliki masa habis pakai. 

8. Pengertian Organisasi 

Organisasi suatu susunan kata yang lazim didengarkan bahkan diucapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum organisasi merupakan sekelompok 

orang yang terhimpun dalam suatu wadah bekerja sama untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan bersama. Berbicara organisasi maka yang terpenting 

didalamnya adalah 1nanusia yang menjalankan dan 1nenggerakan organ1sas1 
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tersebut untuk mencapat tujuan yang diharapkan. Hal senada disampaikan oleh 

Max Weber (sebagaimana dikutip dalam Suradinata 2015:9) mengemukakan 

bawah, "pentingnya administrasi, yang didala1nnya tcrdapat manusia pemikir dan 

birokrat aparatur yang 1nenjalankan proses aktifitas organisasi". 

Memmlt Scihein (sebagaimana dikutip dalam Effendy 2010:102) 

menyatak:an bahwa, "organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan 

sejumlah orang untuk mencapai tujuan urnum melalui pembagian pekerjaan dan 

fungsi lewat hirark:i otoritas dan tanggung jawab" . Menurutnya organisasi 

memiliki kharakteristik adanya struktur dan tujuan yangjelas, saling berhubungan 

antara satu bagian dengan bagian lainnya untt1k mengkoordinasikan aktivitas di 

dalanmya. 

Pandangan klasik tentang organisasi dinyatakan oleh Max Weber yang 

mendemonstrasikan pendapatnya dalam membedakan suatu kelompok kerja 

dengan organisasi kemasyarakatan. Kelompok kerja sama adalah suatu tata 

hubungan sosial yang dihubungkan dan dibatasi oleh aturan-aturan yang 

memungkinkan seseorang wituk inelakukan kerja sebagai suatu fungsi. 

Aspek dari pengertian yang dikemukakan Max Weber (sebagaimana dikutip 

dalam Thoha 2008: 166) bahwa:" suatu organisasi atau kelompok kerja sama ini 

mempunyai unusr-unsur properties sebagai berikut : 

a. Organisasi men1pakan tata hubungan sosial. Dalam hal ini scseorang individu 
melakukan proses U1teraksi sesamanya di dalam organisasi tersebut. 

b. Organisasi mempwiyai batasan-batasan tertentu (bounderies), dengan 
demikian, seseorang individu yang melakukan hubungan interaksi dengan 
lainnya tidak: didasarkan atas kemauan sendiri. Akan tetapi mereka dibatasi 
oleh peraturan-peraturan tertentu. 

c. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan 
suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan kemasyarakatru1. Tata aturan ini 
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menyusun proses interaksi diantara orang-orang yang bekerja sama di 
dalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begiru saja. 

d. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang 
didalatnnya berisi kewenangan, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk 
menjalankan sesuatu fungsi tertentu. lstilah lain dari unsur ini ialah terdapatnya 
hierarki (hierarchy). Konsekuensi dari adanya hierarki ini ialah bahwa didalam 
organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan atau staf'. 

Menurut Weber (sebagaimana dikutip dalam Aliff 2010:16) babwa, 

" suatu organisasi birokrasi yang ideal ak:an memilki ciri-ciri khusus yakni : 

a. Pe1nbagian kerja yangjelas berdasarkan prosedur yang ada 
b. Hierarki kewenangan yangjelas 
c. Ketentuan dan prosedur formal tanpa perlakuan pilih kasih 
d. Jenjang karir atas prestasi yang dicapai 
e. Mengedepankan fungsi-fungsi manajemen dan profesional ". 

Organisasi yang ideal seperti yang disampaikan Max Weber jika dikaitkan 

dengan pelayanan publik yang baik merupakan suatu keharusan, mengingat peran 

organisasi dalam pelayanan publik sangat berpengaruh clan menjadi salah satu 

faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. 

Menurut pendapat Kabo (2002:209-227), mengemukakan babwa, " pokok 

asas-asas organisasi dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Rum us an tujuan yang jelas; 
b. Pembagian pekerjaan; 
c. Pelimpahan/pendelegasian wewenang; 
d. Rentang Kontrol; 
e. Kesatuan komando ". 

Suatu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pendekatan organisasi 

modern yaitu bahwa setiap organisasi hams me1niliki visi dan misi yang jelas, 

dala1n artian organisasi memiliki konsep dan pandangan kedepan tentang apa 

yang akan diraih dan bagaimana cara untuk. meraih tujuan yang ingin dicapai. 
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Menurut pandangan Collins ( sebagaimana dikutip dalam Afiff, 20JO:131) 

menyatakan bahwa, " bahwa suatu visi yang menorehkan inspirasi, juga 

memotivasi, seharusnya merupakan dasar bagi setiap organisasi. Visi yang 

mencakup semua gagasan itu kemudian mc1nberikan suatu terobosan ke dalam 

upaya perumusan suatu peryataan misi yang membumi, juga menegaskan arah 

yang dituju" 

4. Pengertian Sumber Daya Manusia 

Sumber daya maJ.1usia merupakan salah satu faktor yang vital dalam suatu 

organisasi clan menjadi kunci yang menentukan perjalanan dan perkembangan 

suatu organisasi. Manusia sebagai sumber daya suatu organisasi menjadi motor 

penggerak untuk mencapal tujuan organisasi melalui perannya sebagai pemikir, 

perencana dan yang menjalankan kegiatan organisasi. Tanpa sumber daya 

manusia mustahil tujuan suatu organisasi dapat dicapai. 

Menurut Sumarsono (2009 : 2) tentang pengertian sumber daya manusia 

menyatakan, "usaha kerja atau jasa kemampuan yang dimiliki oleh seseorang 

untuk berfikir rasional dan ke1nampuan itu dapat menampakan dirinya dalam 

bentuk positif, kemampuan berfikir rasional memungkinkan seseorang mampu 

mendahulukan kewajiban ketimbang haknya. Manusia memiliki kemampuan 

berpikir dan cara untuk mengelola suatu organisasi". 

Sedangkan menurut Hasibtian (2011 : 244) sumber daya manusia adalah, 

" tnerupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang ditniliki 

individu". Keterpaduan antara daya pikir dan daya fisik manusia menjadi 1nodal 
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dasar yang hams dimiliki suatu organisasi. Menurut Veithzal Rivai (2010:6) 

sumber daya manusia adalah, " seorang yang siap, mau dan mampu memberi 

sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi". 

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan secara sederhana bahwa 

yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah kemru.npuan dan keterpaduan 

daya pikir dan daya fisik seseorang atau individu untuk menggerakan suatu 

organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam organisasi birokrasi, peranan manusia sebagai penggerak roda 

pemerintahan menjadi indikator keberhasilan suatu kebijakan. Setiap kebijakan 

yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan, dalam tahapan proses 

penyusunan kebijakan dimulai dari pemanfaatan sumber daya 1nanusia. Organ.isasi 

usaha yang besar, memiliki modal yang besar, teknologi yang pergunakan 

canggih, sumber daya alam yang berlimpah tidak mlUlgki11 dapat dieksploitasi 

tanpa somber daya yang memadai. 

Keterlibatan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi harus 

dibarengi dengan kapasitas somber daya manusia itu sendiri. Menurut lndriasari 

dan Nahartyo (sebagaimana dikutip dalam Fauzan 2013:5) kapasitas sumber daya 

manusia adalah, " kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi 

(kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksakan fungsi-fungsi atau 

kewenangan-kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan 

efisien". Terdapat dua hal penting dalam penilaian kapasitas sumber daya 

manusia yaitu tingkatan tanggungjawab dan kompetensi yang dimiliki. Tingkatan 

tanggung jawab dapat dilihat dari deskripsi jabatan yang merupakan dasar untuk 
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melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat 

dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki. 

Setelah kapasitas sumber daya manusia teq>enuhi maka kua1itas sumber 

daya manusia akan terwujud. Untuk mencapai tingkat kualitas yang tinggi, 

sumber daya manusia dituntut memiliki pengetahuan profesional yang relevan 

dengan bidang masing~masing, baik pengetahuan teknis oprasional maupun 

manajerial. Dalam organisasi birokrasi pemerintah, khususnya pegawai 

pemerintah daerah yang rnenyelenggarakan roda pemerintahan daerah juga 

ditWitut peka terhadap peristiwa yang terjadi. Pada era reformasi dan dalam situasi 

dan kondisi global saat ini, perubahan demi perubahan sangat cepat terjadinya. 

Perubahan yang terjadi akan semestinya segera direspon oleh pegawai yang cepat 

tanggap serta peka terhadap peristiwa tersebut. Pegawai yang memiliki 

kematnpuan sosial artinya adalah bagaimana mereka berkomunikasi, bemegosiasi, 

memecahkan konflik, dengan menggunakan kewenangan dan kekuasaan. 

Sedangkan pegawai yang memiliki daya tahan emosi dapat mengendalikan diri 

dengan pemahaman yang luas dalam situasi yang menekan dan menimbulkan 

ketegangan emosi. 

B. Penelitian Terdahulu. 

Penulis telah memilih dan menuliskan beberapa penelitian-penelitian 

terdahulu yang menjadi referensi dalam pengembangan penyusunan penelitian ini, 

terutama penelitian-penelitian yang linier dan memiliki kesamaan antara 
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penehtian saat ini dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebeltunnya. 

Penelitian-penelitin sebelumnya dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini: 

No. 

l 

Tabel 2.1 
Penelitian Sebelurnnya yang Relevansi dengan Penelitian Saat lni 

Peneliti Judul Tesisl 
Jumal 

Berkat Trima Tesis" Analisis 
Hulu (2017) Kebijakan 

Pelayanan 
Administrasi 
Terpadu 
Kecamatan di 
Kabupaten 
Nias" 

Metode 
Penelitian 

Penelitian 
Deskriptif 
Kualitatif 

Hasil Penelitian 

Penerapan kebijakan 
Pelayanan Administrasi 
Terpadu Kecamatan di 
Kabupaten Nias belwn 
dapat dilaksanakan. Hal 
IIll disebabkan karena 
tidak terpenuhinya tiga 
persyaratan utama dalam 
penyelenggaraan 
PATEN, antara lain 
Syarat Substantif, syarat 
Administratif, dan syarat 
teknis. Sela in itu, 
Mengacu pada pendapat 
George Edward III 
tentang faktor - faktor 
yang mempengaruhi 
implementasi 
kebijakan,faktor 
komunikasi be I urn 
maksimalnya, sumber 
daya tidak mencukupi, 
disposisi, cenderung 
kurang 1nemiliki 
komitmen yang baik 
dalam menerapkan 
Peraturan Menteri 
Dalarn Negeri Nomor 4 
Tahun2010 Tentang 
PATEN. 
Struktur Birokrasi, 
Pernerintah Daerah 
Kabupaten Nias belwn 

·---·-- ~---- -·------------ ~ --.-- _______ _Jl_.:,.:.,,;.,.~..,'•_v_k_•"----~e;:~~ 



·--

2. Ely Silvana 
Siregar 
(2017) 

3. Sofyan 
Arifian 
Hasibuan 
(2015) 

Tesis" 
hnplementasi 
Permendagri 
No.4 Tahun 
2010 Tentang 
Pelayanan 
Administrasi 
Terpadu 
Kecamatan 
(PATEN) di 
KotaPadang 
sidimpuan" 

Tesis "Analisis 
Persia pan 
Kebijakan 
"PATEN" 
(Pelayanan 
Administrasi 
Terpadu 
Kecamatan) di 
Kota Padang 
sidimpuan" 

Penelitian 
Deskriptif 
Kualitatif 

Penelitian 
Deskriptif 
Kual:itatif 

pelimpahan 
da1a1n 
Perizinan 
Kecamatan ini. 
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wewenang 
Pelayanan 

Terpadu 

Implementasi 
Permendagri Nomor 4 
Tal1un 2010 teutang 
Pedoman Pelayanan 
Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN) di 
Kota Padangsidimpuan 
sudah dilaksanakan 
deugan baik dan telah 
mengikuti prosedur 
penyelenggaraan PATEN 
sesuai Standar 
Pelayanan, Penetapan 
dan Pembentukan Tim 
T eknis PA TEN yang 
sudah sesuai dengan SK 
Walikota Padang­
sidimpuan, Pembiayaan 
dan penerimaan yang 
jelas, serta adanya 
Pembinaan dan 
Pengawasan. 

Dari penelitian tentang 
Analisis Persiapan 
Kebijakan "PATEN" 
(Pelayanan Administrasi 
Terpadu Kecamatan) di 
Kata Padangsidimpuan, 
maka diperoleh basil 
bahwa masih terdapat 
berbagai pennasalahan 
dalarn pelaksaoaan 
Pelayanan Adminitrasi 
TCil)adu Kecrunatan 
(PA TEN) di Ko ta 
Padangsidimpuan, yaitu 
koordinasi antara instansi 
terkait khususnya 
kecamatan dan Kantor 

----" -~elayanan Perijinan 
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4 RajaSaib Jurnal " Penelitian 
(2016) Pelaksanaan Deskriptif 

Administrasi Kualitatif 
Terpadu 
Kecainatan 
(PATEN) di 
Kecamatan Loa 
Janan 
Kabtipaten 
Kutai 
Kertanegara 

--- --- ---- __ _, ·---
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Terpadu (KPPT), belum 
terlaksana secara 
maksimal dan cenderung 
berjalan sendiri-sendiri, 
Kualitas dan kuantitas 
aparahrr kecamatan 
dalan1 penyelenggaraan 
PATEN masih belum 
memadai, komitmen 
untuk membenahi 
penyelenggaraan 
pelayanan publik yang 
dimiliki oleh Walikota 
Padangsidimpuan belum 
terinternalisasi secara 
komprehensif hingga 
kepada para staf 
frontliner) yang ada di 
kecamatan, karena masih 
ditetnukan 
penyimpangan­
penyimpangan dalam 
bentuk pungutan liar. 

Dari Hasil penelitian 
yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa 
pelaksanaan PATEN di 
Kecamatan Loa dari Segi 
Kepentingan um um, 
Kesamaan hak, 
ketepatan waktu, Segi 
kecepatan, kemudahan, 
dau keterjangkauan 
belum terlaksana dengan 
baik, sedangkan dari segi 
keprofesionalan, 
keterbukaan sudah 
terlaksana dengan baik. 
Faktor yang mendukung 
dalam pelaksana 
Pelayanan Administrasi 
Terpadu 
Kecamatan (PATEN) di 
Kecamatan Loa janan 
1<.aburaten Kutai 



37 

-----
Kartanegara 
Adalah adanya kesadaran 
para pegawa1 a tau 
keinginan dan 
kemampuan 
pegawai untuk 
memberikan pelayanan 
dengan sebaik mungkin 
kepada 
masyarakat, dengan 
memberdayakan fasilitas 
yang sudah tersedia di 
Kantor 
Kecamatan Loa Janan. 
Faktor yang menghambat 
dalatn Pelaksanaan 
PATEN di Kecamatan 
Loa Janan Kab. Kutai 
Kartanegara adalah 
peralatan untuk membuat 
Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) 
senng n1engalami 
kerusakan dikarenakan 
kondisi fisik dari 
peralatan yang sudah 
cukup larna/tua, 
pengharnbat lainnya 
adalah kurangnya 
s11mber daya manusia 
(SDM) yang 
professional, pegawa1 
yang masih bersikap 
diskriminatif dalarn 
memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. 

5 Leond lurnal Penelitian Berdasarkan has ii 
Irawansah "Implementasi Deskriptif penelitian dan 
Effendi Kebijakan Kualitatif pembahasan maka 
(2016) Pelayanan kesimpulan penelitian 

Administrasi dengan judul 
Terpadu Iinplementasi Kebijakan 

I 
Kecamatan Pelayanan Administrasi 
(PATEN) di l'erpadu Kecamatan 

L Kecamatan Palu (PA TEN) di Kecarnatan . . -~ 
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~~-----------~---~~~-~-~~ 

Barat Kota Palu Palu Barat Kota Palu 

I 
Sumber: d1kelola oleh Peneliti tahun 2018 

dapat disimpulkan bahwa 
: Dari hasil pembahasan 
dan uraian pada bab-bab 
sebelumnya, Adaptm 
kesimpulan dari hasiJ 
penelitian yang telah 
dilakukan adalah sebagai 
berikut Kantor 
Kecamatan Palu Barat 
Kota Palu telah 
melaksanakan pnns1p 
sistem pelayanan terpadu 
dengan baik Namun basil 
yang diharapkan masih 
kurang maksimal apabila 
dilihat dari JXltensi 
sumber daya yang ada. 
Kantor Kecarnatan Palu 
Barat Kata Palu telah 
melaksanakan tugasnya 
denga baik Namun 
apabila diiringi dengan 
fasilitas yang memadai 
dan dengan jumlah 
karyawan yang lebih 
banyak dan berkompeten, 
kualitas pelayanan publik 
diharapkan bisa jauh 
lebih baik. disposisi atau 
sikap dari irnplementator 
pada dasarnya telah 
diimplementasikan di 
Kantor Kecamatan Palu 
Barat Kata Palu, namun 
belum memperlihatkan 
sikap dan perilaku serta 
tanggtmg jawab sesuai 
tuntutan imple1nentasi 
kebijakan tersebut 

Berdasarkan tabel 2.1 diatas terdapat beberapa kesa1naan mendasar antar 

penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya, yaitu: dengan 
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menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian yang akan menentukan 

perbedaan karakter organisasi, 1nekanisme pelayanan serta penerima pelayanan 

dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Komponen 

Analisis Data (Interactive Model) menurut Miles dan Hubennan yang terdiri dari 

pengwnpulan data, penyajian data, reduksi data dan menarik kesimpulan. 

C. Kerangka Berpikir. 

Pelayanan publik pada saat ini menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki dan 

diinginkan oleh masyarakat. NamlUl pelayanan publik yang tawarkan oleh 

birokrasi petnerintah kepada masyarakat 1nasih jauh dari harapan masyarakat, 

akibatnya kepercayaan masyarakat pelayanan publik sangat rendah. Menga1nati 

banyaknya permasalahan pelayanan publik yang terjadi, maka upaya kebijakan 

publik yang diJakukan oleh pemerintah saat ini terfokus pada peningkatan kualitas 

pelayanan khususnya pada tingkatan daerah, atas dasar tersebut Pemerintah 

mengeluarkan regulasi kebijakan publik yaitu benipa Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN). Pelayanan Administrasi Tel]ladu Kecamatan (PATEN), 

menjadi inovasi baru yang dikernbangkan peinerintah untuk mempermudah 

pelayanan publik, karena hanya dilakukan disatu te1npat. Tujuan PA TEN ini 

sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat. 
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Kecamatan Bintang mulai mensosialisasikan penerapan Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecainatan (PATEN) sejak Tahun 2014 lalu. setahun 

kemudian tepatnya Tahun 2015 sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten 

Aceh Tengah terhadap pelayanan Adnrinistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 

telah menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tengah tentang Pelimpahan Sebagian 

Kewenangan Bupati Aceh T engah kepada para Camat dalam Kabupaten Aceh 

Tengah sebanyak 11 (sebelas) kewenangan dan pada Tahun 2017 Pemerintah 

Kabupaten menerbitkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Standar Pelayanan 

PATEN dalam Kabupaten Aceh Tengah. 

Dalrun mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati tentang Standar 

Pelayanan PATEN dan komitrnen pendelegasian kewenangan Bupati Aceh 

Tengah kepada para Camat Dalam Kabupatn Aceh Tengah dalam pelaksanaannya 

masih terdapat masalah, dari identifikasi masalah ditemukan bahwa : 

1). Komitmen pegawai dalam melaksanakan PATEN belum maksimal menurut 

azas-Azas PATEN dan kornponen standar pelayanan PATEN; 

2 ). Kurangnya infonnasi yang diterima masyarakat selaku penerima PA TEN; 

3). Kapasitas dan kuantitas pegawai dalam melaksanakan PATEN belum sesuai 

harapan; 

4 ). Kurang tanggapnya pegawai dalam penyelenggaraan PATEN; 

5). Sarana dan prasarana penunjang kegiatan PATEN tidak memadai. 

Indikator Pelayanan Adininistrasi T erpadu Kecamatan (PA TEN) dapat 

dikatakan baik jika telah memenuhi azas-azas PA'fEN yaitu : kepentingan, 

kepastian hukum, kesamaan hak, hak dan kewajiban, keprofesionalan, 
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partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, 

fasilitas dan perlakuan hukum, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan 

keterjangkauan. dan komponen standar pelayanan PA 1'EN yaitu jenis pelayanan, 

persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya dan produk layanan. 

Untuk mengetahui secara singkat kerangka berpikir dapat dilihat pada 

gambar 2.1 dibawah ini : 

Gambar 2.5. 
Kerangka Berpikir 

IMPLEMENT ASI KEBIJAKAN PELA YANAN ADMINISTRASI TERP ADU 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
IO. 
11. 
12. 

KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN BINTANG 

Azas~Azas 

PATEN 

Kepentingan. 
Kepastian hukum. 
Kesamaan hak. 
Hak dan kewajiban. 
Keprofesionalan. 
Partisipatif. 
Persamaan perlakuan/tidak 
diskriminatif 
Keterbukaan. 
Akuntabilitas. 
Fasilitas dan perJakuan hukwn. 
Ketepatan waktu. 
Kecepatan, kemudahan, dan 
keterjangkauan 

Standar Pelayanan 
PATEN 

1. Jenis pelayanan. 
2. Persyaratan. 
3. Prosedur. 
4. Waktu pe1ayanan. 
5. Biaya. 
6. Produk layanan 

1 
ldeotifikasi Permasalahan: 
1. Komitmen pegawai 
2. Komunikasi/Inforrnasi 
3. Sumber Daya Manusia. 
4. Sarana dan Prasarana. 

+ 
Optimalisasi terlaksananya PA TEN di 
Kecarnatan Bintang 

Terwujudnya pelayanan priina terhadap 
masyarakat 
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D. Operasionalisasi Konsep. 

Dalam penelitian ini, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa 

penulis menggunakan pendekatan imple1nentasi kebijakan yang dike1nbangkan 

oleh George Edward III. Dalam model itnplementasi ini dikemukakan oleh 

Edward III bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan yaitu sebagai berikut : 

1. Komunikasi 

Peryaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif ada1ah mereka 

yang menjalankan keputusan dari suatu kebijakan harus mengetahui apa yang 

han1s dilakukan. Keputusan-keputusan dari kebijakan diteruskan kepada personil 

yang tepat tentu saja da1am hal ini komunikasi yang akurat dan n1udah dimengerti 

menjadi faktor penentu ketika suatu kebijakan diimplementasikan. Kebijakan­

kebijakan yang ingin dillnplementasikan sebagaimana mestinya, maka penmjuk­

pehmjuk kebijakan tersebut harus jelas dan dija1ankan dengan konsisten. T crdapat 

tiga hal penting dalam proses kebijakan komunikasi yakni trm1smisi, kejelasan 

dan konsistensi. 

2. Su1nber daya 

Keputusan-keputusan dari suatu kebijakan yang je1as, akurat dan konsisten 

ternyata t:idak cukup jika tidak didukung sumber daya yang diperlukan untuk 

melaksanakan keputusan-keputusan dari suatu kebijakan. Stunber daya yang 

penting untuk mengimplementasikan suatu kebijakan adalah staf, wewenang, 

sarana dan prasarana dan informasi. 
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BABIII 

METODE PENELITJAN 

A. Desain Penelitiao 

Menurut Denzin dan Lincoln (sebagairnana dikutip dalam Moleong, 2007: 

5 ), " penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan la tar alamiah, 

dengan maksud menafsirk:an fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada digunakan untuk n1enafsirkan fenomena 

dan yang dimanfaatkan untuk penelitian". Dalam penelitian kualitatif metode 

yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan 

dokwnen. Penelitian kualitatif mendeskripsikan fenomena yang dipelajari dan 

akan menguraikan basil pengamatan untuk sampai pada kesimpulan. Metode 

penelitian kualitatif mengasumsikan bahwa pengetahuan tidak 1nempunyai sifat 

yang objektif dan sifat yang tetap melainkan bersifat interpretif. Menurut Mulyana 

(2001:147), "komunikator bersifat aktif, kreatit: dan memiliki kemauan bebas 

dan perilaku (komwtikasi) secara internal dikendalikan oleh individu. Penelitian 

kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam suatu data yang 

mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti 

men1pakan suatu nilai dibalik data yang diperoleh. Oleh karena itu dalam 

penelitian kualitatif, tidak 1nenekankan pada konsep generalisasi tetapi 

menekankan pada 1nakna. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, 1naka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tipe penelitian deskriptif adalah tipe pe11elitian untuk menggambarkan 

tentang suatu keadaan secara obyektif terhadap situasi dalam ha! ini yaitu 
44 
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karakteristik dalam suatu deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, 

faktual dan akurat 1nengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara 

fenomena yang diselidiki. Dengan de1nikian dalam penelitian ini dikemukakan 

fakta-fakta tentang Pelayanan Terpadu Kecmnatan (PATEN) studi Implementasi 

Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Standar Pelayanan PATEN di 

Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. 

B. Fokus Penelitian 

Sugiyono (2012) mengungkapkan fokus penelitian kualitatifbersifat holistik 

(menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) sehingga penelitian kualitatif 

menetapkan penelitiannya berdasarkan kesehrruhan situasi sosial yang diteliti 

yang meliputi aspek te1npat (place), pelaku (actor), dan aktifitas (activity) yang 

berinterdksi secara sinergis. Fokus daJam penelitian ini adalah Pelayanan 

Ad1ninistrasi Terpadu Kecainatan (PATEN) terkait lmplementasi Kebijakan 

Peratliran Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kccainatan (PATEN) di Kecatnatan Bintang Kabupaten 

Aceh Tengah. 

C. Lokasi Penelitian. 

Menurut Lexy J. Moleong ( sebagaimana dikutip dalam Ari Setia\van, 

2012:28)," dalam menentukan lokasi penelitian terbaik yang ditempuh dengru.1 

jalan mempertimbangkan teori subtantif dan 1nenjajaki lapangan untuk mencari 

kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan, sementara itu keterbatasan 

geografis dan praktis, seperti waktu, biaya, dan tenaga perlu juga dijadikan 
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pertimbangan dalam penentuan Iokasi penelitian". Lokasi yang dian1bil dalam 

penelitian ini ditentukan dengan cara sengaja (purposive) yaitu Kecamatan 

Bintang Kabupaten Aceh Tengah. Dasar penentuan Iokasi penelitian ini adalah, 

Kecamatan Bintang merupakan salah satu Kecamatan yang telah melaksanakan 

PATEN di Kabupaten Aceh Tengah dan secara geografis berada cukup jauh dari 

ibukota Kabupaten Aceh T engah. 

D. Somber Informasi dan Pemilihan Jnforman. 

Pemilihan informan didasarkan atas subyek yang menguasai perrnasalahan, 

memiliki data dan bersedia memberikan data. Menurut Sanapiah Faisal (2009: 29) 

yang mengatakan, " teknik pengarnbilan sampel purposive adalah sampel 

ditetapkan secara sengaja oleh peneliti, dalrun hubungan ini lazimnya dinyatakan 

atas kriteria-kriteria atau pertimbangan-pertimbangan tertentu, jadi tidak melalui 

pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam tekhnik random". Penentuan 

inforrnan dalam penelitian ini berdasarkan kepada keterlibatannya dalam 

penyelenggaraan PA TEN di Kecamatan Bintang sebagaimana tercantum dalam 

ta be I 3. I berikut : 

No 
1 
2 

3 

4 

5 

Tabel 3.1 
Penetapan Infonnan 

Infonnan/Naraslunber 
Camat Bintan~ 
Sekretaris Camat Bi.ntang 

Kepala Seksi/Kasubbag 

StafKantor Camat/Petugas Loket 

Perwakilan masyarakat yang menerima 
pelayanan PA TEN ---·· - -- - ------

Su1nber: dtolah oleh penehti, 2018. 

-
Jwnlah 
1 Orang 
1 Orang 

2 Orang 

I Orang 

2 Orang 

-- - -- ---- --- -----
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E. lnstrumen Penelitian. 

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2009:223) bahwa: 

"Dalarn penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan 
manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala 
sesuatunya belum mempunyai bentuk: yang pasti. Masa1ah, fokus penelitian, 
prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan basil yang 
diharapk:an, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas 
sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian 
itu. Dalam keadaan yang tidak pasti dan tidakjelas itu., tidak ada pilihan lain 
dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat 
mencapainya." 

Lebih lanjut menurut Sugiyono (2012:59) menyebutkan, ''yang menjadi 

instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti hams paham 

terhadap metode kualitatif, menguasai teori dan wawasan terhadap bidang yang 

diteliti, serta memiliki kesiapan untuk memasuki lapangan.Ciri khas penelitian 

kua1itatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan, dimana pengamat 

memungkinkan melihat dan mengamati sendiri sintasi yang mungkin terjadi". 

Berdasarkan pemyataan tersebut dapat dipahami bahwa dalam penelitian kualitatif 

pada awalnya pennasala11an belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen 

adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah masa.Jahnya akan dipelajari jelas, maka 

dapat dikembangkan suatu instrumen. Jadi dalam penelitian ini, instrumen 

penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Peneliti terjun Jangsung ke lapangan 

melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data yang lengkap, 

mendalam, dan komprehensif Dalam pengambilan data di lapangan, peneliti 

dibantu oleh pedoman wawancara, alat rekrun dan alat dokumentasi. Hal ini 

dilakukan untuk 1nemudahkan peneliti dalrun pengainbilan dan pengumpulan data. 
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F. Prosedur Pengumpulan Data. 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan 1nenggunakan 

teknik-teknik sebagai berikut: 

1. Observasi; dilak.sanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap obyek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empirik 

pada basil temuan. 

2. Wawancara; dilakukan terhadap responden yang telah ditentukan untul< 

mendapatkan infonnasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai hal 

yang diperlukan, yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

3. Dokumentasi; pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan 

implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 

Kantor Camat Bintang seperti jenis pelayanan yang tersedia, baik perizinan 

maupu non perizinan dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini 

Ketiga metode tersebut di atas digunakan di lapangan untuk meinperoleh 

data-data yang dibutuhkan, yakni untuk memperoleh data primer, di samping 

dilakukan pengamatan secara langsllllg di lapangan, juga digunakan teknik 

interview terhadap responden yang telah ditentukan, dengan cara mengajukan 

pertanyaan yang berpedoman pada daftar pertanyaan (interview guide) yang telah 

disusun. Selanjutnya untuk membuktikan benar tidaknya jawaban atau pemyataan 

responden, perlu didukung dengan data-data sekunder yang didapat dari studi 

dokumentasi. 

G. Metode Analisis Data 

Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka lllltuk menganalisis data yang telah 
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dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis 

deskriptif. Melalui teknik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang 

diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tuj1tan 

penelitian dan penafsiran terhadap basil analisis deskriptif dengan berpedoman 

pada teori-teori yang sesuai. Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian 

dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan 

yang akan digunakan sebagai bahan bukti dalam pelak:sanaan penelitian ini. 

Selanjutnya penelitiakan melakukan konfinnasi terhadap infonnan lainnya untuk 

bisa memperoleh data yang valid. Setelah data tersebut diolah selanjutnya peneliti 

1nelakukan pembahasan terhadap data yang bersifut kualitatif dalam bentuk 

deskriptif dengan tnenganalisanya secara seksama lalu menarik kesimpulan dan 

pada akhimya me1nberikan saran-saran yang dianggap perlu dalam rangka 

meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Bintang terkait hnplementasi 

Pelayanan T erpadu Kecamatan (PA TEN). 

Lebih rincinya menurut Nazir (2005:419), "analisa data adalah 

mengelompokkan, n1e1nbltat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan 

data sehingga mudah untuk dibaca". Oleh sebab itu, sesuai dengan desain 

penelitian yang digunakan, yakni penelitian dengan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif maka dapat dianalisis secara sistematis guna memperoleh 

kesimpulan yang bersifat deskriptif.Untuk itu data mentah yang telah berhasil 

dikumpulkan akan peneliti kelompokk.an berdasarkan kategori, dipilah-pilah 

sedemikian rupa, sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawah 

masalah penelitian. Dalam penelitian ini data dianalisis sejak awal penelitian, 
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kemudian dikelornpokkan, disusun secara sistematis, sehingga memudahkan 

dalam pengolahannya. Milles dan Hubennan (1984:21) menyatakan bahwa: 

"First, the data concerned appear in word rather than in numbers. They n1ay have 

been collected in variety oj·ways, and are usually "processed" some what before 

they are ready for use, but they remains word, u.sua/ly organized into extended 

text. We consider that analysis consist of three concurrent flows of activity : data 

reduction, data display, and conclusion drawing". Pertama, data yang 

bersangkutan muncul dalam kata bukan dalam angka. Mereka mungkin telah 

dikumpulkan dalam berbagai cara, dan biasanya " diproses " beberapa sebelum 

mereka siap untuk digunakan, tetapi mereka tetap berbentltk kat.a, biasanya 

disusun dalam teks diperpanjang . Kami 1nenganggap bahwa analisis terdiri dari 

tiga arus bersainaan kegiatan : reduksi data, display data, dan penarikan 

kesimpulan " . 

Adapun langkah-langkah yang lebih terinci mengenai teknik analisa data 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (data reduction) 

"Data reduction refers to proces...<; of selecting, focusing, simplifying, 

abstracting, and transforming the "raw" data that appear in written-up field 

notes". Redu.ksi data mengacu pada proses pemilihan, fokus, menyederhanakan, 

abstrak, dan mengubah " mcntah " Data yang muncul dalam catatan lapangan 

ditulis - up. 

Data yang diperoleh dilapangan ditu1is dalam bentuk uraian atau laporan 

yang terperinci, laporan-laporan tersebut direduksi, dirangkum untuk. kemudian 
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dipilih hal-hal pokok yang akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang 

11asil penelitian atau pengamatan. Dalrun penelitian ini data diambil dari Kantor 

Camat Bintang sebagai pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN). 

2. Penyajian data (Data Dfap/ay) 

"Data display as an organized assembly of infonnation that pennits 

conclusion drawing and action taking". Display data sebagai perakitan 

terorganisir infonnasi yang memungkinkan gambar kesimpulan dan tindakan 

mengambil. 

Data yang diperoleh di lapangan disusun dalam bentuk table, matrik atau 

grafik agar dapat dilihat gambarannya secara umum sehingga penulis dapat 

menguasai data untuk menarik kesi1npulan. 

3. Mengambil Kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/ verification) 

"From beginning of data collection, the qualitative analyst is beginning to decide 

what things mean". Dari awal pengumpulan data, analis kualitatif 1nulai 

memutuskan apa hal-baJ berarti. 

Dari basil data yang diperoleh selama penelitian dicoba untuk mengambil 

kesimpulan yang semula masih bersifat tentatif, kabur dan diragukan, dengan 

data yang semakin lengkap, maka kesimpulan tersebut semakin jelas, serta 

implikasi-implikasi dan saran-saran untuk mendapatkan basil yang lebih baik di 

masa yang akan datang. Berdasarkan dari penjelasan di atas maka langkah awal 

pada tahap analisa data, peneliti akan melakukan pencatatan-pencatatan atau 

rekaman infonnasi serta data-data pendukung, mengumpulkan data, menyeleksi 
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kernudian mereduksi catatan atau rekaman tersebut dan menyajikan data-data 

tersebut baik dalam bentuk bentuk tabel 1naupllll gambar agar mudah dipahami. 

Dari penyajian data tersebut, peneliti dapat dapat rnenyusun pemaha1nan arti dan 

memverifikasikannya dengan segala rangkaian peristiwa yang diperolch saat 

pengumpulan data sampai reduksi data dan penyajian data yang dibuat secara 

sistematis dalam bentuk kalimat naratif. Kemudian peneliti akan menarik 

kesimpulan sementara berdasarkan data yang telah disajikan. 

Model analisis data seperti yang dijelaskan tersebut di atas dapat 

digambarkan pad.a gambar 3.1 dibawah ini : 

Gambar 3.1 
Komponen Analisis Data (interactive Model) 

Pengumpulan Data 
(Data Collection) 

Reduksi Data (Data 
Reduction) 

Penyajian Data 
(Data Display) 

Menarik Kesimpulan/Verifikasi 
(Conclusion 

Drawing/Verification) 

Sumber: Miles dan Huberman dalrun Husaini dan Purnomo (2009:88) 

Secara umwn Miles dan Hubennan membuat gambaran seperti gambar 

diatas dan beranggapan bahwa analisis terdiri empat alur kegiatanyang terjadi 

secara bersamaan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Dapat di uraikan seperti di bawah ini : 
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a. Pengumpulan data. Peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa 

adanya sesuai dengan basil observasi dan wawancara dilapangan. 

b. Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pe1nusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transfonnasi data kasar yang muncul dari 

catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian reduksi data merupakan suatu 

bentuk ana1isis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga 

kesirnpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Secara sederhana dapat dijelaskan, 

dengan reduksi data kita dapat n1enyederhanakan data kualitatif dan 

1nentransfonnasikannya dengan berbagai cara, misalnya 1nelalui seleksi yang 

ketat, 1nelaltti ringkasan dan atau menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih 

jelas. 

c. Penyajian Data men1pakan kumpulan infonnasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambi1an tindakan. 

d. Penarikan Kesimpulan (verifikasi). Peneliti yang berkompeten akan menangani 

kesimpulan dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis (Milles dan Huberman, 

1992 :20). 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi 

dan terkait.Pertama-tama dilakukan penelitian di lapangan dengan tnengadakan 

wawancara atau observasi yang disebut dengan taliap pengumpulan data, 

kesitnpulan-kesimpulan atau penafsiran data yang dikumpulkan ban.yak maka 

diadakan reduksi data. Setelah direduksi maka kernudian diadakan sajian data, 
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selain itu pengumpulan data juga digt1nakan untuk penyajian data. Apabila ketiga 

hal tersebut dilakukan, maka diambil suatu keputusan untuk diverifikasi. 

H. Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data. 

T ehnik uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono 

(2012: 121) meliputi uji kredibilitas data, uji trausferabiliti, uji depenability, dau 

uji confinnability. Pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas untuk menguji 

keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi 

data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara, dan berbagai waktu. Terdapat 3 triangulasi dalam keabsahan data, yaitu 

triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Pad.a penelitian ini, 

peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menguji 

kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber. Triangulasi swnber akan dilakukan pada Aparatur 

Pemerintah Kecamatan Bintang selaku pemberi pelayanan dan masyarakat 

sebagai penerima pelayanan PA TEN di Kecamatan Bintang. 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian. 

1. Gambaran Umum Kecamatan Bintang 

Kecamatan Bintang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 (drt) 

Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Sumatera Utara jo Undang-Undang Nornor 4 Tahun I 974 

tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1956 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107). Kecamatan Bintang 

memiliki 24 (dua puluh e1npat) desa defenitif. Kecamatan Bintang merupakan 

salah satu kecamatan tertua yang ada dalam Kabupaten Aceh Tengah dan berada 

di sebelah timur dari ibukota Kabupaten Aceh Tengal1. Mayoritas penduduk 

Kecamatan Bintang bennata pencaharian sebagai petani selebihnya pedagang, 

nelayan, pegawai pemerintahan dan pegawai swasta dengan tingkat pendidikan 

rata-rata tamatan SMNsederajat. 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, penduduk Kecamatan 

Bintang pada tahun 2017 tercatat sebanyak 10.527 jiwa yang terdiri dari penduduk 

laki-laki berjumlah 5.291 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 5.236 jiwa. 

Jumlah kepala keluarga (KK) 3.0 l l, yang terdiri dari jumlah kepala keluarga laki­

laki sebanyak 2.553 KK dan jumlah kepala keluarga perempuan sebanyak 458 

KK Jumlah penduduk Kecamatan Bintang berdasarkan desa selengkapnya dapat 

dilihat dalam tab el 4. l berikut : 
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Tabel 4.1 
Jumlah penduduk Kecainatan Dintang Berdasarkan f)esa 

-----·-- - -- ., 

No NamaDesa Laki-Laki PeremJ?_uan Jumlah 
l Atu Pavnn g 98 95 193 

---· 
2 Bale Nosar 183 180 363 --
3 Bruni! Nosar 69 69 138 

------------- ---- ----- ----

4 Bewang 169 157 376 
5 Dedamar 433 414 847 
6 Genuren 228 236 464 
7 Kala Bintang 173 181 354 
8 Kala Sem 207 198 405 
9 Kejurun Syiab Utama 102 93 195 
------- ----- ·----- -

10 Kelitu Sintep 228 224 452 
]] Kuala I 468 449 917 
12 Kuala II 504 491 995 
13 Linun~ Bulen I 319 322 641 
14 Linun~ Bulen II 372 407 779 
15 ~~~g'!Y!! 2]] 199 410 ----·-- --------·· 

16 Mude Nosar 185 196 381 
17 Serule 202 211 413 ---- . 
18 Wakil Jalil 276 269 545 
19 Wih Lab Setie 113 125 238 --
20 Ge•arang 84 90 174 
21 Jamur Konvel 148 136 278 

- ------- ---------~ ----- ·-
22 Mer<Xlot 152 152 304 
23 Sintep llO 110 220 
24 Gele Polo 257 238 495 

5.291 5.236 10.527 
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah, 2018 

Penyebaran penduduk sebagian besar terkonsentrasi di daerah sekitaran 

ibukota kecamatan yang umwmtya memiliki fasilitas sarana dan prasarana 

infrastruktur yang lebih baik. Konsentrasi penduduk terbanyak terdapat di Desa 

Deda1nar, Desa Kuala I, Desa Kuala 11, Desa Wakil Jalil, Linung Bulen I, Desa 

Lintmg Bulen II, Desa Gele Pulo, Desa Genuren dan Desa Kala Bintang. Terkait 

dengan penelitian ini, sebagian besar peneri1na pelayanan PATEN di Kecamatan 

Bintang dido1ninasi o1eh penduduk yang terkonsentrasi di sekitaran ibukota 
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kecainatan karena sebagian besar penduduk disekitaran ibukota kecamatan 

bennata pencaharian sebagai pedagang tentunya membutuhkan izin usaha yang 

diterbitkan oleh PATEN Kecamatan Bintang. 

2. Struktur Organisasi Kecamatan Bintang. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, 

dalam struktur organisasinya, Kecainatan Bintang dipimpin oleh seorang Camat 

(setingkat eselon III.a) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Bupati rnelalui Sekretaris Daerah. Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Camat 

(eselon 111.b), 5 orang Kepala Seksi (eselon IV.a) dan dua orang Kepala Sub 

Bagian (eselon N.b) yang berada dibawah Sekretaris Camat. Struktur Organisasi 

Kecamatan Bintang dapat dilihat pada gambar 4.ldibawah ini : 

Gambar4.1 
Strukt1ir Organisasi Pcmerintah Kecamatan Bintang 

IKELOMPOK JAEATAN1 ' CAMAT 
FIJNGSTONAL I ' 

I SEKRETARIS CAMATI 

• + + 
KASUBBAG KASUBBAG 
UMUMDAN PERENCANAAN DAN 

KEPEGA W AlAN KEUANGAN 

• • • • • 
KASI KASI KASI KASI KASI 

PEMERINT ARAN PEMBERDAYAAN KETENfRAMAN DAN KESEJAffi'ERAAN PERIZINAN 
MASYARAKATDAN KETERTIBAN UMUM SOSIAL INFORMASI DAN 

KAMP UNG KOMUNIKASI 
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3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Kttamatan Bintang 

Pegawai Kantor Camat Bintang sebagai penyelenggara jalannya roda 

pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat salah satunya 

penyelenggaraan pelaksanaan PA TEN harus me1niliki uraian tugas pokok dan 

fungsi yang jelas dan berjenjang mulai dari Camat, Sekretaris Camat dan Kepala 

Seksi. Secara mnum uraian tugas pokok dan fungsi personil kecamatan telah 

ditetapkan melalui Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2017 tentang 

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bintang. Penjabaran Peraturan 

Bupati Aceh Tengah terkait tugas pokok dan fungsi personil kecamatan yang 

menjadi acuan pegawai Pemerintah Kecamatan Bintang dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut : 

a). Camat 

Carnat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah 

kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan 

pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggw1g jawab 

kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Ca1nat diangkat oleh 

bupati atau wali kota atas usu! sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap 

Apartur Negeri Sipil yang memenuhi syarat. 

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 

pemerintahan di wilayah kerja kecamatai1 yai1g dalam pelaksai1aan tugasnya 

memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk 

menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan. 
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Berdasarkan Peraturan Aupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2017 tentang 

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Crunat mempunyai tugas membantu 

bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan. 

Fungsi camat sesuai dengan Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2017 adalah 

sebagai berikut : 

1) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan daerah; 

2). Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintah kecamatan; 

3 ). Pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah; 

4). Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial; 

5). Pelaksanaan pembinaan pelayanan umum; 

6). Pelaksanaan pembinaan penyampaian infonnasi dan komtmikasi yang 

meliputi wilayah kerja kecamatan; 

7). Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, 

ketatausahaan dan rumah tangga; dan 

8). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati melalui sekretaris 

daerah. 



Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi : 

1 ). Mengkoordinasikan Kegiatan pemberdayaan 1nasyarakat 
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(a). Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan 

pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musya,varah perencanaan 

pembangunan di kampung dan kecamatan; 

(b ). Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik 

pemerintah maupun swasta yang mempunyai progratn kerja dan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; 

( c ). Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan, masyarakat 

diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah mauptm 

swasta; 

(d). Melakukan tugas-tugas Jain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

dan 

(e). Melaporkan pelaksanaan tttgas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja 

kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat 

daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat 

2 ). Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umwn. 

(a). Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan 

penyelenggaraan ketenterrunan dan ketertiban umlun di v;·ilayah kecamatan; 



61 

(b). Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja 

kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum 

masyarakat diwilayah kecrunatan; dan 

( c ). Melaporkan pelaksanaan pembinaan kctentenunan dan ketertiban kepada 

bupati . 

. 3 ). Mengkoordinasikan pen era pan dan penegakan peraturan perundang-undangan 

(a). Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan 

fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-Widangan; 

(b ). Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tu gas dan 

fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau 

Kepolisian Republik Indonesia; dan 

(c). Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang­

undangan diwilayah kecamatan kepada bupati. 

4 ). Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 

(a). Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah atau instansi 

vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan 

fasilitas pelayanan urnwn; 

(b). r-.1elakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan perneliharaan 

prasarana dan fasilitas pelayanan umurn; dan 

( c ). Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum diwilayah kecamatan kepada bupati. 
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5 ). Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat 

kecamatan 

(a). Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi 

vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 

(b ). Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja 

perangkat daerah dan instansi vertikal dtbidang penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan; 

( c ). Melakukan evaluasi pemnyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; dan 

(d). Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan 

kepada bupati. 

6). Membina penyelenggaran pemerintah kampung dan/atau kelurahan 

(a). Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pe1nerintahan dan/ 

atau kelurahan; 

(b ). Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan 

administrasi kampt1ng dan/ atau keluraban; 

( c ). Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kainpung dan/ a tau 

lurah. 

(d). Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kampung dan! 

atau kelurahan; 

( e). Melakukai1 evaluasi penyelenggaran pemerintahan kampung/ a tau kelurahan 

di tingkat kecamatan; 
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(f). Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaran 

pemerintah kampung/ atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati. 

7). Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 

dan atau yang belwn dapat dilaksanakan pemerintahan kampung atau kelurahan. 

(a). Melakuk:an perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di 

kecamatan; 

(b ). Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; 

( c ). Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan 

kepada masyarakat di kecamatan; 

(d). Melakukan evaJuasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada 1nasyarakat di 

wilayah kecamatan; 

( e ). Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wialayah 

kecamatan kepada Bupati/Walikota. 

Selain tugas pokok dan fungsi yang tersebut diatas, camat juga 

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk 

menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : 

(a). Perizinan; 

(b ). Rekomendasi; 

( c ). Kooordinasi; 

(d). Pembinaan; 

( e ). Pengawasan; 

(f). Fasilitasi; 

(g). Penetapan; 



(h). Penyelenggaraan; dan 

(i). Kewenangan lain yang dilimpahkan. 

b ). Sekretaris Carnat 
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Sekretaris kecamatan mempunyai tugas membann1 camat dalam 

melaksanakan pembinaan administrasi yang 1neliputi pembinaan, ketatausahaan, 

kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan ketatalaksanaan dan 

rnemberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur dilingkllllgan 

kecamatan. 

Jabatan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) adalah jabatan struktural eselon 

111.b, dan berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2017, 

Sekretaris Camat 1nembawahi 2 (dua) sub bagian. Sekretaris kecan1atan diangkat 

dan diberhentikan oleh bupati/wali kota atas usulan can1at 1nelalui sekretaris 

daerah. 

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas 1nembantu camat dalam 

melaksanakan pembinaan aclministrasi yang meliputi pe1nbinaan, ketatausahaan, 

kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan ketatalaksanaan dan 

memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur dilingkungan 

kecamatan 

Sekretaris Camat mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1 ). Penyusunan rencana, program, pengendalian dan pengevaluasian 

pelaksanaanya; 

2). Pelaksanaan urusan administrasi keuangan; 
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3). Pelaksanaan urusan tata usaha, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, 

perlengkapan dan n1mah tangga; 

4). Pengoordinasian standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur 

(SOP) pelaksanaan kegiatan pelayanan kecamatan; dan 

5). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh crunat. 

c ). Kepala Seksi Pemerintahan. 

Seksi Tata Pemerintahan mempwiyai tugas menyiapkan bahan 

penyelenggaraan pemerintahan umwn dan pembinaan keagrarian, menyiapkan 

bahan pembinaan pemerintahan dan aparatur serta administrasi desa/kelurahan. 

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1 ). Penyelenggaraan pe1nerintahan umum; 

2). Pembinaan keagrariaan; 

3). Pembuatan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Oprasional Prosedur (SOP); 

4 ). Pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan pembinaan pemerintahan 

ka1npung; dan 

5). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat. 

d). Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung . 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas 

mclakukan pembinaan dan pcngembangan masyarakat kampung yang meliputi 

bidang sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat serta melakukan 

pengendalian dan pembinaan pembangunan 

Kepala Seksi Pe1nerintahan 1ne1npunyai fungsi sebagai betikut : 
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(1). Penyiapan bahai1 penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana 

dan prasarana fisik, perekono1nian dan produksi; 

(2). Penyiapan bahan penyusunan program pembangunan pada umLunnya dan 

pembinaan lingkungan hidup; 

(3). Pembuatan standar pelayanan (SP) Standar Oprasional Prosedur (SOP) 

evaluasi/verifikasi APB kampung; 

(4). Pengevaluasian/verifikasi qanun APBKampung; dan 

(5). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat. 

e ). Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. 

Seksi Ketentraman clan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan 

pembinaan ketentraman, ketertiban wilayah pembinaan idiologi dan pqJitik dalam 

negen. 

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai 

berikut 

( 1 ). Penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pe1nbinaan 

ketertiban umum; 

(2). Penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan ketentraman; 

(3). Pembuatan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Oprasional Prosedur (SOP); 

(4). Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan pemilu, idiologi negara, 

kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan 

lembaga kemasyarakatan lainnya; dan 

( 5). Pelaksanaan tu gas-tu gas lain yang diberikan oleh cam at. 
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f). Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 

Seksi Kesejahteraan Sosial 1nernpunya1 tugas mengkoordinasikan 

penyusunan progrru.n dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial. 

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut : 

( 1 ). Pelaksanaan penyiapan bah an penyusunan program dan pembinaan pelayanan 

bantuan sosial kemasyarakatan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan 

olah raga; 

(2). Pembuatan Standar Pelayanau (SP) Standar Oprasional Prosedur (SOP); 

(3). Penyiapan bahan penyusunru1 program dan pembinaan kehidupan keagamaan, 

pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat; dan 

( 4 ). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh cam at. 

g). Kepala Seksi Infonnasi dan Ko1nunikasi 

Seksi Infonnasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

informasi dan ko1nunikasi sosial, serta pengembangan informasi dan komunikasi. 

Seksi Informasi dan Komunikasi tnempunyai fungsi sebagai berikut : 

(I). Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan infonnasi 

dan komunikasi sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh pemerintah 

daerah; 

(2). Pembuatan Standar Pelayauan (SP) Standar Oprasional Prosedur (SOP); 

(3). Pelaksanaan pelayanan infonnasi dan komunik:asi kepada masyarakat dalam 

wilayah kerjanya; dan 

(4). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat. 
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h ). Sub Bagi an Keuangan clan Perencanaan 

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah No1nor 46 Tahun 2017 tentang 

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bintang, Kasubbag Urntun, 

Kepegawaian dan Evaluasi bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Camat. 

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas, menyiapkan bahan 

penyusunan clan pengendalian perencanaan/program kerja camat, menghimpun 

peraturan perundang-undangan, dokumentasi pengolahan data dan pengolahan 

administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, 

pertanggungjawaban laporan keuangan serta gaji pegawai dan pembuatan rencana 

strategis (Renstra). 

i). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Talttm 2017 tentang 

Rincian 'fugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bintang, Kasubbag Umum, 

Kepegawaian dan Evaluasi bertanggungjawab Jangsung kepada Sekretaris Camat. 

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Evaluasi mempunyai tugas 1nelaksanakan 

urusan stirat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, kerumahtanggaan, 

administrasi perjalanan dinas, peralatan, perlengkapan dan urusan kepegawaian, 

melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan, melaksanakan monitoring, 

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara 

berkala melalui sistem penilaian yang berlaku, melaksanakan monitoring dan 

evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan kecamatan agar diketahui tingkat 

realisasinya serta membuat laporan kinerja Kecamatan Bintang 



69 

Terkait dengan pelaksanaan PATEN di Kecamatan Bintang, uraian tugas 

pokok dan fungsi penyelenggaran PATEN telah termaktub dalam Peraturan 

Bupati Aceh Tengah dan selaras dengan beberapa pelimpahan sebagian 

kewenangan Bupati Aceh Tengah kepada para camat dalam Kabupaten Aceh 

Tengah. 

B. Hasil 

1. Faktor-Faktor Penyebab Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu 

Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bintang. 

Kebijakan Pelayanan Adn1inistrasi Terpadu Kecamatan men1pakan movas1 

manajemen dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan da1am rangka 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terfokus pada 

kualitas penyele:nggaraan pelayanan publik. Kebijakan ini dapat dilihat dari faktor -

faktor yang 1nempengaruhi Tmplementasi kebijakan menurut Edwards III, yaitu 

Ko1nunikasi, sumber daya, disposisi dan strulctur birokrasi. Keempat variabel tersebut 

menjadi penting perannya dalam pelaksaaan Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan 

Bin tang. 

Dalam implementasi kebijakan PA TEN sesuai dengan model George 

Edwards III menjelaskan bahwa tidak ada satu variabel (komunikasi, sumber 

daya, struktur birokrasi dan disposisi) yang dapat berdiri sendiri atau tidak ada 

variabe1 tunggal. Dimana setiap variabel saling mempengaruhi dalam menentukan 

berhasil atau tidaknya proses itnplementasi. Seperti sebuah sistem yang terdiri dari 

unit-11nit siste1n, variabel yang mendominasi atau timpang sama sekali akan 

Jnembcrikan dampak yang bcrsifat menyeluruh pada keselun1han imple1nentasi. 
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Dalam penelitian ini peneliti melihat faktorMfaktor yang 1nenyebabkan 

implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Bintang tidak berjalan maksimal 

merujuk kepada pendapat yang disampaikan oleh George Edwards III. 

a. Komunikasi 

Komunikasi merupakan faktor penting da1am implementasi kebijakan. 

Suatu komunikasi yang tersalurkan dengan baik secara langsung akan 

menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Hal ini ditandai dengan setiap 

implementor hams memahami apa yang hams mereka kerjakan, kegiatan apa yang 

harus dilaksanakan, dan bagaimana melaksanakannya serta apa tujuan dan sasaran 

program tersebut. 

Secara wnum, Edwards Ill membahas tiga hal penting dalru.n proses komunikasi 

kebijakan, yaitu : 

1). Transmisi 

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka 

yang hams mengimplementasikan suatu keputusan mesti tahu apa yang mereka 

kerjakan. Hal ini berarti sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu 

keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu 

perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Dalam hal ini terkait dengan 

pelayanan publik melalui kebijakan Pelayanan Administrasi T erpadu Kecamatan 

(PATEN), Pemerintah Kecamatan Bintang pada dasamya telah mengetahui 

tentang adanya kebijakan PATEN sesuai dengan Perrnendagri no1nor 4 Tahun 

2010. 
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Meskipun dernikian, seperti yang diungkapkan oleh Edward III, bahwa 

dala1n mentransmisikan perintah-perintah impelementasi yang telah ditetapkan 

terkadang terhambat karena ketidakmampuan para pelaksana dalru.n memahami 

kebijakan yang telah ditetapkan. Ungkapan Edwars Ill tersebut benar adanya, 

Dalam penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Bintang yang menjadi hambatan 

adalah pemahaman pegawai sebagai pelaksana kebijakan PATEN masih sangat 

rendah. Namun, Ketidakpahaman ini tidak sepenuhnya menjadi kelemahan 

pegawai dalam melaksanakan PATEN tetapi juga menjadi kelemahan pejabat 

pembuat kebijakan, karena implementasi kebijakan PATEN yang telah diputuskan 

dan diperintahkan tidak disertai dengan pemberian pemahaman tentang kebijakan 

PATEN tersebut seperti melalui pelatihan dan bimbingan teknis tentang 

pelaksanaan PA TEN. Tidak hanya para pelak:sru1a kebijakan tetapi juga penerima 

kebijakan seharusnya juga rnemahatni kebijakan ten tang PATEN terse but. 

Dalarn hal ini terdapat beberapa harnbatan Pemerintah Kecamatan Bintang 

tentang bagaimana mempersiapkan Kecamatan Bintang dalarn melaksanakan 

kebijakan PATEN tersebut. berdasarkan pengarnatan peneliti salah satunya adalah 

bahwa penye1enggaraan PATEN di Kecamatan Bintang belum berja1an maksimal 

dikarenakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang 

Standar Pe1ayanan PA TEN belum mampu dipahami para pegawai secara 

menyeluruh karena minimnya pembekalan yang diberikan kepada para aparatur 

Pemerintah Kecmnatan Bintang. Begitu juga dengan penerirna layanan yaitu 

masyarakat ditnana standar pelayanan PATEN sama sekali belum disosialisasikan 

sehingga pada saat masyarakat berurusan sebagian besar tidak 1nengetahui yang 
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narnanya PATEN atau pelayanan yang dilakukan melalui satu meja tanpa han1s 

melalui birokrasi yang berbelit. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang 

petugas loket dalam wawancara sebelurnnya pada subbab diatas, akibat 

ketidaktahuan masyarakat tentang PATEN dan kurang memahaminya pegawai 

kecamatan tentang PATEN menjadikan pelayanan publik yang diharapkan tidak 

berjalan maksimal. 

2 ). Kejelasan 

Seperti yang dikemukakan oleh Edwards III tentang kejelasan yang 

merupakan faktor kedua dalam ko1nunikasi, dimana jika kebijakan-kebijakan 

di:iJ.nplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan harus jelas. bahkan disaat sebuah kebijakan diimplementasikan, maka 

sebaiknya kebijakan tersebut tersuslUl secara detail dan terperinci, kapan dan 

bagallnana pelaksanaan kebijakan tersebut Selaras dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Edwards III, kebijakan Pemerintah terkait PA.fEN telah 

tennaktub dalarn Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor I38-270 Tah1m 2010 

tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Admnistrasi Terpadu Kecrunatan (PATEN) 

terdapat beberapa konsep PATEN, salah satu diantaranya adala11 persyaratan 

untuk menyelenggarakan PA TEN yang terdiri dari persyaratan substantif, 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Ketiga persyaratan lersebut harus 

dipenuhi sebagai indikator keberhasilan penyelenggaraan PATEN. Jika salah 

satunya tidak dapat terpenuhi maka pelayanan PA TEN dapat dikatakan 

pelaksanaan PATEN belum maksimal diselenggarakan. 
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a). Persyaratan SubstantifPATEN di Kecamatan Bintang. 

Persyaratan utama untuk menyelenggarakan PATEN adalah persyaratan 

substantif, yaitu adanya pendelegasian atau pelimpa11an wewenang 

bupati/walikota kepada camat. Wewenang yang diberikan itu meliputi bidang 

perizinan dan non perizinan. Pelimpahan wewenang ini menjadi persyaratan 

substantif, karena tanpa itu, maka camat tidak dapat melaksanakan pelayanan 

adJninistrasi yang menjadi kewenangan bupati/walikota yang selama ini 

dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya seperti kantor, 

badan atau dinas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan kecamatan dipilnpin oleh camat 

yang dalam pelaksanaan tugasnya n1emperoleh pelimpahan sebagian wewenang 

bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah. 

Pelimpahan sebagian wewenang dari bupati/walikota kepada camat, 

merupakan faktor yang strategis unruk mengoptimalkan peran dan fungsi 

kecamatan dalrun rangka meningkatkan pe1ayanan kepada 1nasyarakat. 

Pelimpahan sebagian wewenang bukan berarti memindahkan kekuasaan kepada 

carnat, tetapi lebih kepada pendistribusian sebagian kewenangan dinas/lembaga 

teknis daerah dalam skala dan kriteria yang relevan dengan kewilayahan 

kecaniatan. 

Berdasarkan hasil pengrunatan penulis dalam menyelenggarakan 

pelaksanaan PA TEN di Kecamatan Bintang pada dasarnya tela11 memenuhi salah 

satu persyaratan utama PATEN yaitu persyaratan substantif yaitu dengan 

diterbitkannya Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/764/TAPEM/2015 
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Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Aceh Tengah Kepada Camat 

dala1n Kabupaten Aceh Tengah. Peli1npahan/ pendelegasian sebagian 

kewenangan Bupati Aceh Tengah kepada Cru.nat dapat dilihat dalam tabel 4.2 

berikut: 

---· 

No 

I 

2 

3 

4 

Tabel 4.2 
Jenis Urusan Pemerintahan dan Jenis Pelayananyang Dilimpahkan 

Kepada Camat 

Urusan Pemerintahan yang 
Jenis Pelayanan 

Dilimoahkan -
Ketentraman, Ketertiban Penerbitan Izin Gangguan (HO) 
Umum dan Perlindungan 
Masyarakat 
Perdagangan Penerbitan Slll1lt Izin Tempat Usaha 

(SITU) 
Pekerjaan U1num dan - Hi1nbauan/Sosialisasi 
Penataan R11ang - Rekomendasi lzin Mendirikan 

Bangunan (IMB) 
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Urusan Pemerintahan Umum - Pembinaan wawasan kebangsaan dan 
ketahanan Nasional 

- Pembinaan persatuan dan kesatuan 
bangsa 

- Pe1nbinaan kerukunan antar suku dan 
intrasuku, umat beragama, ras dan 
golongan Iainnya. 

- Penanganan konflik social 
- Koordinasi pelaksanaan tugas an tar 

instansi pemerintahan 
- Pengembangan kehidupan demokrasi 

berdasarkan Pancasila 
- Penyelenggaraan kewaspadaan dini 
- Pengangkatan dan pemberhentian 

penyelenggara pemerintahan kampung 
.. . . • --'='-

Sumber Data :Seks1 Penzman lnfonnas1 dan Komunikas1 pada Kantor Camat 
Bintang: 2018. 

Penjelasan tabel 4.2 diatas terdapat 4 (empat) urusan pemerintahan yang 

didelegasikan kepada camat dan beberapa jenis pelayanan yang dilimpahkan 
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kepada carnat berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PA.fEN) terdiri 13 (tiga belas) jenis perizinan dan non perizinan 

terdiri dari : 

(a). 3 (tiga)jenis layanan perizinan yaitu ·. 

1). Penerbitan Izin Gangguan (HO). 

2 ). Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 

3 ). Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. 

(b). IO (sepuluh) jenis Iayanan non perizinan/rekomendasi yaitu : 

1 ). Penerbitan Keputusan Pengangkatanl Pemberbentian Anggota Rakyat Genap 

Mupakat (RGM) Kampung. 

2). Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Pemberhentian Petue. 

3). Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Pemberhentian Imem Kampung. 

4). Penerbitan keputusan pengangkatan/ pemberhent:ian Kepala Un1san (Kaur) 

5). Penerbitan keputusan pengangkatan/ pe1nberhentian Penghulu 

6). Penerbitan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

7). Penerbitan Rekomendasi PindahJDatang Penduduk 

8). Penerbitan Rekomendasi Penerbitan/ Pengurusan KK 

9). Penerbitan Rekomendasi Keterangan Tidak Mampu 

I 0). Penerbitan Rekomendasi Pengajuan Proposal Bantuan 

Keadaan jenis pelayanan dan produk Pe1ayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN) Kecamatan Bintang yang meliputi perizinan dan non 

perizinan periode Januari sampai dengan Descmber 2017 dapat dilihat dalam tabel 

4.3 berikut ini: 



No 

I 
2 
3 
4 

5 
6 

7 

8 

~-

9 
IO 
II 
12 
13 

Tabel 4.3 
Keadaan Jumlah Produk PATEN Kecamatan Bintang 

Periode Bulan Januari s/d Desember 2017. 

--· -

Jenis Pelayanan 

Penerbitan Izin GanPm1an (HO) 
Penerbitan Surat Izin Temcat Usaha (SITU) 
Penerbitan Izin Mendirikan _Bangunan 

-

Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Pemberhentian 
An••ota R•kvat Genao Muoakat (RGMl Kamoun• 
Penerbitan Kenutusan Penl!:an°1c~tan1 Pemberhentian Petue 
Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Pemberhentian Imem 
Kampung 
Penerbitan keputusan pengangkatan/ pemberhentian Kepala 
Urusan (Kaur) 
Penerbitan keputusan pengangkatan/ pe1nberhentian 
Penghulu __ ··-----· ---· ----------

Penerbitan Rekomendasi Izin Mendirikan Bani!unan (IMB) 
Penerbitan Rekomendasi Pindah/Datan2 Penduduk 
Penerbitan Rekomendasi Penerbitan/ Penmirusan KK 
Penerbitan Rekomendasi Keterangan Tidak Mampu 
Penerbitan Rekomendasi Pengaiuan Proposal Bantuan 

Srnnber Data :Kantor Camat Bmtang : 2018. 
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Jumlah 
Produk 

Pelavanan 
21 
17 
46_ 
7 

8 
7 

18 

12 

----· --

126 
246 
221 
254 
156 

Dapat dijelaskan bahwa dalam kurun waktu setahun, jenis pelayanan 

penerbitan rekomendasi lebih banyak dibandingkan dengan penerbitan Surat 

Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Aparatur Kampung, ha! ini disebabkan 

karena dalam penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Aparatur 

Kampung memiliki masa berlaku cuk.up lama sesuai dengan Qantm Kabupaten 

Aceh Tengah Nomor 4 tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung. Sedangkan 

pelayanan rekomendasi tidak memiliki masa wak.tu, kapan saja dapat ditcrbitkan 

jika memang telah menjadi kebutuhan bagi yang memiliki kepentingan atas 

rekomendasi tersebut. 
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b). Persyaratan Ad.J.ninistratifPATEN di Kecamatan Bintang. 

Persyaratan kedua dalam rnenyelenggarakan PATEN adalah persyaratan 

adrninistratif dimana kecrunatan harus meiniliki standar pelayanan. Dalam ha! ini 

Pemerintah Kabupaten Aceh T engah tel ah menerbitkan Peraturan Bupati Aceh 

Tengah Nomor 88 Tahon 2017 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah yang menjadi dasar bagi Pemerintah 

Kecamatan Bintang dalarn penetapan standar pelayanan PATEN di Kecamatan 

Bintang sebagamaimana yang terlihat dalam tabel 4.4. berikut ini: 

Tabel 4.4 
Komponen Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan 

Bintang Berdasarkan Persyaratan untuk Mendapatkan Pelayanan 

No Jenis Pelayanan Persyaratan Pelayanan 
I Penerbitan Izin GangP-nan (HO) Tersedia 
2 Penerbitan Surat lzin Temoat Usaha (SITU) Tersedia 
3 Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tersedia --

· Penerbitan Keputusan Pengangkatanl 
---- ""·-·----·-·-

4 Tersedia 
Pernberhentian Anggota Rakyat Genap 
Muoakat (RGM) Kamoung 

5 Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Tersedia 
Pemberhentian Petue 

6 Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Tersedia 
Pemberhentian Imem Kampung 

7 Penerbitan keputusan pengangkatan/ Tersedia 
oemberhentian Keoala Urusan (Kaur) 

8 Penerbitan keputusan pengangkatan/ Tersedia 

-
oemberhentian Penghulu ---·-·- ----

9 Penerbitan Rekomendasi Izin Mendirikan Tersedia 
Banmman (!MB) 

IO Penerbitan Rekomendasi Pindall/Datang Tersedia 
Penduduk 

II Penerbitan Rekome11dasi Penerbitan/ Terse<lia 
Peno-11n1san KK 

12 Penerbitan Rekomendasi Keterangan Tidak Tersedia 
Mamou 

13 Penerbitan Rekomendasi Pengajuan Proposal Terse<lia 
Bantuan 

------- ---- ----- ----- -------

Somber Data :Kantor Camat B1ntang: 2018. 
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Ko1nponen standar pelayanan berikutnya adalah prosedur pelayanan yaitu 

tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan peneri1na pelayanan, 

tennasuk layanan pengaduan, mengandung tahapan kegiatan yang harus dilakukan 

atau dilalui dalam system dan proses pcnyelenggaraan pelayanan. Komponen 

prosedur pelayanan di Kecamatan Bintang dapat dilihat dalam tabel 4.5 berikut 

lDl : 

Tabel 4.5 
Komponen Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan 

Bintang Berdasarkan Prosedur Pelayanan 

No Jenis Pelayanan Prosedur Pelayanan 
l Penerbitan Izin Gan•lillan (HO) sesua1 S.0.P 
2 Penerbitan Surat Izin Temnat Usaha (SITU) sesuai S.0.P 
3 Penerbitan Izin Mendirikan BanP11nan sesuai S.O.P 
4 Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ tidak sestiai S.O.P 

Pemberhentian Anggota Rakyat Genap Mupakat 
'RGM) Kamonng 

5 Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ tidak sesuai S.0.P 
Pemberhentian Petue 

6 Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ tidak sesuai S.O.P 
Pemberhentian Imem Kampung 

7 Penerbitan keputusan pengangkatan/ tidak sesuai S.O.P 
pemberhentian Kepala Urusan (Kaur) 

8 Penerbitan keputusan pengangkatan/ tidak sesuai S.0.P 
pemberhentian Penghulu 

9 Penerbitan Rekomendasi Izin Mendirikan sesuai S.O.P 
Ban•mnan (IMB) 

IO Penerbitan Rekomendasi Plndah/Datang Penduduk sesuai S.0.P 
1I Penerbitan Rekomendasi Penerbitan/ Pengurusan sesuai S.O.P 

KK 
12 Penerbitan Rekomendasi Keterangan Tidak sesuai S.0.P 

Mampu _____ ---·-- --------- -- i------. ·---

13 Penerbitan Rekomendasi Pengajuan Proposal sesuai S.0.P 
Bantuan 

Sumber Data :Kantor Camat B1ntang : 2018. 
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Dalam tabel 4.5 ini jelas terlihat bahwa penerbitan dokumen non perizinan 

berupa Surat Keputusan Camat Bintang terkait dengan aparatur pemerintahan 

kampung belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) seharusnya, 

ini menandakan bahwa prosedur pelayanan non perizinan penerbitan Surat 

Keputusan Camat Bintang belwn berjalan maksimal. 

Komponen standar selanjutnya adalah waktu pelayanan yaitu jangka waktu 

yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan mulai awal 

hingga terbitnya doktunen. Komponen standar pelayanan berdasarkan waktu 

pelayanan PATEN Kecamatan Bintang terlihat dalam tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 
Ko1nponen Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecatnatan 

Bintang Berdasarkan Waktu Pelayanan 

No Jenis Pelayanan I Waktu Pelayanan _ . 
I Penerbitan lzin Gan•l!llan (HO) 3 (ti•a hari 
2 Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 3 lti•a hari 
3 Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan I (satu) ming1m 
4 Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Pemberhentian 3 (tiga) hari 

Anooota Rakvat Genap Mupakat (RGM) Kampung 
5 Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Pemberhentian 3 (tiga) hari 

Petue 
6 Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Pemberhentian 3 (tiga) hari 

lmem Kampung 
- - ~- - ------

7 Penerbitan keputusan pengangkatan/ pemberhentian 3 (tiga) hari 
Kenala Urusan (Kaur) 1 

' 8 Penerbitan keputusan pengangkatan/ pemberhentian 3 (tiga) hari 
Penohulu 

9 Penerbitan Rekomendasi lzin Mendirika11 Bangunan I (satu)minggu 
(IMB) 

10 Penerbitan Rekomendasi Pindah/Datang Penduduk I I satu) hari 

11 Penerbitan Rekomendasi Penerbitan/ Pengurusan KK I satu) hari 
12 Penerbitan Rekomendasi KeteranP-an Tidak Mamou . I satu) hari 

13 Penerbitan Rekome!ldasi Pengaiuan Prooosal Bantuan I (satu) hari 
.. 

Sumber Data :Kantor Camat B1ntang : 2018. 
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Komponen standar pelayanan PA TEN Kecamatan Bintang berdasarkan 

waktu pelaksanaan dalam proses pengurusan dokwnen dengan ketepatan waktu 

yang diharapkan berbeda, untuk pengurusan Surat Izin Gangguan (HO) dan 

Penerbitan Surat Izin Usaha (SITU) dalam proses penerbitan dokwnennya sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan. 

Ko1nponen standar pelayanan lainnya adalah biaya pelayanan yaitu ongkos 

yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh 

pelayanan dari penyelenggara yang besamya ditetapkan sesuai ketentuan dan 

peraturan yang berlaku. Biaya pelayanan yang dikenakan dapat dilihat dalam tabel 

4.7 berikut: 

Tabel 4.7 
Komponen StandarPelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan 

Bintang Berdasarkan Biaya Pelayanan 

No Jenis PeJavanan Biava Pelayanan 
1 Penerbitan Izin Gann-ouan (HQ) Qanun Kabupaten Aceh Tengah 
2 Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
3 Penerbitan Izin Mendirikan Banizunan Retribusi Daerah 
4 Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Pemberhentian Gratis 

Annnota '!<',,\.-..,at Gen<>n Muoakat (RGM) Kamnunu: 
5 Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Pemberhentian Gratis 

Petue 
6 Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Pemberhentian Gratis 

Imem Kamounll. 
7 Penerbitan keputusan pengangkatan/ pemberhentian Gratis 

KPTia]a Urusan (Kaur) 
8 Penerbitan keputusan pengangkatan/ pemberhentian Gratis 

Peno-hulu 
9 Penerbitan Rekomendasi lz1n Mendirikan Bangunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah 

(IMB) I Nomor 4 Tahun 2010 ten tang 
Retribusi Daerah 

-- ---- ---------------· . ·------ ---
10 Penerbitan Rekomendasi Pindah/Dataniz Penduduk Gratis --· -
11 Penerbitan Rekomendasi Penerbitan/ Penli!:urusan KK Gratis 
12 Penerbitan Re.komendasi Keterarui:an Tidak Mamou Gratis 
13 Penerbitan Re.komendasi Pengajuan Prone sa1 Bantu~- Gratis 

Sumber Data :Kantor Camat Brntang : 2018. 



81 

Komponen standar pelayanan terkait biaya pelayanan PA TEN Kecamatan 

Bintang sudah cukup baik telah sesuai dengan asas-asas pelayanan publik dan 

sesuai dengan standar pelayanan yang dibenarkan dalam Peraturan Bupati Aceh 

Tengah. Jika tidak ada regulasi dalam mengimplementasikan komponen standar 

pelayanan biaya pelayanan dapat menjadi salah satu penyebab hilangnya 

kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik karena berkaitan dengan uang, 

yang ujung-ujungnya dapat terindikasi pungutan liar. Namun dengan mewujudkan 

transparansi melalui regulasi yang jelas akan memberikan jaminan keamanan bagi 

petugas dalam memungut biaya dalru.n penerbitan dokumen PA TEN. 

c ). Persyaratan T eknis PA TEN di Kecamatan Bin tang 

Selanjutnya persyaratan ketiga yang harus dipenuhi dalam rangka 

menyelenggarakan PA TEN adalah persyaratan teknis PA TEN yaitu ketersediaan 

sarana, prasarana dan pelaksana teknis PA TEN. Dal am hal ini berdasarkan 

wawancara dan hasil obesrvasi peneliti terhadap ketersediaan sarana dan 

prasarana penyelenggaraan PA TEN di Kecamatan Bintang masih belum 

maksimal. Sarana yang disebutkan disini berupa tempat piket, loket/tempat 

pendaftaran, tempat me1nproses berkas, tempat pengolahan data, tempat finalisasi 

proses, ruang tunggu, tempat penyerahan dokumen, tempat pembayaran, tempat 

penanganan pengaduan dru1 fasilitas pendukung lainnya seperti komputer, meja 

kerja, lemari arsip belum sepenuhnya tersedia. 

Sarana PA TEN di Keca1natan Bintang perlu menjadi perhatiRJJ pcmerintah 

kecamatan, semestinya camat selaku pengrnnbil kebijakan peduli dengan 

persoalan yang terjadi apalagi yang terkait dengan pelayanan publik. Keberadaan 
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sarana PATEN tersebut sangat dibuhlhkan untuk menunjang pelaksanan PATEN 

dapat berjalan dengan baik. Lebih jelasnya keadaan sarana PA"fEN yang ada di 

Kecamatan Bintang dapat dilihat dalam tabel 4.8 berikut ini : 

Tabel 4.8 
Keadaan Sarana PATEN di Kecamatan Bintang 

No I Sarana PATEN Keterangan 

Tersedia Tidak Tersedia ' ! 
' 

1 I Tempat Piket ' 2 Loketffempat Pendaftaran ' 3 I Tempat Pemrosesan Berkas ' ! 

' 4 j Tempat pengolahan data dan info1masi 
-----· 

5 Tempat finalisasi proses ' 6 I Ruang Tunggu ' ' 7 j Tempat penyerahan dokumen ' 8 ' ' Tempat Pembayaran ' 9 Tempat Penanganan Pengaduan ' Sumber Data: Kantor Camat B1ntang:2018 

Penjelasan tabel 4.8 diatas adalah dari 9 (sernbilan) komponen sarana 

PA TEN di Kecamatan Bin tang, terdapat 2 ( dua) komponen sarana prasarana yang 

belu1n terpenuhi adalah tempat piket yaitu berupa meja yang berada dibagian 

depan sebelum menuju meja pelayanan. Ditempat ini petugas informasi akan 

menyapa 1nasyarakat yang datang ke kantor kecamatan, dan mengarahkan warga 

yang akan mengurus pelayanan ke loket/meja pendaftaran dan tempat pengaduan 

yaitu te1npat pelayanan bagi peneti1na layanan/warga yang merasa tidak puas atas 
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pelayanai1 yang diberikan oleh petugas PATEN, dapat menyampaikan pengaduan, 

baik secara lisan 1naupun tertulis. 

Sedangkan sarana penujang PATEN yang lain sepeti loket/tempat 

pendaftaran, tempat penuosesan berkas, te1npat pengolahan data dan informasi, 

tempat fmalisasi proses, ruang tunggu, tempat penyerahan dokwnen, tempat 

pembayaran telah tersedia walaupun masih belum tertata dengan baik. 

Begitu juga halnya dengan prasarana yang ada, kondisi prasarana PATEN 

berupa gedung kantor Kecarnatan Bintang sangat memprihatinkan. Kondisi ini 

sangat mempengaruhi kinerja pegawai kecamatan bahkan mengurangi 

kewibawaan kantor kecamatan sebagai letnbaga pemerintahan. Pennasalahan ini 

menjadi pekerjaan rumah bagi pengambil kebijakan terkait sarana dan prasana 

yang ada. Disamping itu Camat Bintang juga belum menerbitkan secara tertulis 

melalui Keputusan Carnal terkait pelaksana teknis PA TEN di Kecamatan Bintang. 

Pelaksana teknis PATEN yang sedang berjalan saat ini 1nenjalankan tugas 

berdasarkan perintah langswig dari camat. 

3).Konsistensi 

Jika implementasi ingin berlangsung efektif 1naka perintah pelaksanaan 

harus konsisten dan jelas, sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang 

multitafsir bagi para pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, maupun pihak 

terkait. Dalam penyelenggaraan kebijakan PA TEN sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahon 2010, sudah cukup jelas mengatur tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Aministrasi Terpadu Kecamatan yang 
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memiliki tujuan Wltuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam hal ini seharusnya benhtk konsistensi Pe1nerintah Kecamatan 

Bintang dalam menyelenggarakan PATEN adalah dengan 1nenjalankan Peraturan 

Bupati Aceh Tengah No1nor 88 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Aceh, namun dalam prakteknya 

peningkatan kuaJitas pelayanan PATEN di Kecamatan Bintang ini terutama 

berdasarkan komponen standar pelayanan PA TEN dan az.as-azas PATEN masih 

perlu peningkatan, wa1aupun pada dasamya telah dilaksanakan dengan baik. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, yang menjadi perhatian dan perlu 

dilakukan oleh pihak Pemerintah Kecamatan Bintang dalam inerespon Peraturan 

Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 2017 adalah dengan melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat secara berkesinambungan, kenapa demikian?, karena 

masyarakatlah yang 1nenjadi objek utama penerima kebijakan. Jika kebijakan 

tidak diketahui clan dipahami masyarakat maka sudah tentu kebijakan ini 

mengalami kegagalan. 

Keberhasi1an suatu kebijakan dapat tercapai jika kebijakan yang telah 

ditetapkan dalam keputusan dilak.sanak.an dengan konsisten dan mempunyai 

kejelasan, sehingga dapat dipahami oleh semua elem.en yang terlibat didalamnya 

yaitu pembuat kebijak.an (pemerintah kabupaten), pelak.sana kebijakan 

(pemerintah kecarnatan) dan penerima kebijakan (masyarakat). 
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b. Somber Daya 

Sebuah kebijakan atau keputusan yang telah dikomwrikasikan dengan jelas 

dan konsisten, tidak 1nenjamin kebijakan tersebut akan berjalan secara efektif jika 

tidak didukung oleh sumber daya yang tersedia. Sumberdaya menjadi faktor 

penting untuk implementasi kebijakan agar berja1an efektif, yang dapat beIWUjud 

sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementator, infonnasi, fasilitas, dan 

sumberdaya finansiaJ. 

Sebagai salah satu kecamatan yang mengimplementasikan PATEN di 

Kabupaten Aceh Tengah, tenttmya hams me1niliki sumber daya untuk 

mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. S1unberdaya tersebut dapat 

digunakan untuk mendukung keberhasilan dalam penyelenggaraan kebijakan 

PATEN baik dalam proses pemenuhan syarat - syarat serta dalam 

penyelenggaraan pelayanan PATEN itu sendiri. 

1 ).Sumber Daya Manusia (stat) 

Swnberdaya yang paling esensial dalam 1nengimplementasikan sebuah 

kebijak:an adalah sumber daya manusia. Dalain hal ini manusia dimak:sud adalah 

sekelompok orang yang berkwnpul dalam suatu organisasi dan menjalankan tugas 

dan fungsinya sesuai dengan struktur dalam suatu organisasi, salah satunya 

tingkatan struktur organisasi yang paling bawah adalah staf. Edward III 

mengatakan staf men1pakan sumberdaya yang penting da1am melak:sanakan 

kebijakan. Ada satu ha1 yang harus diingat adalah bahwa jurnlah staf tidak selalu 

me1npunyai efek positif bagi implcmcntasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa 
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jumJah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong suatu implementasi 

kebijakan dikatakan berhasil, namun disisi lain kekurangan juga akan 

1nenimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang 

efektif. Rendahnya kualitas pelayanan birokrasi penyebabnya bukan hanya 

terletak pada kurangnya jumlah staf yang menangani pelayanan publik, tetapi 

juga pada kurangnya kualitas swnber daya manusia dan rendahnya motivasi 

dalam melaksanakan pelayanan publik. 

Staf bukan hanya dari sisi jumlah yang cukup tetapi juga dengan 

keterampilan yang tepat untuk melakukan tugasnya. Fenomena yang sering terjadi 

dalam implementasi kebijakan yang tidak efektif salah satunya disebabkan oleh 

karena staf yang tidak mencukupi dan tidak memliki kompetensi dibidangnya. 

Namun, sering kali jumlah staf yang cukup pun tidak menjadi jaminan sebuah 

kebijakan akan berjalan dengan efektif jika para staf a tau aparat tidak kompeten. 

DaJam upaya penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahw1 

2010 tentang pelayanan PATEN, Pemerintah Kecamatan Bintang sebagai 

penyelenggara PATEN memiliki pegawai sebanyak 19 (Sembilan belas) orang. 

Menurut pengamatan peneliti jumlah tersebut tidak mencukupi dalam pelaksanaan 

setiap tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan PATEN 

kepada masyarakat serta dalam melaksanakan togas - tugas lainnya yang 

dilimpahkan ke kecamatan. Rincian Apartur Pemerintah Kecamatan Bintang 

yaitu ; I (satu) orang Camat, I (satu) orang Sekretaris Camat dan 5 (lima) orang 

Kepala Seksi, 2 (dua) orang Kepa1a Sub Bagian dan 10 (sepuluh) orang stafdan 

lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 4.9 dibawah ini. 
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Tabel 4.9 
Naina Pegawai Kantor Camat Bintang Berdasarkan Kualifikasi Jabatan, 

Pendidikan dan Pangkat/Golongan 

-----
Nama Tanggal Jabatan Pendidikan Pangkat/Golongan 

Lahir 
Bihari 21-06-1960 Cam at Dlll Pembina, IV lb 
Muslim 
Nardi 20-04-2965 Sek cam SMA Pembina, IV /a 
Syeh Bener 01-07-2965 KasiPMK SMA Penata Tk.I, Illld ·-----.. "-- -
Annan 31-I2-I963 Kasi Kesra SMA Penata, III/c 
Parvono 21-06-2964 Kasi Trantib SMA Penata Tk. I, II!ld 
Jamaluddin 28-06-1971 Kasi SMA Penata Tk. I, Illld 

Pemerintahan 
Darwin Ilyas 06-12-1978 Kasi SI Penata, 111/c 

Infokom dan 
Perizinan 

Suhannan 09-10-1972 Kasubbag SI Penata Muda Tk.I, 
Perencanaan lll/b 
dan 

----
_KeUC!_l!B_~_ 

-

Salawati 06-07-I964 Kasubbag SMA Penata Tk.I, Illld 
Umwndan 
Kenei!awaian 

Yunita 19-06-I 982 Staf SI Penata Tk.I Muda, 
Fatma Yoga, Illlb 
S.Si 
Riswan l0-06-I987 Staf SI Penata Muda,lll/b 
Kovani, SIP 
Hajadin 10-03-1979 Staf SI Penata Muda,111/a 
Saputra 
Aliman 08-08-1970 Staf SMA Pengatur Muda, II 

Tk. I, !lib 
- -·· 

Khalidin 23-03-1978 Staf SMA Pen•atur , ll/c 
Ramli. M 10-11-1969 Staf SMA Pengatur Muda, II 

Tk. I, !lib 
Alimansyah 08-08-1970 Staf SMA Pengatur Muda, II 

Tk. !, Il/b 
Harm.ah 10-12-1976 Staf SMA Pengatur Muda, II 

Tk. I, II/b 
Karimisvah 21-08-1966 Staf SMA Penoatur, ll/c 

--l-- --·----- ----

Syahri 17-08-1983 Staf SMA Pengatur, II/c 
Amarsvah --· ----·-·---

Su1nber :Bagian Umutn dan Kepegawaian Kecamatan Bintang: 2018 
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Dari data tabel diatas jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Bintang 

masih kurang dan tidak ideal, seharusnya setiap Kepala Seksi minitnal inemiliki 2 

(dua) orang staf bahkan tmtuk Bagian Umum dan Kepegawaian minimal 

berjumlah 4 (empat) orang. Jumlah pegawai yang ada saat 1ni menjadi kesulitan 

bagi pengambil kebijakan membagi tugas dalam melaksanakan PATEN. 

Berdasarkan basil pengamatan di lapangan, peneliti menemukan babwa 

bukan hanya jumlah pegawai negeri sipil saja yang menjadi hambatan, namun 

faktor keahlian dan kompetensi setiap ASN juga menjadi hambatan dalam setiap 

pelaksanaan tugas - tugas di kecamatan. Peneliti mengamati bahwa masih banyak 

ASN yang tidak produktif, ha1 ini erat kaitannya dengan tingkat pendidikan yang 

dimiliki seperti penjelasan dalam tabel 4.7 pada subbab diatas, dari jumlah ASN 

sebanyak 19 (sembilan belas) orang, 13 (tiga betas) orang memiliki tingkat 

pendidikan SMA, 5 (lima) orang memiliki tingkat pendidikan Sarjana Srata1 (S1) 

dan 1 (satu) orang tamatan Diii. 

Menurut pendapat penulis, rendahnya tingkat kualifikasi pendidikan yang 

dimiliki oleh pegawai Pemerintah Kecamatan Bintang serta rendahnya rnotivasi 

pegawai dalam menyelenggarakan PATEN menjadi faktor penyebab yang 

mempengaruhi penyelenggaraan PA TEN di Kecamatan Bintang tidak inaksimal, 

Disamping itu harnpir semuanya ASN yang saat ini bertugas di Kecamatan 

Bintang merupakan penduduk lokal dan tidak pemah dipindahtugaskan sehingga 

pengalaman kerja dan kompetensi diri tidak terasah dengan baik pada akhirnya 

tidak memiliki motivasi dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan 

publik kepada 1nasyarakat. 
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2).Sumber Daya finansial (Anggaran) 

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, faktor yang berpenganth dalam 

kelancaran pelaksanaan kebijakan yaitu anggaran. Sebab, tanpa adanya dukungan 

anggaran yang mernadai, sebuah kebijakan niscaya tidak akan terlaksana dengan 

efektif Dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 

tentang PATEN, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pemerintah 

Daerah Kabupaten Aceh Tengah telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan clan 

Belanja Kabupaten melalui pogram kegiatan PA TEN Pemerintah Kecamatan. 

Sejak Tahun Anggaran 2015 sampai tahun 2018 Pemerintah Kabupaten 

Aceh Tengah melalui Pemerintah Kecamatan telah mengalokasikan anggaran 

dana yang berswnber dari APBK Ac eh T engah melalui program kegiatan 

PATEN. Jumlah Anggaran kegiatan PATEN yang ditelah dialokasikan oleh 

Pe1nerintah Kabupaten melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DP A) Kecamatan 

Bintang dapat dilihat dalam tabel 4.10 dibawah ini. 

Tabel 4.10 
Alokasi Anggaran PATEN Kecamatan Bintang sejak Tahun Anggaran 

2015 s/d TahunAnggaran2018 

- ·--- -

No. Tal1un Anggaran Jumlah Anggaran Sumber Dana 

1 2015 Rp. 71.000.000,- APBK Aceh Tengah 

2 2016 Rp. 50.000.000,- APBK Aceh T engah_J 
- ·~ ·--·- -" - ---- -- - --- - -· -- -- --- -- -- - -- -- ---- ------- --------------
3 2017 Rp. 60.000.000,- APBK Aceh Tengah 

4 2018 Rp. 20.000.000.- APBK Aceh Tengah 

Sumber: Bagian Keuangan dan Perencanaan Kantor (~amat B1ntang (2018). 
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Penjelasan dalam tabel 4.8 diatas pada Tahun Anggaran 2015 jumlah 

anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan PA TEN melalui Program 

Pelayanan Perizinan Publik Petnerintahan Kegiatan Pelayanan Perizinan Publik 

Pemerintah Kecamatan sebesar Rp. 71.000.000 (tujuh puluh satu juta n1piah). 

Rincian penggunaan anggaran belanja pegawai berupa honorariwn lebih besar 

dibandingkan belanja barang dan jasa. 

Tahun Anggaran 2016 melalui Program Pelayanan Perizinan Publik 

Pemerintahan Kegiatan Pelayanan Perizinan Publik Pemerintah Kecamatan 

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Rincian penggunaan anggaran 

belanja pegawai jumlah nilai dananya hampir sama dengan belanja barang dan 

Jasa. 

Kemudian pada Tahun Anggaran 2017 1nelalui Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan 

Pelayanan Adn1inistrasi Terpadu Kecamatan (P3ATP) sebesar Rp. 60.000.000,­

( enam pultih juta rupiah). Rincian penggunaan dananya hampir sama dengan 

tahun anggaran 2018 yaitu adanya perimbangan antara belanja pegawai dengan 

belanja barang danjasa. 

Selanjutnya Tahun Anggaran 2018 melalui program Penataan Administrasi 

Kependudukan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang 

Kependudukan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rincian 

penggunaan dana lebih dominan kepada belanja barang danjasa. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, dalam penyusunan Rencana Kegiatan 

Anggaran (RKA) PATEN Kccamatan Bintang masih belum terencana dengan 
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baik, hat ini terlihat dari Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang telah 

ditetapkan dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018. 

Beberapa kebutuhan PATEN yang scharusnya dianggarkan tidak tersedia seperti 

pengadaan komputer dan mobiler yang seharusnya menjadi skala prioritas. Ten tu 

saja ha! ini, mengak:ibatkan penggunaan anggaran menjadi tidak efektif dan 

efisien. Namun disatu sisi, melihat kebutuhan pelaksanaan PATEN semakin 

meningk:at tidak diimbangi dengan jumlah anggaran yang memadai bahkan 

sebaliknya alokasi anggaran kegiatan PA TEN se1nakin kecil. 

c. Disposisi 

Sebuah kebijakan akan terlaksana dengan baik jika para implementornya 

memiliki sikap yang baik seperti apa yang diinginkan oleh pe1nbuat kebijakan. 

Disposisi 1nerupakan suatu perilaku yang ditunjukkan oleh imple1nentor dari suatu 

kegiatan implementasi kebijakan seperti komitmen, kejujuran, dan sikap 

demokratis. 

Komite1ncn merupakan aspek penting yang seringkali menjadi tantangan 

dalam menerapkan kebijakan PATEN ini, sebelum PATEN di Kecamatan Bintang 

dilaksanakan, pelayanan perizinan dan non perizinan ini seringka1i dikonotasikan 

sebagai "lahan basah" oleh beberapa pihak. Setelah Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang PATEN diterbitk.an, otomatis tidak. ada lagi 

celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknmn - oknum tertentu karena segala 

persyaratan dan pembiayaan dapat diketahui oleh masyarak.at dengan jelas dan 

transparan. 
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Faktor disposisi atau sikap merupakan salah satu aspek penting dalam 

melaksanakan suatu kebijakan, karena apabila seluruh .'ltakeholder mentiliki sikap 

dan kotnitrnen yang baik dalam melaksanakan kebijakan P A·rEN maka, 

penyelenggaraan PATEN akan berjalan dengan baik. Salah satu komitmen yang 

menjadi parameter baiknya pelayanan PATEN adalah dengan menerapkan asas­

asas PATEN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. Berikut basil pengarnatan penulis terhadap asas-asas pelayanan 

publik yang diterapkan dalam penyelenggaraan PA TEN di Kecrunatan Bintang : 

I). Kepentingan umum yang berarti pemberian pelayanan oleh petugas pelaksana 

PATEN tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. 

Dalam komponen ini, pelayanan PATEN yang dilakukan oleh petugas 

PA TEN Kecamatan Bintang telah sesuai dengan aturan, dimana pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan dalam artian semua 

dianggap sarna, tidak mengutarnakan kepentingan pribadi seperti keluarga atau 

kerabat dekat dari petugas pelayanan PATEN, tokoh masyarakat tnaupun pejabat 

pemerintah sekalipun. Secara hubungan emosional mayoritas masyarakat di 

Kecarnatan Bintang masih memiliki kekerabatan dan pertalian keluarga yang kuat 

baik antara penerima pelayanan 1naupun pemberi pelayanan. lnteraksi bahasa 

yang digunakan banyak menggunakan bahasa daerah dan panggilan lazirnnya 

sebuah keluarga. Hal ini menciptakan komunikasi dua arah yang tidak lagi 

bersifat formalitas dan kaku sehingga suasana kekeluargaan terlihat lebih kental. 
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2). Kepastian hukum berarti ada jaminan bagi terwujudnya hak dan kewajiban 

antara penerima pelayanan (warga masyarakat) dan pemberi pelayanan 

(kecamatan) dalam penyelenggaraan PATEN. 

Kepastian hukum disini adalah, bahwa setiap warga masyarakat berhak 

untuk menerima basil dari pelayanan PATEN sesuai dengan peraturan yang telah 

ditentukan dan berkewajiban untuk melengkapi persyaratan administrasi yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan dokwnen yang diinginkan. Dalam hal ini, 

berdasarkan pengrunatan peneliti, secara UJillllll kepastian hukum antara hak dan 

kewajiban telah berjalan dengan baik walaupun terkadang masih ada masyarakat 

yang belum memenuhi kewajibannya seperti kurangnya persyaratan yang hams 

dilengkapi pada saat pengurusan dokmnen walaplm pada akhrinya dilengkapi 

kembali dan kendala-kendala seperti ini masih dalam rasio batas kewajaran dan 

dapat diselesaikan dengan baik. 

3 ). Kesamaan berarti pemberian pclayanan dalam PA TEN tidak me1nbedakan 

suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekononll. 

Pelayanan PATEN di Kecamatan Bintangtidak membedakan-bedakan suku, 

ras, agama, golongan 1naupun status ekonotni. Masyarakat Kecamatan Bintang 

80% penduduknya suku asli yakni Suku Gayo, 20% merupakan suku pendatang 

seperti Suku Aceh, Jawa, Batak dan Melayu. Dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bemegara, semua suku dipandang sarna ketika mendapatkan pelayanan PATEN. 

T erlebih lagi 1 OOo/o warga masyarakat Kecan1atan Bin tang beragarna Islam dan 

rata-rata bekerja sebagai petani/pekebun yang lainnya berprofesi sebagai 

wiraswasta dan pegawai negeri. Dalam penyelenggaraan PA TEN di Kecamatan 
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Bintang, peneliti mengamati bahwa komitmen asas kesamaan ini terwujud baik, 

tidak ada 1nasyarakat yang 1nerasa dianaktirikan atau dibeda-bedakan karena 

suku, ras, agama, golongan dan status ekonomi ketika berurusan untuk 

mendapatkan pelayanan PATEN. 

5). Keprofesionalan berarti setiap pelaksana PATEN harus memiliki kompetensi 

yang sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kualitas pelayanan PA TEN akan berhasil tercapai jika pelaksana PATEN 

professional dalam bekerja. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap komponen 

asas keprofesionalan ini masih perlu pembenahan. Sikap profesional pelaksana 

PATEN terutama kemampuannya dalam memaharni bidang tugasnya masih 

rendal1. hal ini bukan kesalahan mutlak dari pelaksana PATEN itu sendiri tetapi 

memang mereka tidak dibekali dengan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis 

terkait pelaksanaan PATEN. Para pelaksana PATEN ini hanya menerirna perintah 

dan arahan dari atasan. 

6). Partisipatif berarti peningkatan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan PATEN dengan mernperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, peran masyarakat dalam penyelenggaraan 

PA TEN di Kecarnatan Bintang dengan memperhatikan aspirasi, keb11tuhan dan 

harapan 1nasyarakat behun maksirnal. Ha1 ini disebabkan karena Peraturan Bupati 

Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan PATEN sama sekali belum 

disosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat hanya mengetahui pada saat 

ketika berurusan Jangsung ke Kantor Camat Bintang sedangkan secara wnwn 
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masyarakat belum mengetahui tentang kebijakan yang tertera da1am Peraturan 

Bupati tersebut. Persoalan ini harus segera diselesaikan karena salah satu faktor 

kegagalan suatu kebijakan apabila antara pe1nbuat kebijakan dan penerima 

kebijakan tidak saling memahami dengan basil dari kebijakan yang telah 

diputuskan. 

7). Persamaan perlakuan atau diskriminatif berarti dalam penyelenggaraan 

PATEN, setiap warga masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang adil. 

Terhadap asas persarnaan perlakuan dalam penyelenggaraan PATEN dari 

pengamatan peneliti dilapangan sejauh ini masih baik, artinya belum ada indikasi 

perlakuan diskriminatif seperti mendahulukan pelayanan kepada seorang pejabat 

atau masyarakat yang dianggap "berpengaruh'', mengulur-ulur waktu atau 

memperlambat proses pengurusan dokumen. Semua proses pelayanan PATEN 

terkait persainaan perlakuan berjalan baik dan belurn ada keluhan dari masyarakat 

peneri layanan PATEN di Kecamatan Bintang. 

8). Keterbukaan berarti setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah 

mengakses dan memperoleh inforrnasi tentang PA TEN. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnfonnasi 

Publik menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh infonnasi dan setiap 

badan publik berkewajiban menyampaikan infonnasi kepada masyarakat. 

berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tersebut terkait dengan 

penyelenggaraan PA TEN di Kecamatan Bintang, pihak kecamatan belum 

sepenuhnya 1nengimplementasikan kebijakan ini. Dari pengamatan peneliti, 

masyarakat tidak dapat mengakses dan memperoleh infonnasi PATEN dengan 
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n1udah karena tidak terdapat papan infonnasi dan media infonnasi lainnya seperti 

brosur yang berisi tentang standar pelayanan PATEN yang diberikan, belum ada 

sosialiasi terkait standar pelayanan PATEN yang ada di Kecamatan Bintang. 

9). Akuntabilitas berarti proses penyelenggaraan PATEN hams dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Penyelenggaraan PATEN tentunya hams didukung dengan pendanaan yang 

memadai. Dalam hal ini Pemerintah Kecamatan telah menganggarkan setiap 

tahunnya biaya untuk mendukung pelaksanaan PATEN. Berdasarkan pengamatan 

penelitisejak tahun 2015 s/d 2018, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) telah mengalokasikan 

biaya pendukung pelaksanaan PATEN. Secara administrasi keuangan dapat 

pertanggungjawaban namun dalam penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran 

(DPA) belum terencana dengan baik dan tidak tepat sasaran. 

I 0). Fasilitasi dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan berarti ada pe1nberian 

kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalarn 

pelayanan. 

Fasilitasi dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan dalam pelayanan 

PATEN di Kecamatan Bintang berdasarkan pengamatan peneliti sama sekali 

belum ditemukan. Pemahaman peneliti dalam hal ini terkait kelompok rentan 

adalah mendahulukan pelayanan kepada disabilitas dan yatitn piatu, namtm 

dalam proses pelayanan PA TEN di Kecamatan Bintang semua warga yang 

berurusan memiliki hak dan kewajiban yang sama ketika memperoleh pelayanan. 
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11). Ketepatan waktu berarti penyelesaian setiap jenis pelayana11 yang dikelola 

tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan P A"fEN. 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti pada subbab 

sebelumnya bahwa dalam penyelesaian dokumen melalui PATEN terdapat dua 

kategori pelayanan yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan. Dari kedua 

komponen tersebut proses pengurusan dokumen layanan perizinan diselesaikan 

tepat waktu sedangkan untuk non perizinan khususnya penerbitan Surat 

Keputusan Camat T enang PemberhetiaruPengangkatan Aparatur Kampung dalam 

proses pengurusan dokumennya belum tepat waktu. 

12). Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan berarti setiap jenis pelayanan 

dalam PA TEN dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau oleh warga 

masyarakat penerima pelayanan. 

Dari beberapa jenis pelayanan PATEN yang ada di Kecamatan Bintang dari 

basil pengamatan penulis, ada beberapa jenis pelayanan yang dilakukan dengan 

cepat seperti penerbitan surat rekomendasi Surat lzin Tempat Usaha (SITU), Izin 

Gangguan (HO) dan surat-surat rekomendasi Jainnya. Hal ini disebabkan karena 

pada saat proses pengurusan surat reko1nendasi ini dimudahkan dengan 

persyaratan yang tidak. terlalu banyak. dan proses penandatangannya tidak. harus 

oleh Camat, jika camat tidak berada ditempat maka dapat ditandatangai oleh 

Sekretaris Camat atau Kasi yang berwenang. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilalnlkan peneliti, 

Pemerintah Kecamatan Bintang secara tunum telah memiliki komittnen yang baik 

dalam menerapkan pelayanan PATEN. Hal ini dikuatkan dari hasil wawancara 
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dalam subbab sebelumnya yang dilakukan peneliti terhadap penerima layanan 

perizinan dan non perizinan PA TEN. Dari 12 ( dua be las) ko1nponen azas-azas 

pelayanan publik. Kekurangan-kekurangan terhadap komitmen yang ada saat ini 

akan menjadi bal1an evaluasi bagi Pemerintah Kecamatan Bintang dalam 

meningkatkan kembali kualitas pelayanan PATEN sehingga harapan dan tujuan 

yang berkaitan dengan pelayanan publik dapat tercapai dan implementasi 

kebijakan PATEN berhasil dilaksanakan. 

d. Struktur Birokrasi 

Salah satu faktor yang cukup signifikan dalam mempengaruhi pelaksanaan 

sebttah kebijakan adalah struktur birokrasi. Meskipun para implementor 

mengetahui apa yang harus dikerjakan, metniliki kompetensi dan sumberdaya 

yang memadai, nmnun jika mereka masih dicegal1 oleh struktur birokrasi dirnana 

mereka melayani, maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut 

tidak akan berjalan dengan efektif 

Aspek stnlktur birokrasi ini mencakup dua 11al pcnting yaitu mekanisme dan 

struktur birokrasi organisasi.Mekanisme implementasi program biasanya sudah 

ditetapkan melalui Standard Operational Procedur (SOP). SOP yang baik. 

mencantumk.an kerangka kerja yang jelas, sistematis, dan tidak berbelit serta 

mudah dipahmni oleh siapapun karena menjadi acuan dalam bekerjanya 

implementasi. 

Berkaitan dengan Mekanisme implementasi yangditetapkan melalui 

Standard Operationnl Procedur (SOP), Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan 

Bi.ntang inasih belu1n maaksimal. Berdasarkan basil wawancara peneilti yang 
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dilakukan sebelumnya dengan petugas loket pelayanan PA TEN Kecamatan 

Bintang, ada beberapa pelayanan non perizinan dala1n pengurusannya tidak 

melalui loket pelayanan 1nelainkan langsung ditangani oleh kasi yang 

bersangkutan. Jndikasi ini menunjukan bahwa ada beberapa pegawai yang tidak 

memahami Standard Operational Procedur (SOP) PATEN secara baik dan benar, 

ini menyebabkan proses pelaksanaan pelayanan PATEN tidak berjalan maksimal 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan da1am Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 4 Talmo 2010. 

Aspek selanjutnya yaitu struktur birokrasi organisasi.struktur birokrasi 

organisasi sebaiknya menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. 

Struktur birokrasi organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan 

pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan 

kompleks, yang pada gilirannya akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi 

tidak fleksibel. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, struktur birokrasi organ1sas1 

Pemerintah Kecamatan Bit1tang belum berjalan dengan baik. Berdasarkan basil 

pengamatan peneliti, tugas pokok dan ft1ngsi behnn sesuai dengan Peraturan 

Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok dan 

Fungsi Kecamatan Bintang Camat, masih terjadi twnpah tindih pekerjaan, 

pembagian tugas yang dilimpaltkan kepada staf tidak berjalan maksi1nal karena 

tidak diberikan arahan dan bimbingan. Sehingga staf terkesan malas dan 

kebingungan. 
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Berdasarkan pengamatan penuhs terhadap pelaksanaan PATEN di 

Kecrunatan Bintang terkait struktur birokrasi organisasi. camat tidak menetapkan 

pelaksana teknis PATEN melalui Surat Keputusan Camat yang memuat tugas dan 

fwigsi petugas infonnasi, petugas loket/penerima berkas, petugas operator 

komputer, petugas pernegang kas dan petugas lain sesuai kebutuhan. Pegawai 

yang berh.Igas di bagian pelayanan hanya berdasarkan penunjukan lisan tanpa ada 

pembagian tugas yang jelas.sehingga terjadi twnpah tindih pekerjaan, sebagai 

contoh petugas loket/penerima berka juga bertindak sebagai operator computer 

dan sebaliknya. 

Dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan PATEN akan berjalan dengan 

baik jika dalam pelaksanaanya sesuai dengan 5'tandard Operational Procedur 

(SOP) PATEN dan pembagian tugas yangjelas dan terarab. Disinilab peran camat 

sangat menentukan sebagai pejabat yang diberikan tugas unn1k mengkoordinasi 

dan mengawasi pelaksanaan roda pemerintahan di kecamatan. 

e. Kepemimpinan 

Selain empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti 

yang dikemukakan oleh George Edward III terhadap pelaksanaan PA TEN di 

Kecamatan Bintang, terdapat faktor lain yang juga sangat berpengaruh dan 

menjadi penyebab terhambatnya perkembangan pelayanan administrasi terpadu 

kecamatan (PA TEN) di Kecamatan Bintang yakni peran soorang camat sebagai 

pimpinan organisasi kecamatan. Camat merupakan perpanjangan tangan 

pemerintah kabupaten yang memiliki tugas dan fungsi mengk.oordinasi, 

mengawasi, membina dan mengevaluasi perkembangan kecamatan yang 1neliputi 
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pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah 

satunya adalah dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat yang 

merupakan bagian dari urusan pemerintal1an. 

Tugas dan fungsi camat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan 

Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok dan 

Fungsi Kecamatan khususnya di Kecamatan Bintang tidak berjalan sebagaimana 

mestinya. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap penyelenggaraan pelayanan 

Administrasi Kecamatan (PA TEN) di Kecamatan Bintang bahwa peran camat 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sangat rendah. fungsi koordinasi 

dalam pelaksanaan PATEN dengan instansi terkait dalam jajaran pemerintah 

Kabupaten Aceh Tengah tidak pemah dilakukan. Fungsi pembinaan terhadap 

pelaksanaan PATEN baik kepada staf dan pembinaan kepada masyarakat juga 

tidak pemah dilakukan. Fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan 

pelaksanaan PATEN di Kecamatan Bintang tidak pemah dijalankan. 

Hal ini tentu sangat tidak baik terhadap perkembangan dan pelaksanaan 

PATEN di Kecamatan Bintang yang barn berjalan beberapa tahun, untuk itu perlu 

menjadi perhatian bagi pimpinan daerah supaya melakukan mengevaluasi dan 

pembinaan terhadap kinerja Camat Bintang khususnya terhadap pelaksanaan 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bintang 

dengan harapan dapat berjalan baik melalui peningkatan kualitas pela.yanan publik 

dalam rangka mewujudkan salab satu visi misi pimpinan daerab dalam hal ini Visi 

dan misi Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah. 
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C. Pem bahasan 

I. lmplementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) di 

Kecamatan Bintang. 

Latar belakang pentingnya penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Bintang 

didasari karena letak geografis cukup jauh dari ibukota kabupaten sehingga 

rentang kendali birokrasi terla1u Jama dan memakan waktu. Camat Bintang 

(Bihari Muslim) melalui wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 23 

April 2018 di ruang kerja beliau yang didampingi oleh Kasi Pemberdayaan dan 

Pemerintahan Kampung (Syeh Bener) terkait dengan latar belakang pelaksanaan 

PA TEN di Kecamatan Bintang mengatakan bahwa : 

"Kecamatan Bintang ini merupakan sa1ah satu kecamatan tertua di 
Kabupaten Aceh Tengah, wilayahnya cukup luas, urutan ketiga dari empat 
belas kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, sebaran penduduk 
tidak terpaku dalam satu pemukiman penduduk. Kecamatan kami cukup 
jauh dari ibu kabupaten, butuh satu jam perjalanan menggunakan kenderaan 
untuk sampai ke ibukota kabupaten, apalagi masyarakat kami yang dari 
Desa Serule dan sekitamya membutuhkan waktu tiga jam untuk sampai ke 
ibukota kabupaten. dan salah satu cara untuk memudahkan pelayanan 
kepada masyarakat kami adalah melalui penyelenggaraan PA TEN'' . 

Proses penerapan Kebijakan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PA TEN) di 

Kecamatan Bintang mulai pada tahun 2014, ketika saat itu salah satu lembaga 

swadaya dunia yang didanai oleh Pemerintah Asutralia bernama LOGICA2 

(Local Governance Innovation For Communities Jn Aceh Phase 2), bekeija sama 

dengan Pemerintah Indonesia dalam rangka memulih.kan kembali tatanan 

pemerintahan di Aceh pasca konflik dan tsunami Aceh, salah satu programnya 

mewujudkan kembali pemerintah yang baik meJalui peningkatan kualitas 
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pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 dan Qanun Aceh No 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publi.k. 

Hal tersebut dibenarkan oleh Camat Bintang ( Bapak Bihari Muslim, BA) 

berdasarkan wawancara peneliti pada tanggal 23 April 2018, 

"Awalnya PATEN di Kecamatan Bintang difasilitasi oleh LOGICA2, 
mereka membentuk Tim Standar Pelayanan Kecamatan Bin.tang dan 
memberikan bimbingan dan pelatihan teknis terkait standar pelayanan 
publi.k di kecamatan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan publik 
kepada masyarakat". 

Setelah setahun berjalan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melanjutkan 

Program PATEN di selumh kecamatan. Pada tabun 2015 Pemerintah Kabupaten 

Aceh Tengah melaJui Anggaran Belanja dan Pendapatan Kabupaten (APBK) telah 

mengalokasikan anggaran untuk setiap kecamatan dalam bentuk program kegiatan 

PA TEN, dengan harapan pelaksanaan kualitas PA TEN semakin meningkat. 

Begitu juga halnya dengan Kecamatan Bintang yang mendapat kucuran 

alokasi dana program kegiatan PATEN, melalui alokasi dana tersebut Kecamatan 

Bintang mempergunakannya untuk melengkapi prasarana penunjang PATEN 

seperti A TK kebutuhan pelayanan PA TEN, Honorarium Tim PATEN Kecamatan, 

biaya sosialisasi PATEN. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Camat Bin.tang 

(Bapak Bihari Muslim, BA), yang menyatakan bahwa ; 

" Menurut kami hal yang paling penting sebelum PATEN itu dapat 
dilaksanakan terlebih dahulu perlu disediakan sarana penunjangnya 
terutama biaya operasional kebutuhan PATEN. Disarnping itu juga karena 
kami sudah membentuk Tim PA TEN Kecamatan maka dalam bekcrja tim 
ini kami berikan honorium, dan salah lagi yang menurut kami sangat 
penting bagaimana supaya masyarakat tahu ten tang PA TEN maka kami juga 
melakukan sosialiasasi dan ini merupakan kebijakan-kebijakan yang telah 
kami putuskan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan PA TEN di 
Kecamatan Bintang". 
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a. Persyaratan Substantif PATEN di Kecamatan Bintang. 

Salah satu persyaratan utama dalam penyeleoggaraan PA TEN adalah 

persyaratan substantif yaitu adanya pendelegasian sebagian kewenangan 

bupati/walikota kepada camat. dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh 

Teogah telab menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Tengab Nomor 

141/764/TAPEM/2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Aceh 

Tengah Kepada Camat dalam Kabupaten Aceh Tengah, memberikan keleluasan 

dan kemudahan bagi pemerintah Kecamatan untuk menerapkan PA TEN seperti 

yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Bintang. Berdasarkan wawancara 

yang peneliti lakukan dengan Carnat Bintang (Bihari Muslim, BA) pada tanggal 

23 April 2018 menyatakan bahwa : 

"Setelah diterbitkannya Keputusan Bupati Aceh Tengah tentang 
pendelegasian sebagian kewenangan bupati ke kecamatan semakin 
memudahkan kami untuk menyelenggarakan PATEN, masyarakat kami 
tidak perlu lagi berurnsan langsung ke ibukota cukup hanya sampai di 
kecamatan saja, walaupun tidak semua kewenangan diberikan kepada kami 
tapi setidaknya telah membantu masyarakat kami". 

Di hari yang berbeda tepatnya tanggal 30 April 2018 diruang kerja beliau, 

peneliti j uga melakukan wawancara dengan Sekretaris Camat Bintang (Bapak 

Nardi) terkait dengan pelimpahan kewenangan Bupati Aceh Tengah kepada 

Camat mclalui Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/764/TAPEM/2015, 

Beliau menyarnpaikan bahwa : 

"Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat merupakan hal 
yang baik sehingga volume kerja pegawai di Pemerintah Kecamatan 
bertambah dan semakin meningkat, jangan lagi ada kata-kata bahwa jika 
bertugas di kecamatan tida.k ada kerja. Saya kira dengan adanya 
pendelegasian ini, persepsi tentang tidak: ada kerja di kantor camat dapat 
dihilangkan dan tentunya dengan betambahnya volume kerja barns 
dibarengi dengan tingkat kuaitas dan kemampuan pegawai yang memadai 
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serta ditunjang dengan ketersediaan prasarana yang juga juga harus 
memadai sehingga harapan kita menjadikan kecamatan sebagai simpul 
pelayanan bagi masyarakat dapat dicapai" 

Dapat dikatakan bahwa pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada 

camat memberikan kemudahan bagi camat untuk menjalankan pemerintahannya 

seodiri berdasarkan batas kewenangan yang diberikan dan untuk mewujudkan 

pelayanan yang baik maka harus disertai dengan kemampuan pegawai yang 

bandal dan profesional serta didukung prasarana penunjang pelayanan yang 

memadai. 

b. Persyaratan Admioistratif PATEN di Kecamatan Bintang. 

Persyaratan utama selanjutnya adalah persyaratan administratif yang harus 

dipenuhi oleh kecamatan dalam menyelenggarakan PA TEN berbentuk standar 

pelayanan yaitu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

dan acuan penilaian kua)jtas PA TEN merupakan janji penyelenggara/pemberi 

Jayanan yang berkuaUtas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Dalam hal ini 

Pemerintah Kabupaten telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2017 

tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 

Kabupaten Aceh Tengab. Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya 

berisi jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan di kecamatan yaitu persyaratan 

untuk mendapatkan pelayanan, proses atau prosedur pelayanan, pejabat yang 

bertanggungjawab terhadap pelayanan, waktu pelayanan dan biaya pelayanan. 

Standar pelayanan ini ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. 

Salah satu komponen dasar standar peJayanan adalab persyaratan yang 

harus dipcnuhi oleh penerima layanan. Setiap masyarakat penerima layanan 
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terlebih dahulu melengkapi semua persyaratau yang dibutuhkan guna untuk 

menerbitkan dokumen yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti 

dengan petugas loket yaitu Saudari Halmahera pada tanggal 12 Mei 2018 yang 

menyatakan bahwa : 

" Kendala yang kami hadapi dalam menyelesaikan dokumen terkadang tidak 
sesuai harapan, masih ada masyarakat yang mengurus keperluannya tidak 
melengkapi persyaratan menumt aturan yang telah ditentukan, terpaksa 
kami harus tunda dulu dan meoyampaikan kepada masyarakat untuk 
melengkapi persyaratan yang diperlukan" 

Pernyataan yang disampaikan oleh petugas loket tersebut senada dengan 

pemyataan yang disampaikan oleh salab seorang penerima layanan periz:inan, 

Saudara Zulkarnaen yang mempakan pemilik salah satu percetakan di Kecamatan 

Bintang, dalam wawancara yang pcneliti lakukan pada tanggal 17 Mei 2018, 

Saudara Zulkarenan menyampaikan bahwa: 

" Enam bulan yang lalu saya mengums izin usaha yang kami tekuni, dalam 
proses peoyelesaiannya cukup cepat hanya butuh waktu 2 (dua) hari, 
awalnya saya datang ke kantor camat hanya membawa dokumen photo copy 
KTP dan KI<, namun akhimya saya pulang lagi karena persyaratan belum 
terpenuhi, setelab peryaratan saya penuhi dan melengkapinya, dalam tempo 
singkat tanpa berbelit-belit surat izin usaha percetakan saya selesai, 
kebetulan usaha yang saya rintis masih kecil-kecilan, cukup satu kali saya 
berurusan ke kantor camat setelal1 persyaratan saya lengkapi" 

Hal ini tidak sepenuhnya bukan kesalahan penerima layanan, berdasarkan 

pengamatan penulis babwa papan informasi terkait standar pelayanan PATEN 

sama sekali tidak terpampang atau tidak tersedia bahkan tidak ada brosur-brosur 

yang bisa menjadi referensi masyarakat penerima Iayanan yang memuat 

persyaratan, waktu pelayanan dan biaya pelayanan sehingga akhimya masyarakat 

selaku penerima pelayanan tidak mengetahui secara jelas persyaratan yang harus 
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dilengkapi ketika mengurus keperluannya. Disamping itu juga tidak tersedianya 

petugas sebagai pemberi infonnasi yang memahami tentang standar pelayanan 

PATEN. Hal ini dikuatkan dari hasil wawancara pada tanggal 12 Mei 2018 antara 

peneliti dengan staf Kantor Kecamatan Bintang, Saudari Halmahera (petugas 

loket) yang menyatakan: 

" Dokumen yang kami terima tidak semuanya kami proses melalui meja 
pelayanan, ada sebagian dokumen langsung diserahkan kepada kepala seksi 
terkait yang menangani dokumen tersebut, seperti penerbitan Surat 
Keputusan tentang Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Pemberhentian 
Perangkat Kampung" 

Komponen standar pelayanan selanjutya adalah ketepatan waktu dalam 

proses pengurusan dokumen. Dalam hal ini pengurusan dokumen non perizinan 

yaitu penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Pemberhentian Perangkat Kampung 

seperti Rakyat Genap Mupakat (RGM), Petue, Imem Kampung, Kaur dan 

Penghulu tidak tepat waktu. Pemyataan ini disampaikan oleb Saudara Tarlian, 

Sekretaris Desa (Banta) Linung Bulen JI berdasarkan basil wawancara peneliti 

pada tanggal 22 Mei 2018 di Kantor Camat Bin tang : 

"Sudah sebulan kami melakukan pemilihan imam kampung yang barn, 
semua persyaratan untuk penerbitan Surat Keputusan 
Pengangkatan/Pemberhentian lmem kampung yang baru telah kami 
lengkapi, dua minggu yang lalu berkas suda11 kami ajukan ke kecamatan, 
namun sampai saat ini belum kami terima Surat Keputusan dimaksud, 
tentunya hal ini berpengaruh terhadap pelaksaan tugas-tugas imam di 
kampung kami" 

Berdasarkan basil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa proses 

penerbitan Surat Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat Bintang tidak 

berjalan sesuai dengan komponen standar pelayanan PA TEN dalam hal ketepatan 

waktu. 
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Komponen standar pelayanan selanjutnya adalah biaya yang kenakan dalam 

pengurusan dokumen. Hasil pengamatan peneliti dan wawancara dengan penerima 

layanan yaitu saudara Zulkamaen (pemilik toko alat tulis kantor) pada tanggal 17 

Mei 2018 mengatakan bahwa : 

" Dalam pengmusan Smat Izin Tempat Usaha, saya membayar sesuai 
ketentuan yang berlaku tidak ada biaya pengurusan melebihi aturan yang 
telah ditentukan". 

Hal ini juga dibenarkan oleh oleh Saudara Tarlian, Sekretaris Desa (Banta) 

Linung Bulen II dalam wawancara penulis pada tanggal 7 Juli 2018, 

"Dalam pengurusan berkas penerbitan Smat Keputusan 
Pengangkatan!Pemberhetian Imam Kampung Linung Bulen II, kami tidak 
dikenakan biaya apapun". 

Dapat dikatakan bahwa komponen standar biaya yang dikenakan dalam 

pengurusan dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan telah sesuai dengan 

harapan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Kantor 

Camat Bintang (Saudara Jamaluddin) pada tanggal 26 Juli 2018, bahwa: 

" Sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam Perbup Bupati Aceh 
Tengah tentang standar pelayanan yang didalamnya memuat biaya yang 
dikenakan, kami yang menangani jenis pelayanan non perizinan yaitu 
penerbitan Surat Keputusan Perangkat Kampung akan mematuhi aturan 
tersebut, setiap pengurusan penerbitan Surat Keputusan Perangkat Kampung 
tidak kami kenakan biaya administrasi sepersenpun". 

c. Persyaratan Teknis PATEN di Kecamatan Bintang. 

Persyaratan Penyelenggaran Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN) berikutnya adalah persyaratan teknis yang meliputi sarana, prasarana 

dan pelaksana teknis PATEN. Sarana PA TEN yang hams dipenuhi berupa tempat 

piket, Joket/tempat pendaftaran, tempat memproses berkas, tempat pengolahan 
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data, tempat finalisasi proses, rnaug tunggu, tempat penyerahan dokumen, tempat 

pembayaran, tempat penanganan pengaduan clan fasilitas pendukung lainnya. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap sarana PATEN di 

Kecamatan Bintang terdapat beberapa persyaratan yang telah terpenuhi. 

Persyaratan lain seperti tempat pengolaban data yang belum memadai, dimana 

fasilitas penunjang berupa komputer dan printer sebagai pengolah data hanya 

berjumJah satu unit. Kondisi tempat pengolahan data tersebut dapat dilihat dalam 

gambar 4. 2.Berikut : 

Gambar4.2 
Keadaan sarana Tempat Pengolahan Data Pelayanan PATEN 

Kecamatan Bintang 

Sumber Dokumentasi: Kantor Camat Bintang: 2018 

Berdasarkan wawancara peneliti terkait dengan sarana PA TEN pada tanggal 

12 Mei 2018 dengan petugas loket yang saat itu sedang bertugas, Saudari 

Halmahera mengatakan bahwa : 
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"kami terkendala dengan sarana penunjang pelaksanaan PA TEN khususnya 
pengolah data. perangkat komputer yang ada saat ini hanya satu unit, 
perangkat yang ada saat ini juga sering mengalami kerusakan, sudah tentu 
hal ini mempengaruhi tugas kami dalam menyelesaikan dokumen yang 
harus segera kami terbitkan terutama sekali penerbitan surat rekomendasi", 

Dapat dikatakan dengan kekurangan perangkat komputer sebagai alat 

pengolah data dapat menghambat proses penerbitan dokumen yang berakibat 

kepada lambatnya pelayanan PATEN, efek dari keterlambatan penerbitan 

dokumen tersebut menjadikan pelayanan PA TEN di Kecamatan Bintang tidak 

maksimal dari segi ketepatan waktu. 

Disamping perangkat komputer dan printer yang masih kurang memadai, 

tempat penanganan pengaduan belum tersedia, fasilitas lainnya berupa papan 

infonnasi, brosur, leaflet atau spanduk juga tidak tersedia sama sekali. Hal ini 

dibenarkan oleh Sekretaris Carnal Bintang (Nardi) dalam wawancara pada tanggal 

30 April 2018 yang menyatakan bahwa : 

"Keadaan sarana di Kantor Camat Bintang pada tahun 2014 sampai dengan 
tahun 2016 sebenamya masih memadai, khususnya di tempat pelayanan, 
namun seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai terutama Sekretaris 
Oesa yang pinda.h tugas ke kecamatan sehingga meja dan kursi tempat piket 
tempat pengaduan pelayanan dan tennasuk I (satu) perangkat komputer 
terpaksa kita alih fungsikan untuk sarana kerja Sekretaris desa yang pindah 
tersebut, saat ini ada sekitar 5 (liJna) orang pegawai dari jabatan Sekretaris 
Desa dan itupun masih ada yang belum memiliki meja dan kursi kerja dan 
sarana lainnya". 

Keberadaan sarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecarnatan Bintang 

<la.pat dilihat dalam gambar berikut 4.3dan Gambar 4.4 berikut ini : 
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Gambar4.3 
Keadaan Ruang Tunggu PA TEN Kecamatan Bintang 

f ' ... 

Sumber Dokurnentasi: Kantor Camat Bintang, 2018 

Gambar4.4 
Keadaan Loket Pelayanan PA TEN Kecamatan Bintang 

' 
Sumber Dokumentas1: Kantor Camat Bmtang, 2018 
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Berdasarkan basil pengamatan peneliti terhadap sarana penunjang PATEN 

di Kecamatan Bintang seperti mobiler yaitu tempat pengarsipan dokumen clan 

meja/kursi kerja ruang pelayanan juga masih kurang memadai seperti yang 

terlihat dalam gambar 4.5 dan gambar 4.6 dibawah ini : 

Gambar4.5 
Keadaan Meja Kerja dan Kursi Kerja sarana penunjang PA TEN 

Kecamatan Bintang 

Dokumentasi : Kantor Camat Bintang, 2018 

Gambar4.6 
Keadaan Meja Kerja dan Kursi Kerja sarana penunjang PATEN 

Kecamatan Bintang 

Dokumentasi : Kantor Camat Bintang, 2018 
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Secara urn.um berdasarkan hasil pegamatan peneliti terhadap prasarana 

PA TEN Kecamatan Bintang masih belum maksimal dan tidak memadai. Hasil 

wawancara penulis dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kantor Camat 

Bintang pada tanggal 3 Juli 2018, Saudari SaJawati yang menyatakan bahwa : 

" Masih banyak kekurangan terhadap prasarana PA TEN di Kecamatan 
Bintang, pelayanan kami tidak akan maksimal jika hanya tergantung kepada 
prasarana yang tersedia saat ini. Hal ini telah kami sampaikan kepada 
Sekcam agar dapat dianggarkan dalam kegiatan PATEN, namun sampai saat 
ini belum terealisasi" 

Terkait keluhan yang disampaikan oleh Kasubbag Umum dan 

Kepegawaian, peneliti melakukan klarifikasi terhadap ketersediaan prasarana 

PA TEN di Kecamatan Bintang. Hasil wawancara peneliti pada tanggal 30 April 

2018 dengan Saudara Nardi (Sekcam Bintang) menyatakan : 

"Memang benar adanya, prasarana yang ada untuk penunjang PATEN 
masih kurang, hat ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk Kegiatan 
PATEN di Kecamatan Bintang tidak memadai dan dananya terbatas.". 

Dari pemyataan diatas maka peran camat selaku pengambil kebijakan 

sangat berperan terhadap pelaksaaan PATEN di Kecamatan Bintang dalam hal ini 

terkait dengan pemenuhan kebutuhan PA TEN berupa prasarana penujang dan 

camat seharusnya memabami hal ini dengan menga1okasikannya dalam anggaran 

rutin kecamatan. 

Persyaratan teknis PA TEN lainnya adalah sarana PATEN yaitu gedung 

kantor. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan kondisi gedung Kantor Camat 

Bintang terlihat tidak rapi, tidak terurus dan terkesan kurang bersib. Gedung 

kantor yang rapi, bersih dan tertata dengan baik menggambarkan secara umum 

keadaan intemaJ Jingkungan kerja yang baik dan sebaliknya, lingkungan kerja 
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yang rapi dan bersih akan memberikan kenyamanan kepada pegawai kantor 

kecamatan maupun masyarakat yang menerima pelayanan. Melalui wawancara 

yang dilakukan penulis terhadap Saudari Hahnahera ( petugas loket ) pada tanggal 

12 Mei 2018 : 

"Sebenamya saya sebagai petugas loket tidak merasa nyaman dengan 
kondisi gedung kantor yang ada, dinding kantor khususnya ruang pelayanan 
sangat kusam tidak pemah dilakukan pengecatan. Ini sangat berpengaruh 
dan mengurangi semangat kerja bagi saya, padahal kenyamanan dalam 
bekerja itu yang paling utama dan tentunya dengan kerapian ruangan 
masyarakat yang berurusanjuga pasti merasa nyaman". 

Hal senada juga disampaikan oleh penerima pelayanan, Bapak Zulkamaen 

pemilik salah satu toko yang percetakan dan alat-alat tulis kantor, melalui 

wawancara peneliti pada tanggal 17 Mei 2018, Beliau menyatakan 

keprihatinannya terbadap sarana PA TEN di Kecarnatan Bintang : 

" Saya sangat kecewa dengan kondisi gedung kantor Ca.mat Bintang dan 
Joket pelayanan PATEN, seharusnya sebagai temp at pelayanan bagi 
masyarakat hams memiliki kewibawaan karena ini merupakan lembaga 
kepemerintahan, kesan itu hilang setelah melihat kondisi ruang pelayanan 
yang tidak terurus hingga terkesan pelayanan yang dilakukan tidak serius 
dan asal-asalan" 

Gedung Kantor Camat Bintang seperti yang disampaikan oleh Bapak 

Zulkamaen, warga penerima layanan PATEN di Kecamatan Bintang sesuai 

dengan basil pengamatan peneliti. Kondisi kantor sangat tidak layak untuk 

dikatakan sebagai tempat pelayanan masyarakat, karena kondisinya san1a sekali 

tidak memberikan kenyaman bagi siapapun yang datang berurusan. 

Selain sarana dan prasarana PATEN, terdapat juga persyaratan teknis 

Iainnya yaitu pelaksana teknis yang meliputi ; petugas informasi, petugas 

loket/penerima berkas, pen1gas operator komputer, petugas pemegang kas dan 
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petugas lain yang dibutuhkan. Berdasarkan pengamatan penelitian, petugas 

informasi dan pemegang kas belum ada pegawai yang menangani sehingga 

masyarakat sama sekali tidak dapat memperoleh informasi yang pasti terkait jenis 

pelayanan dan persyaratan-persyaratan yang hams dilengkapi dalam mengurus 

administrasi pelayanan. 

d. Sumber Daya Manusia. 

Sumber daya manusia menjadi saJah satu kunci kesuksesan proses 

implementasi kebijakan bagi suatu daerah. Sejatinya walaupun isi kebijakan sudah 

dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator 

kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi 

tidak akan berjalan efektif. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sumber 

daya manusia barus dibekali dengan kemampuan dan keterampilan. Mampu untuk 

memahami tugas yang diemban dan terampil dalam menggunakan alat sebagai 

penunjang tugas yang dilaksanakan. Kemampuan saja tidak cukup tanpa memiliki 

keterampilan. 

Kantor Camat Bintang sebagai penyelenggara pemerintaban khususnya 

dalam penyelenggaraan PATEN seharusnya memiliki sumber daya manusia yang 

memadai, kemampuan dan keterampilan yang baik sehingga pelayanan publik 

untuk mewujudkan pemerintahan yang baik akan tercapai. Namun hal tersebut 

sulit terpenuhi. Berdasarkan basil pengamatan penulis, bahwa jumlah Aparatur 

Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kecamatan Bintang sebanyak 19 (sembilan 

belas) orang yang terdiri dari camat, sekretaris camat, kasi/kasubbag beserta staf. 
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Terkait hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Kasi 

Pemerintahan Saudara Jamaluddin pada tanggal 26 Jttli 2018, dalam wawancara 

ini beliau mengatakan bahwa : 

" Satu hal yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas-tugas kami selaina 
ini adalah kurangnya jumlah pegawai yang membantu kami, saya sendiri selaku 
Kasi Pemerintahan hanya memiliki satu orang staf, padahal yang saya butuhkan 
minimal dua orang, terkadang saya sendiri yang tlmlll tangan untuk 
mengerjakannya, seperti mengetik konsedran surat keputusan camat tentang 
pemberhentian/pengangkatan aparatur kampung. lni terjadi jika staf saya 
berhalangan hadir atau staf saya mengerjakan pekerjaan lain yang saya 
perintahkan". 

Persoalan kekurangan pegawai ini tidak hanya terjadi terhadap Kasi 

Pemerintahan tetpai juga hat yang sama dialami oleh Kasubbag Umtun dan 

Kepegawaian Kantor Camat Bintang, dalam wawancara peneliti dengan Saudari 

Salawati selaku Kasubbag Umwn dan Kepegawaian Kantor Camat Bintang pada 

tanggal 13 Juli 2018 menyatakan bahwa : 

"Hampir semua seksi kekurangan pegawai, terlebih di sub bagian saya yang 
merupakan dapur pemerintahan. Saya ban.ya memiliki dua orang staf yang 
merangkap sebagai petugas loket. Terutama sekali petugas loket, saat ini yang 
aktif sebagai petugas loket hanya satu orang, sedangkan yang satu lagi membantu 
jika volume pekerjaan pelayanan PATEN cukup tinggi. Akibat dari kekurangan 
pegawai ini membuat saya suht membagi tugas kepada staf'. 

e. Somber Daya Finansial (Anggaran). 

Dalam meningkatkan penyelenggaran PATEN di Kecamatan Bintang, sejak 

Tahun 2015 sld dengan Tahun 2018, Pemerintah Kecamatan Bintang setiap 

tahunnya melakukan penganggaran, ini dilakukan agar pelaksanaan PATEN di 

Kecamatan Bintang dapat berjalan seperti yang diharapkan. Hal tersebut sesuai 

dengan yang disampaik.an oleh Bapak NARDI (Sekretaris Camat Bintang) pada 

tanggal 30 April 2018 di Kantor Camat Bintang: 
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"Sebagai bentuk keseriusan kami selaku penyelenggaran PATEN di 
Kecamatan Bintang, kami setiap tahunnya selalu menganggarkan PATEN 
dalam bentuk kegiatan namun karena keterhatasan anggaran, porsi alokasi 
anggaran untuk kegiatan PA TEN kurang memadai, sehingga banyak 
kebutuhan-kebutuhan PATEN yang menurut kami penting tidak 
terako1nodir". 

Pada dasamya Pemerintal1 Kecamatan Bintang telah berupaya untuk 

melaksanakan PATEN dengan keterbatasan anggaran yang ada namllll hanya 

sebatas upaya tetapi tidak terlihat keseriusan dalarn penanganan persoalan yang 

dihadapi.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang dialokasikan untuk 

Kecamatan sebenamya dapat diperuntukan penggunaannya untuk kelancaran 

pelaksanaan PA TEN dengan menyusun perencanaan yang baik dan melihat 

kebutuhan-kebutuhan yang menjadi proritas dalain mengi1nple1nentasikan 

PATEN di Kecamatan Bintang. 

f. Azas-Azas Penyelenggaran PATEN. 

Untuk mengetahui implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Bintang 

berdasarkan asas-asas penyelenggaran PATEN, peneliti 1nelakukan wawancara 

dengan warga penerima la.ya.nan perizinan dan non perizinan. Berdasarkan basil 

wawancara peneliti dengan Saudara Tarlian, Sekretaris Desa (Banta) pada tanggal 

7 Juli 2018 (warga yang menerima layanan perizinan) mengatakan bahwa: 

" Sa.ya datang ke kantor kecamatan untuk mcngurus rekomendasi 
pindah/datang masyarak:at saya. Sa.ya masukan berkas ke loket pelayanan 
dengan kelengkapan syarat yang diperlukan seperti KK,KTP, Formulir 
Fl.08, Fonnulir Fl.01. persyaratan tersebut saya peroleh infonnasinya dari 
Kaur Pemerintahan kampung, oleh petugasnya saya disuruh menunggu, 
tidak sampai satu jam, berkas yang say a sudah selesai diproses, waktu saya 
tanya berapa biayanya administrasinya?, petugas loket menjawab ; tidak. 
dikenakan biaya pak". 
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Dari pemyataan yang disampaikan oleh Saudara Tarlian selaku penerima 

jasa layanan perizinan, pelaksanaan PATEN di Kecamatan Bintang terkait dengan 

asas ketepatan waktu telah berjalan dengan baik terutama dalarn layanan perizinan 

penerbitan rekomendasi. Di hari yang sama peneliti juga melakukan wawancara 

terkait asas-asas penyelenggaraan PA TEN di Kecamatan Bintang, peneliti 

mewawancari Saudara Tarlian selaku Sekretaris Desa (Banta) 

" Pelayanan PATEN di Kecamatan Bintang ini sudah cukup bagus, tidak 
ada diskriminasi a.tau yang diistimewakan semuanya saya lil1at tidak ada 
perbedaan. Hanya saja ketepatan waktu dalarn penerbitan Surat Keputusan 
saja yang kadang-kadang terlambat, alasannya karena pak camat tidak 
berada di tempat a.tau keluar daerah. Karena Surat Keputusan Pengangkatan 
dan Pemberhentian perangkat kampung seperti yang sedang saya wus 
sekarang yaitu Surat Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Kepala 
Urusan harus ditandatangi oleh Camat, mungkin hanya disitu saja 
kekurangannya, lllltuk biaya penerbitan SK tidak pernah dipungut oleh 
pihak kecamatan, barangkali takut pungli .. hehe (katanya bercanda). 

Sedangk:an dari pemyataan Saudara Tarlian, dalarn penerbitan dokumen 

pelayanan PA TEN non perizinan tidak sesuai dengan asas-asas pelayanan publik 

yaitu ketepatan waktu. Dari wawancara tersebut diatas dapat disi1npulkan bahwa 

dari 12 (dua be1as) Azas-Azas Penyelenggaraan PATEN, Azas Ketepatan waktu 

dalam penerbita.11 dokwnen non perizinan perlu menjadi perhatian Pemerintah 

Kecamatan Bintang dalam menyelenggarakan PATEN. Dan berdasarkan 

pengamatan peneliti azas keterbukaan juga menjadi perhatian Pemerintah 

Kecamatan Bin tang dalam penyelenggaran PATEN. Keterbukaan maksudnya 

adalah adanya kejelasan informasi persyaratan yang hams dipenuhi warga ketika 

akan mengurus dokumen sedangkan azas ketepatan waktu adalah lamanya waktu 

penerbitan produk pelayanan terutarna pelayanan non perizinan. 



A. KESIMPULAN 

BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uraian dan basil penelitian yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti yaitu Pelayanan Administrasi Terpadu Kecarnatan (PATEN) di Kecamatan 

Bintang ( Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 

88 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN) di Kabupaten Aceh Tengah), sebagai berilrnt: 

1. Faktor~Faktor Penyebab Imple1nentasi Kebijakan Pelayanan Terpadu 

Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bintang. 

Mengacu pad.a pendapat George Edward III tentang faktor - faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan, maka Pelayanan Administrasi T erpadu 

Kecamatan (PA TEN) di Kecamatan Bin tang membuktikan bahwa : 

a. Komunikasi 

1 ). Transmisi, 

Pemerintah Kecamatan Bintang belwn maksimal menyelenggarakan 

PATEN dikarenakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 2018 

tentang Standar Pelayanan PATEN belum mampu dipahami pegawai dan belum 

disosialisasikan kepada masyarakat. 

119 
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2). Kejelasan, 

a). Persyaratan SubstantifPATEN di Kecamatan Bintang. 

Kecamatan Bintang telah memenuhi persyaratan uta1na PATEN yaitu 

Persyaratan Substantif dengan diterbitkannya Kepuhtsan Bupati Aceh Tengah 

Nomor 14!/764(fAPEMJ2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Bupati Aceh Tengah Kepada Camat dalam Kabupaten Aceh Tengah. Terdapat 4 

(empat) urusan pemerintahan yang didelegasikan kepada camat dan beberapajenis 

pelayanan yang dilimpahkan kepada camat berkaitan dengan pelaksanaan 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terdiri dari 3 (tiga) jenis 

perizinan dan 10 (sepuluh) jenis non perizinan. 

b ). Persyaratan Administratif PATEN di Kecamatan Bintang 

Persyaratan adminisitratif dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Aceh 

Tengah Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan di Kabupaten Aceh yang memuat empat komponen standar pelayanan 

yaitu ; persyaratan pelayanan telah tersedia, prosedur pelayanan penerbitan 

dokumen non perizinan berupa Surat Kepuh1san Camat Bintang tentang 

pemberhentian/pengangkatan aparatur pemerintahan kampung belwn sesua1 

dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), waktu pelaksanaan untuk 

pengurusan Surat lzin Gangguan (HO) dan Penerbitan Surat lzin Usaha (SITU) 

dalam proses penerbitan dokumennya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

dalarn standar pelayanan, biaya pelayanan PA TEN Kecatnatan Bintang sudah 

cukup baik telah sesuai dengan asas-asas pelayanan publik dan sesuai dengan 

standar pelayanan yang dibenarkan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah. 
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c). Persyaratan Teknis PATEN di Kecarnatan Bintang 

Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Bintang belwn maksimal dalam 

memenuhi persyaratan teknis PATEN yaitu dari 9 (se1nbilan) komponen sarana 

PATEN di Kecamatan Bintang, terdapat 2 (dua) komponcn sarana yang belum 

tersedia yaitu ternpat pilcet dan tempat peengaduan. Selain itu Carnal Bintang juga 

belum menerbitkan secara tertulis melalui Keputusan Carnal terkait pelaksana 

leknis PA TEN di Kecamatan Bin tang .. 

3). Konsistensi, 

Pemerintah Kecamatan Bintang da1am menyelenggarakan PA TEN adalah 

dengan menjalankan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 2017 

tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Aceh, 

namun dalam prakteknya peningkatan kualitas pelayanan PA TEN di Kecamatan 

Bintang ini terutama berdasarkan komponen standar pelayanan PATEN dan Azas­

Azas PATEN belum sepenuhnya maksimal. 

b. S1unber Daya 

I). Sumber Daya Manusia (stat) 

Pemerintah Kecamatan Bintang sebagai penyelenggara PA TEN inemiliki 

pegawai sebanyak 19 (Sembilan betas) orang.Jumlah tersebut sudah termasuk 1 

(satu) orang Carnal, I (satu) orang Sekrelaris Carnal dan 5 (lima) orang Kepala 

Seksi, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian dan 10 (sepuluh) orang staf.Selain 

jumlah ASN yang masih kurang, faktor keahlian dan kompetensi ASNKecamatan 

Bintang met1jadi hambatan dalam penyelenggaran PATEN. Hal ini erat kaitannya 

dengan tingkat pendidikan yang dimiliki, dari jumlah ASN sebanyak 19 
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(sembilan belas) ora11g, 13 (tiga betas) orang merniliki tingkat pendidikan SMA, 5 

(lima) orang memiliki tingkat pendidikan Sarjana Sratal (SI) dan 1 (satu) orang 

tamatan Dill. Jabatan ese1on 80o/o berpendidikan SMA. 

2). Sumber Daya finansial (Anggaran) 

Pengalokasian anggaran wituk kegiatan PATEN di Kecamatan Bintang 

telah tersedia, namun alokasi anggaran tidak terencana dengan baik dan tidak 

tepat sasaran. Disamping itu besaran anggaran yang dialokasikan terbatas 

sehingga kebutuhan anggaran yang menjadi prioritas tidak mencukupi. 

c. Disposisi 

Pemerintah Kecamatan Bintang memiliki komitmen yang baik dalam 

menerapkan pelayanan non penzman dan perizinan. Dari 12 (dua belas) 

komponen azas·azas pelayanan publik, azas partisipatif dan asas keterbukaan 

dalam pelaksanaan PATEN perlu menjadi perhatian pemerintah Kecamatan 

Bintang. 

3. Struktur Birokrasi 

Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Bintang masih belum maksimal. 

Ada beberapa pelayanan non perizinan dalam pengun1sannya tidak melalui loket 

pelayanan, indikasi ini menunjukan bahwa pegawai kecamatan tidak memahami 

Standard Operational Procedur (SOP) PATEN secara baik dan benar. Aspek 

struktur birokrasi organisasi Pemerintah Kecamatan Bintang belum berjalan 

dengan baik. Tugas pokok dan fungsi belwn sesuai dengan Peraturan dan 

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nornor 46 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas 

Pokok dan Fungsi Kecamatan terhadap pelaksanaan PATEN di Kecamatan 
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Bintang terkait struktur birokrasi organisasi. Camat tidak menetapkan pelaksana 

teknis PATEN melalui Surat Keputusan Camat yang memuat tugas dan fungsi 

petugas infonnasi, petugas loket/penerima berkas, petugas operator komputer, 

petugas pemegang kas dan petugas lain sesuai kebutuhan. Pegawai yang bertu.gas 

di bagian pelayanan hanya berdasarkan penunjukan lisan tanpa ada pembagian 

tu gas yang jelas. sehingga terjadi tumpah tindih tu gas. 

2). hnplementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) di 

Kecamatan Bintang. 

a. Persyaratan Substantif PATEN di Kecamatan Bintang. 

Penerapan kebijakan Pelayanan Administrasi T erpadu Kecamatan 

(PATEN) di Kecamatan Bintang telah memenuhi persyaratan Substantif dengan 

terbitnya Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 14In64ffAPEM/2015 Tentang 

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Aceh T engah Kepada Cru.nat dalam 

Kabupaten Ac eh T engah. Berdasarkan wawancara clan pengamatan bahwa 

pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada camat memberikan 

kemudahan bagi carnat untuk menjalankan pemerintahannya sendiri berdasarkan 

batas kewenangan yang diberikan terutama dalam menerapkan Pelayanan Terpadu 

Kecamatan (PA TEN) 

b. Persyaratan Adrninistratif PATEN di Kecamatan Bintang. 

Salah satu persyaratan administratif administratif yang hams dipenuhi oleh 

kecamatan dalam menyelenggarakan PA TEN adalah berupa standar pelayanan 
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yaitu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan 

penilaian kualitas PATEN sebagai janji penyelenggara/pemberi layanan yang 

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Komponen standar pelayanan 

memuat jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan di kecamatan yaitu persyaratan 

untuk mendapatkan pelayanan, proses atau prosedur pelayanan, waktu pelayanan 

dan biaya pelayanan. Dari basil wawancara dan pengamatan, papan informasi, 

brosur-brosur tentang persyaratan PATEN tidak tersedia, penerbitan surat 

keputusan camat tentang pemberhentian/pengangkatan aparatur kampung tidak 

tepat waktu. 

c. Persyaratan Teknis PATEN di Kecamatan Bintang 

Persyaratan Penyelenggaran Pelayanan Administrasi T elJladu Kecamatan 

(PATEN) berikutnya adalah persyaratan teknis yang meliputi sarana, prasarana 

dan pelaksana teknis PATEN. Sarana PA TEN yang hams dipenuhi berupa tempat 

piket, loket/tempat pendaftaran, ternpat rnemproses berkas, tempat pengolahan 

data, ternpat fmalisasi proses, ruang tunggu, tempat penyerahan dokumen, tempat 

pembayaran, tempat penanganan pengaduan dan fasilitas pendukung lainnya. 

Berdasarkan wawancara dan pengamatan, sarana dan prasarana serta fasilitas 

pendukung PATEN di Kecamatan Bintang belum memadai dan mengalami 

kekurangan. 

d. Somber Daya Manusia 

Kantor Camat Bintang sebagai penyelenggara pemerintahan khususnya 

dalam penyelenggaraan PATEN seharusnya memiliki sumber daya manusia yang 

metnadai, kemampuan dan keterampilan yang baik sehingga pelayanan publik 
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untuk mewujudkan pemerintahan yang baik akan tercapai. Namun hal tersebut 

sulit terpenuhi. Berdasarkan basil pengrunatan penulis, bahwa jumlah Aparatur 

Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kecru.natan Bintang sebanyak 19 (sembilan 

betas) orang yang terdiri dari camat, sekretaris camat, kasilkasubbag beserta staf 

Berdasarkan wawancara dan pengamatan, bahwa pegawai Kantor Camat Bintang 

masih kurang akibatnya para kepala seksi sulit dalam melakuka11 pembagian 

tu gas. 

e. Surnber daya Finansial (Anggaran). 

Dalam meningkatkan penyelenggaran PATEN di Kecamatan Bintang, sejak 

Tahlm 2015 s/d dengan Tahun 2018, Pemerintah Kecamatan Bintang setiap 

tahunnya telah melakukan penganggaran, ini dilakukan agar pelaksanaan PA TEN 

di Kecamatan Bintang dapat berjalan seperti yang diharapkan. yang dialokasikan 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah. 

f. Azas-Azas Penyelenggaran PA TEN 

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan pub1ik, 

khususnya jenis pelayanan administrasi, maka PATEN menganut asas-asas 

pe1ayanan publik: sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. Dari 12 (dua bolas) Azas-Azas Penyelenggaraan PATEN, Azas 

keterbukaan dan Azas Ketepatan waktu perlu menjadi perhatian Pemerintah 

Kecarnatan Bintang dalam menyelenggarakan PA TEN. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti uraikan diatas, maka dapat 

direkomendasikan saran - saran sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kecamatan Bintang, disarankan untuk segera mensosialisasikan 

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar 

Pe1ayanan Ad.ministrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Aceh kepada 

masyarakat melalui para kepala desa (reje) yang berada dalam wilayah 

Kecamatan Bintang. Selain itu sosialisasi dapat dilakukan dengan 

pemberitahuan melalui spanduk, baik leaflet, stiker dan sebagainya. 

2. Pemerintah Kecarnatan Bintang 1nelalui camat dan atau sekretaris camat 

supaya 1nelakukan pembinaan dan pengawasan tugas pokok fungsi pegawai 

sesuai Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2017. 

3. Jwnlah personil PATEN yang ada di Kecamatan Bintang masil1 kw-ang. 

T erutama sumber daya pegawai yang metniliki keterampilan dan kernampuan 

untuk rnenjalankan pelak:sanan PATEN, untuk itu perlu penambahan personil 

pada kecamatan dimaksuclkan supaya pelayanan yang diberikan mendapatkan 

hasil yang 1naksimal. Penambahan personil PA TEN yang dilakukan oleh 

Kecamatan Bintang dapat dilakukan dengan pengusulan penarnbahan 

pegawai Kantor Kecamatan Bintang kepada Badan Kepegawaian dan Sumber 

Daya Manusia (BKPSDI\1) Kabupaten Aceh Tengah. 

4. Terkait sumber daya manusia pegawai yang masih belum tanggap dan 

memahami PATEN dapat diberikan pelatihan dan pendidikan yang 

diprogramkan dari kegiatan PATEN dengan mengajukan menunjuk 
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naraslunber atau tenaga ahli terkait PATEN dari Pemerintah Kabupaten Aceh 

Tengah. 

5. Dilihat dari sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan PATEN. 

Dalam hal ini penyediaan sarana dan prasarana pendukung PATEN yang 

masih kurang dapat ditampung pada APBK Kabupaten Aceh Tengah yang 

dikemas dalam bentuk program kegiatan terkait PATEN dengan menyusun 

perencanaan yang matang sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas. 

6. Menjalin hubungan baik antara internal pegawai kecamatan secara berjenjang 

sesuai dengan togas dan fungsi masing-1nasing. Hubungan baik antara atasan 

dan bawahan sangat beTpengaruh terhadap proses pelaksanaan Pelayanan 

Terpadu Kecamatan (PATEN). 

7. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi Pemerintah Kabupaten 

Aceh Tengah yang terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perzinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 

Kampung Kabupaten Aceh Tengah, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Tujuan koordinasi ini 1nengarah kepada 

terbentuknya persepsi dan persamaan pandangan terhadap pelaksanaan 

PATEN. 

8. Camat Bintang perlu melakukan pengawasan terhadap perkembangan 

terselenggaranya PATEN sebagai dasar untuk mengevaluasi hal-hal yang 

perl1t perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan Pelayanan 

Admininsitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bintang. 
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PELAY ANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 
DI KECAMATAN BINTANG 

( Studi Imple1nentasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nornor 88 Tahun 
2017 Tentang Standar Pelayanan Adtninistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 

Kabupaten Aceh Tengah) 

PEDOMANWAWANCARA 

A. ldentitas informan/nara somber. 

Nama Bihari Muslim, BA. 

Pangkat/Gol Pembina, IV/a 

Jabatan Ca mat. 

B. Pertanyaan : 

1. Apa saja yang melatarbelakangi kebijakan PATEN menjadi penting untill:: 
diimplementasikan di Kecamatan Bintang? 

2. Selain Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, apakah ada peran pihak lain dalam 
proses penerapan kebijakan PATEN di Kecamatan Bit1tang? 

3. Kebijakan apa yang telah Saudara lakukan dalam menyelenggarakan PA TEN di 
Ke.camatan Bintang? 

4. Mamfaat apa yang Saudara rasakan setelah adanya kebijakan pelimpahan 
kewenangan Bupati kepada Camat? 



PELAY ANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 
DI KECAMATANBINTANG 

( Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 
2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi T erpadu Kecamatan (PA TEN) di 

Kabupaten Aceh Tengah) 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. ldeotitas informanlnara sumber. 

Nama Nardi 

PaugkaVGol Pembina, IV/a 

Jabatan Sekretaris Camat. 

B. Pertanyaan : 

1. Mamfaat apa yang Saudara rasakan setelah adanya kebijakan pelimpahan 
kewenangan Bupati kepada Camat?. 

2. Bagaimana menurut Saudara keadaan sarana dan prasarana PATEN di 
Kecamatan Bintang? 

3. Apa yang menjadi kendala sehingga sarana dan prasarana PA TEN di 
Kecamatan Bintang kurang memadai? 

4. Kebijakan apa yang telah Saudara implementasikan dalam menyelenggarakan 
PATEN di Kecarnatan Bintang? dan sudahkah terpenuhi kebutuhan· 
kebutuhan yang Saudara harapkan? 

11 



PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 
DI KECAMATAN BINTANG 

(Stu.di Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 
2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan {PATEN) di 

Kabupaten Aceh Tengah) 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. ldentitas informao/nara sumber. 

Nama 

Pangkat/Gol 

Jabatan 

B. Pertanyaan : 

Jamaluddin. 

Penata Tk.I, 111/d. 

Kasi Pemerintahan. 

1. Persyaratan Administratif Penyelenggaraan PA TEN salah satunya adalah 
Standar Pelayanan, apakah Saudara telah menjalankan Komponen Standar 
Pelayanan sesuai Peraturan B1ipati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 2017? 

2. Persyaratan teknis penyeleng-garaan PATEN salah satunyanya adalah 
ketersediaan sumber daya, bagaimana keadaan sumber daya manusia 
(pegawai) di Kantor Camat Bintang? 

3. Apa harapan Saudara terhadap penyelenggaraan PA TEN di Kecainatan 
Bintang? 

ll1 



PE LAY ANAN ADMINISTRASI TERP ADU KECAMA TAN (PATEN) 
DI KECAMATANBINTANG 

( Studi Irnple1nentasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 
2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 

Kabupaten Aceh Tengah) 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. ldentitas informan/nara somber. 

Nama 

Pangkat/Gol 

Jabatan 

B. Pertanyaan : 

Salawati. 

Penata Tk.I, 111/d. 

Kasubbag Umurn dan Kepegawaian. 

1. Persyaratan teknis penyeleng-garaan PA TEN salah satunyanya ada1ah 
ketersediaan Sarana dan Prasarana, bagaimat1a keadaan prasarana PA TEN di 
Kantor Camat Bintang? 

2. Persyaratan teknis penyelenggaraan PATEN salah satunyanya adalah 
ketersediaan sumber daya, bagaimana keadaan sumber daya manusia 
(pegawai) di Kantor Camat Bintang?. 

3. Apa harapan Saudari terhadap penyelenggaraan PATEN di Kecamatan 
Bintang? 

IV 



PELAY ANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMA TAN (PATEN) 
DI KECAMATAN BINTANG 

( Studi Imple1nentasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 
2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 

Kabupaten Aceh Tengah) 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. ldentitas informanlnara somber. 

Nama 

Pangkat/Gol 

Jabatan 

B. Pertanyaan : 

Halm ah era. 

Pengatur Muda Tk.I, 11/b, 

Staf/Petugas Loket. 

1. Salah satu komponen Standar pelayanan PATEN adalah persyaratan 
pelayanan yang harus dipenuhi oleh penerima pelayanan PATEN, apakah 
kendala yang Saudari alami terhadap permasa1ahan ini? 

2. Apakah seluruh dokumen yang diterbitkan melalui meja pelayanan PATEN? 

3. Sebagai petugas loket, Apakah kendala yang Saudari alami dalam 
melaksanakan tugas tersebut? 

4. Bagaimana menurut Saudari, keadaan sarana penunjang PA TEN khususnya 
di ruang pelayanan tempat Saudari bertugas? 

v 



PELAY ANAN ADMINISTRASI TERP ADU KECAMA TAN (PATEN) 

DI KECAMATAN BINTANG 

( Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 
2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecarnatan (PATEN) di 

Kabupaten Aceh Tengah) 

PEDOMANWAWANCARA 

A. Identitas informan/nara sumber. 

Narna Zulkarnaen. 

Pekerjaan Pimpinan Pere. Bintang Mandiri. 

Alaruat Desa Gele Polo Kecamatan Bintang 

B. Pertanyaan : 

1. Apakah da1am pemgurusan Dokwnen yang anda perlukan, petugas mampu 
menyelesaikan penerbitannya sesuai dengan komponen stAndar pelayanan? 

2. Dalam pengurusan dokwnen melalui PATEN, apakah Saudara dikenakan 
biaya sesuai dengan standar pelayanan? 

3. Bagaimana menurut Saudara keadaan saran a dan prasarana PA TEN di 
Kecamatan Bintang, terutama gedung Kantor Camat Bintang? 

VI 



PELAY ANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 

DI KECAMA TAN BINTANG 

( Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah No1nor 88 Tahun 
2017 Tentang Standar Pelayanan Ad1ninistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 

Kabupaten Aceh Tengah) 

PEDOMAN WA WANCARA 

A. Identitas informan/nara somber. 

Nama Tarlian. 

Jabatan Banta/Sekretaris Desa. 

Alamat Desa Linung Bulen 11 Kecamatan Bintang 

B. Pertanyaan : 

1. Dalam pengun1san Surat Keputusan Pemberhentian/Pengangkatan Aparatur 
Desa, kendala apa yang Saudara rasakan dalam pengurusan penerbitannya 
melalui PATEN di Kecamatan Bintang? 

2. Salah satu komponen st:Andar pelayanan adalah tarif/biaya yang dikenakan 
da1am pengurusan dokumen, apakal1 Saudara dikenakan biaya oleh petugas 
PATEN ketika mengurus penerbitan Surat Keputusan Aparatur Desa? 

3. Apakah dalam pengurusan penerbitan layanan perizinan surat rekomendasi 
sesuai de11gan stAndar pelayanan PATEN menurut Perbup Bupati Aceh 
T engah Nomor 88 Tahun 2017? 

4. Bagaimana penilaian Saudara terhadap pelaksanaan PATEN di Kecamatan 
Bintang terkait dengan asas-asas pelayanan publik? 
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PELAY ANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMA TAN (PATEN) 
DI KECAMA TAN BINTANG 

( Studi Imple1nentasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 
2017 Tentang Standar Pelayanan Adininistrasi T erpadu Kecamatan (PA TEN) di 

Kabupaten Aceh Tengah) 

DESKRIFflF WAWANCARA 

IDENTITAS INFORMAN. 

Nama Bihari Muslim, BA 

PangkatlGol Pembina, IV /a 

Jabatan Carnat 

-------------------"----------------
NO PERTANYAAN JAWABAN 

C----+--------------f--------------j 
1 

2 

Apa saja yang melatarbelakangi 
kebijakan PATEN menjadi 
pen ting untuk 
diimplementasikan di 
Kecrunatan Bintang? 

Selain Pemerintah Kabupaten 
Aceh Tenuah, anakah ada neran 

Viti 

Kecamatan Bintang ini men1pakan 
salah satu kecamatan tertua di 
Kabupaten Aceh Tengah, wilayahnya 
cukup luas, urutan ketiga dari empat 
belas kecamatan yang ada di 
Kabupaten Aceh T engah, sebaran 
penduduk tidak terpaku dalam satu 
pemukiman penduduk. Kecamatan 
kami cukup jauh dari ibu kabupaten, 
butuh satu Jam perjalanan 
menggunakan kenderaan untuk 
sampai ke ibukota kabupaten, apalagi 
masyarakat kami yang dari Desa 
Serule dan sekitarnya membutuhkan 
waktu tiga jam untuk sampai ke 
ibukota kabupaten. dan salah satu 
cara untuk memudahkan pelayanan 
kepada masyarakat kami adalah 
melalui penyelenggaraan PA TEN 

Awalnya PA TEN di Kecamatan 
Bintang: difasilitasi oleh LOGICA2, 



3 

4 

pihak lain dalam proses 
penerapan kebijakan PA TEN di 
Kecainatan Bintang? 

Kebijakan apa yang telah 
Bapak lakukan dalam 
menyelenggarakan PA TEN di 
Kecamatan Bintang? 

Mamfaat apa yang Bapak 
rasakan setelah adanya 
kebijakan pelimpahan 
kewenangan Bupati kepada 
ca1nat? 

IX 

mereka membentuk Tim Standm­
Pelayanan Kecamatan Bintang dan 
memberikan bimbingan dan 
pelatihan teknis terkait standar 
pelayanan publik di kecamatan 
sebagai pedoman dalam men1berikan 
pelayanan publik kepada masyarakat 

Menurut kami hal yang paling 
penting sebelum PATEN itu dapat 
dilaksanakan terlebih dahulu perlu 
disediakan sarana penunJangnya 
terutama biaya operasional 
kebutuhan PA TEN. Disamping itu 
jnga karena kami sudah membentuk 
Tim PATEN Kecamatan maka dalam 
bekerja tiin llll kami berikan 
honorium, dan salah lagi yang 
menurut kami sangat penting 
bagairnana supaya masyarakat tahu 
tentang PATEN maka kami juga 
melakukan sosialiasasi dan ini 
inerupakan kebijakan-kebijakan yang 
telah kami putuskan dalam rangka 
inewujudkan pelaksanaan PATEN di 
Kecamatan Bintang 

Setelah diterbitkannya Keputusan 
Bupati .A.cell Tengah tentang 
pendelegasian sebagian kewenangan 
Bupati ke Kecamatan semakin 
memudahkan kami untuk 
menyelenggarakan PATEN, 
masyarakat kami tidak. perlu lagi 
berurusan langsung ke ibukota cukup 
l1anya sarnpai di kecarnatan saja, 
walaupun tidak semua kewenangan 
diberikan kepada kami tapi 
setidaknya tel ah membantu 
masyarakat kami 



PELA YANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 
DI KECAMATAN BINTANG 

( Studi Imple1nentasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 
2017 Tentang Standar Pe1ayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 

Kabupaten Aceh Tengah) 

DESKRIFflF WAWANCARA 

IDENTITAS INFORMAN. 

Nama Nardi 

Pangkat/Gol Pembina, IV /a 

Jabatan 

NO 

I 

Sekretaris Camat 

PERTANYAAN 

apa yang Bapak 
setelah adanya 

pelimpahan 

Mamfaat 
rasakan 
kebijakan 
kewenangan 
camat? 

Bupati kepada 

JAWABAN 

Pelimpahan sebagian kewenangan 
Bupati kepada Camat merupakan hal 
yang baik sehingga volume kerja 
pegawa1 di Pemerintah Kecamatan 
bertambah dan semakin 1neningkat, 
jangan lagi ada kata-kata bahwa jika 
bertugas di kecamatan tidak ada 
kerja. Saya kira dengan adanya 
pendelegasian ini, persepsi tentang 
tidak ada kerja di kantor camat dapat 
dihilangkan dan tentunya dengan 
betambahnya volume kerja hams 
dibarengi dengan tingkat kuaitas dan 
kemampuan pegawai yang memadai 
serta ditunjang dengan ketersediaan 
prasarana yang juga Juga harus 
memadai sehingga harapan kita 
menjadikan kecamatan seabagai 
simpul pelayanan bagi masyarakat 
dapat dicapai 

- --------~------"-··-----------~ 

x 



2 

3 

4 

Bagaimana menurut Bapak 
Keadaan Sarana dan Prasarana 
PATEN di Kecamatan Bintang? 

Apa yang menjadi kendala 
sehingga sarana dan prasarana 
PATEN di Kecamatan Bintang 
kurang memadai? 

Kebijakan apa yang telah bapak 
implementasikan dalam 
menyelenggarakan PA TEN di 
Kecamatan Bintang? dan 
sudahkah terpenuhi kebtituhan­
kebutuhan yang bapak 
harapkan? 

____________ .........______ ____ ,, _______________ _ 

Xl 

Keadaan sarana di Kantor C.amat 
Bintang pada tablut 2013 sampai 
dengan tahun 2016 sebenarnya masih 
memadai, khususnya di tempat 
pelayanan, narnun setnng dengan 
bertambahnya jumlah pegawa1 
terutama Sekretaris Desa yang 
pindah tugas ke kecamatan sehingga 
meja dan kursi tempat piket tern.pat 
pengaduan pelayanan dan termasuk I 
(satu) perangkat komputer terpaksa 
kita alih fungsikau untuk saraua kerja 
Sekretaris desa yang pindah tersebut, 
saat ini ada sekitar 5 (lima) orang 
pegawai dari jabatan Sekretaris Desa 
dan itupun masih ada yang belum 
memiliki meja dan kursi kerja dru1 
sarana lainnya 

Memang benar adanya, prasarana 
yang ada untuk penunjaug PATEN 
masih kurang, hal 1n1 disebabkan 
karena alokasi anggaran untuk 
Kegiatan PA TEN di Kecamatan 
Bintang tidak me1nadai dan dananya 
terbatas. 

Sebagai bentuk keseriusan kami 
selaku penyelenggaran PATEN di 
Kecamatan Bintang, kami set:iap 
tahwmya selalu menganggarkan 
PA TEN dalam bentuk kegiatan 
namun karena keterbatasan anggaran, 
pors1 alokasi anggaran untuk. 
kegiatan PA TEN kurang memadai, 
sehingga ban yak kebutuhan­
kebutuhan PATEN yang menurut 
kami penting tidak terakomodir 

-··---·----·----- ·-



PELA YANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 
DI KECAMATAN BINTANG 

( Studi Impletnentasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 
2017 Ten tang Standar Pelayanan Administrasi 1'erpadu Kecamatan (PA TEN) di 

Kabupaten Aceh Tengah) 

DESKRIFfIF WAWANCARA 

IDENTITAS INFORMAN. 

Nama Jamaluddin 

Pangkat/Gol Penata, Tk. I, Ill/d 

Jabatan 

NO 

1 

2 

Kasi Pemerintahan 

PERTANYAAN 

Persyaratan administratif 
penyelenggaraan PATEN salah 
satunya adalah Standar 
Pelayanan, apakah Saudara 
telah menjalankan Komponen 
Standar Pelayanan sesuaI 
Peraturan Bupati Aceh Tengah 
Nomor 88 Tahun 2017? 

'i Persyaratan teknis penyeleng-
1 garaan PATEN salah 
I satWlyanya adalah ketersediaan 
I sumber daya, bagaimana 

keadaan swnber daya manusia 
(pegawai) di Kantor Camat 

JAWABAN 

Sesuai dengan aturan yang telah 
ditentukan dalarn Perbup Bupati 
Aceh T engah tentang standar 
pelayanan yang didalanmya memuat 
biaya yang dikenakan, kami yang 
menangani jenis pelayanan non 
penzman yaitu penerbitan Surat 
Keputusan Perangkat Kampung akan 
mematuhi aturan tersebut, setiap 
pengurusan penerbitan Surat 
Keputusan Perangkat Kampung tidak 
kami kenakan biaya administrasi 
sepersenpun. 

__ _ , j Bintang? 

Satu hal yang menjadi penghambat 
pelaksanaan tugas-tugas kami selama 
ini adalah. kurangnya jumlah pegawai 
yang membantu kami, saya sendiri 
selaku Kasi Pemerintahan hanya 
memiliki satu orang staf, padahal 
yang saya butuhkan minllnal dua 
orane, terkadang sava sendiri yang 

Xll 



--· 
turun tangan untuk mengerjakannya, 
seperti mengetik konsedran surat 
keputusan camat tentang 
pemberhentian/pengangkatan 
aparatur krunpung. Ini terjadi jika staf 
saya berhalangan hadir atau staf saya 
mengerjakan pekerjaan lain yang 
saya perintahkan 

3 Apa harapan Saudara terhadap Harapan saya semoga pelaksanaan 
penyelenggaraan PATEN di PATEN di Kecamatan Bintang 
Kecamatan Bintang? kualitas pelayanan semakin 

meningkat dan diimbangi dengan 
ketersediaan sarana dan prasarana 
penunjang PATEN. 

xiii 



PELA YANAN ADMINISTRASI TERP ADU KECAMA TAN (PATEN) 

DI KECAMATAN BINTANG 

( Studi Impleinentasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 
2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 

Kabupaten Aceh Tengah) 

DESKRIFflFWAWANCARA 

IDENTITAS INFORMAN. 

Nama Salawati 

Pangkat/Gol Penata, Tk. I, 111/d 

Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian. 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

I Persyaratan teknis penyeleng· Masih banyak kekurangan terhadap 
garaan PATEN salah prasarana PATEN di Kecamatan 
satunyanya adalah kctersediaan Bintang, pelayanan kami tidak akan 
sarana dan prasarana, maksimal jika hanya tergantung 
bagaimana keadaan prasarana kepada prasarana yang tersedia saat 
PATEN di Kantor Carn at ini. Hal ini telah kami sampaikan 
Bin tang? kepada Sek cam agar dapat 

dianggarkan dalam kegiatan PA TEN, 
namun sampa1 saat Jill be I um 
terealisasi 

2 Persyaratan teknis penyeleng· Hampir semua seksi kekurangan 
garaan PATEN salah pegawai, terlebih di sub bagian saya 
satunyanya adalah ketersediaan yang merupakan dapur pemerintahan. 
sumber day a, bagaimana Saya hanya memiliki dua orang staf 
dengan sUDiber daya mru1usia yang merangkap sebagai petugas 
(pegawai) yang ada di Kantor loket. Terutama sekali petugas loket, 
Camat Bintang? saat ini yang aktif sebagai petugas 

loket hanya satu orang, sedangkan 
yang satu lagi membantu jika volume 
pekerjaan pelayanan PATEN cukup 
tinggi. Aki bat dari kekurangan ... 
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pegawa1 mt membuat saya sulit 
membagi tu.gas kepada staf 

- --
3 Apa harapan Saudara terhadap Penyelenggaraan PATEN di 

penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Bintang seiring dengan 
Kecamatan Bintang? berjalannya wak.tu semoga semakin 

meningkat. Kualitas pelayanan harus 
JUga ditingkatkan. Berikan 
kesempatan kepada perugas loket 
untuk mengikuti pelatihan teknis 
PATEN agar petugas loket tidak 
salah dalam memahami aturan 
PATEN 

- ·---------- -
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PE LAY ANAN ADMINISTRASI TERP ADU KECAMA TAN (PA TEN) 
DI KECAMATANBINTANG 

( Studi Imple1nentasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 
2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 

Kabupaten Aceh Tengah) 

DESKRIFTIF WAWANCARA 

IDENTIT AS INFORMAN. 

Nama Halmahera 

PangkatJGol Pengatur Muda Tk.I. lllb 

Staf/Petugas Loket. Jabatan 

------
NO PERTANYAAN JAWABAN 

··~ 

I Salah satu komponen Standar Kendala yang kami hadapi dalam 
pelayanan PATEN adalah menyelesaikan dokumen terkadang 
persyaratan pelayanan yang tidak sesua1 hara pan, 1nasih ada 
harus dipenuhi oleh penerima masyarakat yang men gurus 
pelayanan PATEN, apakah keperluannya tidak melengkapi 
kendala yang Saudara alami persyaratan menurut aturan yang 
tcrhadap permasalahan ini? telah ditentukan, terpaksa kami harus 

tunda dulu dan menyampaikan 
kepada masyarakat untuk melengkapi 
persyaratan yang diperlukan 

2 Apakah selurub dokumen yang Dokumen yang kami terima tidak 
diterbitkan melalui meJa semuanya kami proses melalui meja 
pelayanan PA TEN? pelayanan, ada sebagian dokumen 

langsung diserahkan kepada kepala 
seksi terkait yang menangam 
dokumen tersebut, seperti penerbitan 
Surat Keputusan tentang Penerbitan 
Keputusan Pengangkatan/ 
Pemberhentian Perangkat Kampung 

XVI 



---------------~------------~ 

3 

4 

Sebagai petugas loket, Apakah 
kendala yang Saudara alami 
dalrun melaksanakan tugas 
terse but? 

Bagaimana menurut Saudara, 
keadaan sarana pen110Jang 
PATEN khususnya di ruang 
pelayanan tempat Saudara 
bertugas? 

'--~--····-----··----· 

katni terkendala dengan sarana 
penunJang pelaksanaru1 PATEN 
kl1ususnya pengolah data. perangkat 
komputer yang ada saat ini hanya 
satu unit, perangkat yang ada saat ini 
juga sering mengalami kerusakan, 
sudah tentu hal ini mempengaruhi 
togas kami dalam menyelesaikan 
dokumen yang harus segera kami 
terbitkan terutama sekali penerbitan 
surat rekomendasi 

Sebenarnya saya sebagai petugas 
loket tidak merasa nyaman dengan 
kondisi gedung kantor yang ada, 
dinding kantor khususnya ruang 
pelayanan sangat kusam tidak pernah 
dilakukan pengecatan. Jni sangat 
berpengaruh dan mengurang:t 
semangat kerja bagi saya, padahal 
kenyamanan dalam bekerja itu yang 
paling utama dan tentunya dengan 
kerapian ruangan masyarakat yang 
berurusan juga pasti merasa nyaman 
----------------

XVII 



PE LAY ANAN ADMINISTRASI TERP ADU KECAMA TAN (PA TEN) 
DI KECAMATAN BINTANG 

( Studi lmple1nentasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 
2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 

Kabupaten Aceh Tengah) 

DESKR!Ff!F WAWANCARA 

IDENTITAS INFORMAN. 

Nama Zulkarnaen. 

Pekerjaan Pimpinan Pere. Bintang Mandiri. 

Alam at 

NO 

l 

2 

Desa Gele PuJo Kec:amatan Bintang 

PERTANYAAN 

Apakah dalam pemgurusan 
Dokumen yang anda perlukan, 
petugas mampu menyelesaikan 
penerbitannya sesua1 dengan 
komponen standar pelayanan? 

Dalam pengurusan dokumen 
melalui PATEN, apakah 
Saudara dikenakan biaya sesuai 
dengan estandar pelayanan? 

JAWABAN 

Enam bulan yang Jalu saya rnengurus 
izin usaha yang kami tekuni, dalam 
proses penyelesaiannya cukup cepat 
hanya butuh waktu 2 (dua) hari, 
awalnya saya datang ke kantor camat 
hanya membawa dokumen photo 
copy KTP dan KK, namun akhirnya 
saya pulang lagi karena persyaratan 
belwn terpenuhi, setelah peryaratan 
saya penuhi dan melengkapinya, 
dalam te1npo singkat tanpa berbelit­
belit surat izin usaha percetakan saya 
selesai, kebetulan usaha yang saya 
rintis masih kecil-kecilan, cukup satu 
kali saya berurusan ke kantor Camat 
setelah persyaratan saya lengkapi 

Dalam pengurusan Surat Izin Tempat 
Usaha, saya membayar sesua1 
ketentuan yang berlaku tidak ada 
biaya pengurusan melebihi aturan 

XVlll 



yang telah ditentukan 
- -

3 Bagaimana menurut Saudara Saya sangat kecewa dengan kondisi 
keadaan sarana dan prasarana gedung kantor Camat Bintang dan 
PATEN di Kecamatan Bintang, loket pelayanan PATEN, seharusnya 
terutama gedung Kantor Camat sebagai tempat pelayanan bagi 
Bintang? masyarakat harus me1niliki 

kewibawaan karena ini 1nerupakan 
lembaga kepemerintahan, kesan itu 
hilang setelah melihat kondisi ruang 
pelayanan yang tidak terurus hingga 
terkesan pelayanan yang dilakukan 
tidak serius dan asal-asalan 

- --- ---- ·--- -- --- - ------- -
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PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 
DI KECAMATAN BINTANG 

( Studi Imple1nentasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 
2017 Ten tang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PA TEN) di 

Kabupaten Aceh Tengah) 

DESKRIFTIFWAWANCARA 

IDENTIT AS INFORMAN. 

Nama Tarliao 

Pangkat/Gol Pengatur Muda Tk.I, 11/b 

Jabatan Staf/Petugas Loket. 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Da1am pengurusan Surat Sudah sebulan kami melakukan 
Keputusan Pemberhentian/ pentilihan imern kampung yang baru, 
Pengangkatan Aparatur Desa, semua persyaratan untuk penerbitan 
kendala apa yang Saudara Surat Keputusan Pengangkatan/ 
rasakan dalam pengurusan Pemberhentian Imem kampung yang 
penerbitannya melalui PA TEN baru telah kami legkapi, dua minggu 
di Kecamatan Bintang? yang lalu berkas sudah kami ajukan 

ke kecamatan, namun sampai saat ini 
belwn kami terima Surat Keputusan 
dimaksud, tentunya ha! 

.. 
lill 

berpengaruh terhadap pelaksaan 
tugas-tugas Imem di kampung kami 

2 Salah satu kornponen stB.ndar Dalam pengurusan beikas penerbitan 
pelayanan adalah tarif/biaya Surat Keputusan Pengangkatan/ 
yang dikenakan dalam Pemberhetian Kaur Kampung Linung 
pengurusan dokwnen, apakah Bolen II, kami tidak pemah 
Saudara dikenakan biaya oleh dikenakan biaya apapun 
petugas PATEN ketika 
mengurus penerbitan Surat 
Keputusan Aparatur Desa ? 

xx 
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3 

4 

Apakah dalam pengurusan 
penerbitan layanan penz1nan 
surat rekomendasi sesuai 
dengan standar pelayanan 
PATEN menurut Perbup Bupati 
Aceh Tengah Nomor 88 Tahon 
2017' 

Bagaimana penilaian Sauciara 
terhadap pelaksanaan PATEN 
di Kecamatan Bintang terkait 
dengan asas-asas pelayanan 
publik? 

Saya datang ke kantor kecamatan 
untulc men gurus rekomendasi 
pindah/datang masyarakat saya. Saya 
masukan berkas ke loket pelayanan 
dengan ke1engkapan syarat yang 
diperlukan seperti KK,KTP, Formulir 
FI.08, Fonnulir Fl.01. persyaratan 
tersebut saya peroleh informasinya 
dari Kaur Pemerintahan kampung, 
oleh petugasnya saya disuruh 
menunggu., tidak sampai satu jam, 
berkas yang saya sudah selesai 
diproses, waktu saya tanya berapa 
biayanya adtninistrasinya?, petugas 
loket menjawab , tidak dikenakan 
biaya pak 

Pelayanan PATEN di Kecamatan 
Bintang ini sudah cukup bagus, tidak 
ada diskriminasi atau yang 
diistimewakan semuanya saya libat 
tidak ada perbedaan. Hanya saJa 
ketepatan waktu dalam penerbitan 
Surat Keputusan saja yang kadang~ 
kadang terlambat, alasannya karena 
pak camat tidak berada di tetnpat 
atau keluar daerah. Karena Surat 
Keputusan Pengangkatan dan 
Pemberhentian perangkat krunpung 
seperti yang sedang saya urns 
sekarang yaitu Surat Keputusan 
Pengangkatan/Pemberhentian Kepala 
Urusan hams ditandatangi oleh 
Camat, mungkin hanya disitu saja 
kekurangannya, untuk biaya 
penerbitan SK tidak pemah dipungut 
oleh pihak kecamatan, barangkali 
takut pungli .. hehe (katanya bercanda) 

~-~--·----------~-·-·----------~ 
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PELA YANAN ADMlNISTRASI TERP ADU KECAMAT AN (PA TEN) 
DIKECAMATANBINTANG 

( Stucli lmplementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 
2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PA TEN) di 

Kabupaten Aceh Tengah) 

. 1 DOKUMENTASI 

Wawancara dengan Camat Bintang ( Bapak Bihari Muslim, BA) diruang kerja 
beliau yang didampingi oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat KampWlg (MPK) 
clan dua orang staf Kantor Camat Bintang. 
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PELAY ANAN ADMINISTRAST TERPADU KECAMATAN (PATEN) 
DIKECAMATANBJNTANG 

( Studi lmplementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 
2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PA TEN) di 

Kabupaten Aceh Tengah) 

DOKUMENTAST 

Wawancara dengan Sekretaris Camat Bintang ( Bapak Nardi ) di ruang Kerja 
Sekretaris Camat Bintang. 
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PELA YANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 
DIKECAMATANBINTANG 

( Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengab Nomor 88 Tabun 
2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PA TEN) di 

Kabupaten Aceb Tengah) 

DOKUMENTASI 

Wawancara dengan staf Kantor Camat Bintang/petugas loket PATEN (Saudari 
Halmabera) di ruang Kerja Camat Bintang. 
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PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 
DI KECAMA TAN BINT ANG 

( Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 
2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PA TEN) di 

Kabupaten Aceh Tengah) 

DOKUMENTASI 

Kondisi prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PA TEN) 
Kecamatan Bintang. 
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PELAYANAN ADMINISTRASl TERPADU .KECAMATAN (PATEN) 
DI KECAMATAN BINTANG 

( Studi Implemeotasi Kebijakao Peraturan Bupati Aceh Tengab Nomor 88 Tabun 
2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PA TEN) di 

Kabupaten Aceb Tengah) 

DOKUMENTASI 

Wawancara dengan Pimpinan Percetakan Bintang Mandiri (Saudara Zulkarnaen) 
sebagai informan pelayaoan perizinan PA TEN di Kecamatan Bintang. 
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